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KATA PENGANTAR

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sistem sertifikasi pengelolaan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yaitu ISPO. Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO) tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan dan daya saing minyak
kelapa sawit di pasar dunia, meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,
serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam konteks implementasi ISPO bagi pekebun, peranan pendampingan sangat dibutuhkan
agar terjadi percepatan realisasi sertifikasi ISPO. Pekebun kelapa sawit wajib memiliki sertifikat
ISPO menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.

Untuk mencetak pendamping-pendamping yang kompeten melalui pelatihan, Yayasan KEHATI
menyusun Modul Pelatihan Pendamping Sertifikasi Usaha Pekebun Kelapa Sawit Berbasis
Kompetensi ini. Modul ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) dan Kurikulum Pelatihan dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM-Kementerian
Pertanian, serta diperkaya dengan hasil pembelajaran pelatihan pendamping dalam Program
SPOS Indonesia.

Kamiberharap modul pelatihaninidapat menunjang proses pelaksanaan pelatihan pendamping
yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi pendamping sertifikasi
usaha pekebun kelapa sawit.

Jakarta, September 2022

Irfan Bakhtiar
Direktur Program SPOSI
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A.Latar Belakang

Sistem sertifikasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/
ISPO) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2020. Teknis penyelenggaraan sertifikasi ISPO diatur
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020.
Sistem sertifikasi ISPO ini diharapkan dapat meningkatkan
keberterimaan dan daya saing minyak kelapa sawit di pasar
dunia, meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan, serta meningkatkan upaya percepatan
penurunan emisi gas rumah kaca.

Permentan Nomor 38 Tahun 2020 yang ditetapkan pada
tanggal 16 November 2020 mengamanatkan bahwa sertifikasi
ISPO wajib bagi pekebun mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak
peraturan menteri tersebut diundangkan. Artinya bahwa
pekebun atau kelompok pekebun wajib memiliki sertifikat
ISPO paling lambat pada tahun 2025.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO
bagi pekebun, maka diperlukan upaya pendampingan bagi
kelompok pekebun. Pendampingan dibutuhkan agar pekebun
atau kelompok pekebun dapat segera memenuhi persyaratan
ISPO pekebun sehingga sertifikasi ISPO pekebun dapat
direalisasikan secara nasional pada tahun 2025.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Dalam upaya menciptakan pendamping lapangan yang kompeten dalam konteks

sertifikasi ISPO Pekebun, maka diperlukan modul pelatihan pendampingan ISPO
pekebun. Untuk itu, SPOS Indonesia menyusun modul pelatihan yang dimaksud
tersebut sebagai panduan bagi penyelenggara pelatihan dan sebagai langkah
percepatan mencetak pendamping-pendamping lapangan yang kompeten dan siap
mendampingi kelompok pekebun dan pekebun kelapa sawit dalam upaya sertifikasi
ISPO.

Modul pelatihan pendampingan ISPO pekebun ini disusun berbasis kompetensi
pendamping sertifikasi usaha pekebun. Ada 3 sumber yang dipergunakan sebagai basis

kompetensi dalam penyusunan modul pelatihan ini, yaitu:

1.

Kurikulum dan silabus yang telah diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian pada Tahun
2022 denganjudul dokumen“Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping Sertifikasi
Usaha Pekebun” Dokumen ini disusun oleh BPPSDM dan Lembaga Ekolabel
Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri
ketenagakerjaan Rl melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 237 tahun 2019 tentang Penetapan SKKNI kategori pertanian, kehutanan,
dan perikanan golongan pokok pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan
kategori yang berhubungan dengan itu (YBDI) bidang perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan.

Observasi pelatihan, kajian dokumen pelatihan, dan evaluasi hasil pelatihan
pendampingan ISPO bagi pekebun pada tanggal 12-17 Juni 2022 di Medan yang
diselenggarakan oleh SPOS Indonesia dan Koompasia.
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B. Tentang Modul

Tujuan penyusunan modul

Modul pelatihan ini ditujukan sebagai panduan penyelenggaraan pelatihan agar
terselenggara secara efisien dan  efektif dalam pembelajaran sehingga dapat
menghasilkan peserta pelatihan yang menguasai kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi pendamping sertifikasi usaha pekebun kelapa sawit yang ditetapkan oleh
BPPSDM Kementerian Pertanian.

Tujuan pelatihan, setelah mengikuti pelatihaninipeserta kompeten dalamn mendampingi
para pelaku usaha kebun kelapa sawit mempersiapkan proses sertifikasi usaha kebun
kelapa sawit yang berkelanjutan.

Mengapa modul ini dibutuhkan?

Modul pelatihan ini telah dikembangkan berdasarkan standar kompetensi pada SKKNI
Kementerian Ketenagakerjaan Nomer 237 Tahun 2019 dan Kurikulum & silabus (Kursil)
pelatihan dari BPPSDM Kementerian Pertanian Tahun 2022. SKKNI Kemenaker Nomor
237 Tahun 2019 mengatur tentang Penetapan SKKNI kategori pertanian, kehutanan,
dan perikanan golongan pokok pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan
kategori yangberhubungan dengan itu (YBDI) bidang perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan. Kursil pelatihan dari BPPSDM Kementan mengatur tentang pelatihan
berbasis kompetensi pendamping sertifikasi usaha pekebun. Dengan demikian,
penyelenggaraan pelatihan yang didasarkan pada penggunaan modul pelatihan ini
dapat menghasilkan peserta pelatihan yang memiliki kompetensi sesuai dengan SKKNI.

Untuk siapa modul ini?

Pengguna modul pelatihan ini terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan dalam
penguatan pekebun kelapa sawit rakyat atau isu perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Modul pelatihan ini dapat digunakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan, lembaga
kursus, perusahaan kelapa sawit, pelaku usaha kelapa sawit, lembaga donor, lembaga
swadaya masyarakat, atau pun kelompok swadaya masyarakat lainnya.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



4

Bagaimana menggunakan modul ini?

Pengguna modul ini dapat menggunakan modul dengan tahapan pemahaman sesuai
dengan sekuen penulisan konten yang ada dalam modul ini yang telah disusun
menjadi bagian-bagian penulisan. Modul pelatihan ini disusun dengan tujuan agar
penyelenggara pelatihan dapat dengan mudah memahami konteks dan muatan
pelatihan, serta dapat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi secara efektif dan

efisien.

Modul ini memuat 4 bagian utama vyaitu: latar belakang, persiapan pelatihan,

pelaksanaan pelatihan, dan kegiatan setelah pelatihan.

® Bagian latar belakang memuat tentang konteks kebijakan perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan, urgensi percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun, dan dasar
penyusunan modul pelatihan.

® Bagian persiapan pelatihan memuat tentang persyaratan peserta, persyaratan
narasumber, pendekatan dan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, kerangka
kerja penyusunan modul, dan desain pelatihan.

® Bagian pelaksanaan pelatihan memuat tentang langkah fasilitasi dan uraian materi
pelatihan untuk setiap sesi pelatihan yang didasarkan pada 12 unit kompetensi.

® Bagian kegiatan setelah pelatihan memuat evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelatihan, baik peserta maupun penyelenggara.
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C. Pendekatan Pelatihan

Pelatihaninidiselenggarakan melalui pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (Andragogy)
yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien dalam upaya
transfer kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dirancang dalam kursil. Metode
yang dipergunakan berdasarkan pada prinsip kemitraan, menggali pengalaman nyata,
partisipasi, kebersamaan, dan keswadayaan.

Pelatih akan membangun komunikasi dialogis dan diskusi dengan seluruh peserta
pelatihan. Selain itu, antar-peserta juga diberikan kesempatan untuk saling bertukar
pengalaman dalam orientasi belajar yang terarah pada pemecahan-pemecahan
masalah.

Modul pelatihan ini dikembangkan dengan kerangka kerja yang mengacu pada desain
pelatihan Model ADDIE yang dikembangkanoleh Dickand Carry (1996) untukmerancang
sistem pembelajaran. Model desain pelatihan ADDIE tersebut menggunakan 5 tahapan
yaitu: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation.

Tahapan analisis dilakukan atas dasar SKKNI Kepmen Naker Nomor 237/2019, kurikulum
dan silabus yang diterbitkan oleh BPPSDM Kementan, serta hasil pembelajaran pelatihan
ISPO yang telah dilaksanakan oleh SPOS Indonesia pada Bulan Juni 2022 di Medan.
Hasil analisis tersebut kemudian menghasilkan bangun kurikulum pelatihan berbasis
kompetensi.

Bangun kurikulum tersebut menjadi dasar untuk menyusun desain pelatihan berbasis
kompetensi. Selanjutnya, modul pelatihan dikembangkan berdasarkan pada desain
pelatihan berbasis kompetensi.
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SKKNI Kepmen Naker 237/2019

Penetapan SKKNI
kategori pertanian,
kehutanan, dan
perikanan golongan
pokok pertanian
tanaman, peternakan,
perburuan, dan kategori
yang berhubungan dengan
itu (YBDI) bidang
perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan.

Kurikulum dan Silabus

Pelatihan berbasis
kompetensi Pendamping
Sertifikasi Usaha
Pekebun (BPPSDP
Kementan, 2022)

Pembelajaran Pelatihan
Pendampingan ISPO Pekebun

Analisis hasil dan
pembelajaran pelatihan
pendampingan ISPO bagi
Pekebun (Juni 2022,
Medan)

Kelompok Unit Kompetensi

1. Menerapkan Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3).

2. Mengorganisasikan Pekerjaan.
3. Melakukan Komunikasi Efektif.
4. Membangun Jejaring Kerija.

5. Merencanakan Pendampingan.

6 Melakukan Evaluasi Hasil
Pendampingan.

7. Mengumpulkan Bahan dan Data
Keterangan Kinerja Sistem Sertifikasi
Kelapa Sawit Berkelanjutan.

8. Menyusun Rekomendasi Hasil Penilaian
Kinerja Unit Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan.

9. Melaksanakan Pendampingan dalam
Melengkapi Data dan Informasi

10. Melaksanakan Pendampingan dalam
Memobilisasi Para Pihak

11. Melaksanakan Pendampingan dalam
Perencanaan Bisnis

12. Melaksanakan Pendampingan dalam
Pelaksanaan Usaha Kebun Kelapa Sawit
Rakyat Swadaya

=

Bangun Kurikulum

Pendamping ISPO Pekebun yang kompeten

A

Mengevaluasi pendampingan ISPO
pekebun

Melaksanakan pendampingan ISPO
pekebun

A

Merencanakan pendampingan ISPO
pekebun

A

Menguasai sistem ISPO pekebun

A

Menguasai teknik dasar fasilitasi

A

Menguasai konteks perkebunan kelapa
sawit rakyat
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Modul Pelatihan Berbasis
Kompetensi

Kerangka Kerja Penyusunan Modul

>

Desain Pelatihan Berbasis Kompetensi
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D. Kurikulum Pelatihan

Kurikulum dan silabus pelatihan yang dikembangkan oleh BPPSDM Kementerian
Pertanian tersebut masih bersifat umum. Untuk membangun desain pelatihan, SPOS
Indonesia menterjemahkan unit kompetensi dan elemen kompetensi tersebut ke
dalam deskripsi singkat untuk konteks sertifikasi ISPO pekebun. Deskripsi ini penting
agar kita mudah memahami konektifitas unit kompetensi dengan materi pelatihan
yang diberikan dalam pelaksanaan pelatihan.

Tabel kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, yang disajikan di bawah ini, merupakan
uraian terjemahan dari kurikulum pelatihan ke dalam materi-materi pelatihan sesuai
dengan unit-unit kompetensi.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sesi Materi Jam
Unit Kompetensi Deskripsi Singkat . Pokok Bahasan Pelajaran
Pelatihan .
@45 menit
1 | Menerapkan Kompetensi menerapkan Prosedur - Identifikasi alat 2 JPL
prosedur prosedur K3 merupakan keselamatan dan pelindung diri
Keselamatan dan kemampuan pendamping kesehatan kerja | - Identifikasi
Kesehatan Kerja/K3 dalam menemukenali dan material
mengantisipasi potensi berbahaya dan
yang dapat berakibat pada dampaknya
keselamatan dan kesehatan - Penerapan
bagi pendamping dan prosedur K3

orang lain yang terlibat
dalam pendampingan.
Untuk itu, pendamping
membutuhkan kemampuan
untuk mengidentifikasi dan
mampu melakukan prosedur
K3 sebagai langkah mitigasi
dan tindakan keselamatan
dan kesehatan kerja.
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Jam

No | Unit Kompetensi Deskripsi Singkat Sesi l\_/laten Pokok Bahasan IEETEN
Pelatihan .
@45 menit
Mengorganisir Kompetensi mengorganisir Perkebunan Nilai strategis 1JPL
pekerjaan pekerjaan merupakan kelapa sawit komoditas sawit
kemampuan pendamping berkelanjutan Perkebunan
dalam mengelola tugas kelapa sawit
pokok dan fungsinya Kebijakan Kebijakan 1JPL
membantu pekebun perkebunan perkebunan
menuju sertifikasi ISPO. kelapa sawit Kebijakan ISPO
Untuk dapat mengorganisir
pekerjaan, seorang : :
pendamping membutuhkan Tata niaga . Tata niaga 2 JPL
pengetahuan dasar tentang kelapa sawit produk kelapa
latar belakang perkebunan sawit
kelapa sawit rakyat dan Ketelusuran
kerangka pikir dasar asal usul TBS
sertifikasi kelapa sawit. dari pekebun
ke pabrik
pengolahan
kelapa sawit.
Model Rantai
pasok TBS
dalam sistem
sertifikasi ISPO
Melakukan Kompetensi melakukan Komunikasi Komunikasi 2 JPL
komunikasi efektif komunikasi efektif merupakan | efektif dan yang efektif
kemampuan pendamping teknik fasilitasi Teknik fasiltasi
dalam mempersiapkan dan Peran
membangun komunikasi pendamping
dengan para pihak yang dalam sertifikasi
berkepentingan dalam kelompok
sertifikasi ISPO. pekebun.
Untuk dapat melakukan
komunikasi yang efektif,
pendamping perlu memahami
dasar-dasar komunikasi yang
efektif, teknik fasilitasi, dan
mengkaitkannya dengan
pekerjaan pendampingan.
Membangun Kompetensi membangun Membangun Pengertian 2 JPL
jejaring kerja. jejaring kerja merupakan jejaring kerja jejaring kerja
kemampuan pendamping Tujuan
dalam membangun sinergitas membangun
pekerjaan pendampingan jejaring kerja
dengan para pihak yang Prinsip
berkepentingan dalam membangun
sertifikasi ISPO. Untuk itu jejaring kerja
pendamping membutuhkan Jejaring kerja
kemampuan dalam pendampingan
mengidentifikasi pihak-pihak
yang berpengaruh terhadap
keberhasilan pendampingan.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Jam

No | Unit Kompetensi Deskripsi Singkat Sesi Materl Pokok Bahasan IEETEN
Pelatihan .
@45 menit
Selain itu, pendamping juga
harus mampu menjalin
hubungan kerjasama dengan
pihak-pihak tersebut.
Merencanakan Kompetensi merencanakan Analisis - Metode analisis | 4 JPL
pendampingan pendampingan merupakan kesenjangan kesenjangan
kemampuan pendamping standar ISPO - Standar ISPO
dalam mempersiapan rencana | pekebun. pekebun
kegiatan pendampingan
yang didasarkan kebutuhan
kelompok pekebun.
Untuk itu, pendamping
perlu menguasai situasi yang
terjadi pada saat sebelum
dilakukan pendampingan
yaitu dengan melakukan
analisis kesenjangan. Hasil
analisis tersebut menjadi
basis perencanaan kegiatan
pendampingan.
Melakukan evaluasi Kompetensi ini merupakan Menyusun - Audit internal 1 JPL
hasil pendampingan. | kemampuan pendamping evaluasi hasil - Evaluasi
dalam melakukan evaluasi atas | pendampingan pendampingan
hasil pelaksanaan kegiatan
pendampingan yang telah
dilakukannya bersama-sama
dengan kelompok pekebun.
Untuk dapat mengukur
seberapa jauh keberhasilan
pendampingan sertifikasi
ISPO yang telah dilakukannya,
pendamping perlu menguasai
kemampuan untuk
melakukan audit internal.
Kompetensi ini merupakan Sistem ISPO dan | - Kelembagaan 2 JPL
kemampuan pendamping standar ISPO ISPO
dalam merencanakan dan untuk pekebun | - Prinsip dan
mengumpulkan bahan kriteria (P&C)
dan data yang menjadi ISPO untuk
prasyarat dalam sertifikasi pekebun
ISPO untuk pekebun. - Sistem kendali
internal
- Pengajuan audit
ISPO untuk
pekebun
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Unit Kompetensi

Deskripsi Singkat

Sesi Materi
Pelatihan

Pokok Bahasan

Jam
Pelajaran
@45 menit

2. Melaksanakan
tindak
pendampingan
dalam
memobilisasi
parapihak.

data dan informasi.

pendamping lapangan
secara komprehensif.

pendampingan
Evaluasi
pendampingan

Mengumpulkan Oleh karena itu, pendamping Prinsip Legalitas lahan 4 JPL
bahan dan data perlu menguasai sistem kepatuhan perkebunan
keterangan kinerja ISPO dan standar ISPO terhadap kelapa sawit
sistem sertifikasi untuk pekebun agar dapat peraturan rakyat
kelapa sawit mempersiapkan dan dan prinsip Legalitas usaha
berkelanjutan. melakukan pendampingan penerapan perkebunan
pemenuhan dokumen praktek kelapa sawit
prasyarat sertifikasi ISPO perkebunan rakyat
bagi kelompok pekebun. yang baik Legalitas
kelembagaan
kelompok
Good Agriculture
Practices (GAP)

8 | Menyusun Kompetensi ini merupakan Prinsip Pencegahan 2 JPL
rekomendasi kemampuan pendamping pengelolaan kebakaran
kinerja unit usaha dalam menyusun dan lingkungan, Identifikasi
perkebunan kelapa menyampaikan catatan prinsip kawasan nilai
sawit berkelanjutan. | perbaikan kinerja bagi transparansi, dan konservasi tinggi.

kelompok pekebun prinsip usaha Transparansi
yang didampingi. berkelanjutan harga tandan
Hasil analisis kesenjangan buah segar
menjadi dasar dalam Penyediaan data
merumuskan catatan dan informasi
perbaikan kinerja tersebut Peningkatan
sebagai rekomendasi kepada usaha yang
kelompok pekebun. berkelanjutan
Menyusun Rekomendasi 1JPL
rekomendasi peningkatan
hasil penilaian kinerja kelompok
kinerja pekebun
pemenuhan Rencana kegiatan
ISPO bagi pendampingan
kelompok
pekebun.

9 | Unjuk kerja 12 Kompetensi inti dan Menyusun Profil kelompok | 3 JPL
kompetensi kompetensi penunjang perencanaan pekebun
pendamping pendamping diujicoba praktek Profil
melalui praktek. dalam bentuk unjuk kerja lapangan pengelolaan
1. Melaksanakan praktek lapangan. kebun

tindak Di dalam unjuk kerja ini Analisis
pendampingan pendamping mempraktekkan kesenjangan
dalam melengkapi | kemampuan sebagai Rencana
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No | Unit Kompetensi

Deskripsi Singkat

Sesi Materi
Pelatihan

Pokok Bahasan

Jam
IEETEN
@45 menit

3. Melaksanakan
tindak
pendampingan
dalam
perencanaan
bisnis.

4. Melaksanakan
tindak
pendampingan
dalam pelaksanaan
usaha kebun
kelapa sawit
rakyat swadaya.

5. Mengorganisir
pekerjaan

6. Merencanakan
pendampingan.

7. Mengumpulkan
bahan dan data
keterangan kinerja
sistem sertifikasi
kelapa sawit
berkelanjutan.

8. Membangun
jejaring kerja.

9. Menerapkan
prosedur K3.

10. Melakukan
komunikasi
efektif.

11. Melakukan
evaluasi hasil
pendampingan.

12. Menyusun
rekomendasi
hasil penilaian
kinerja unit usaha
perkebunan
kelapa sawit
berkelanjutan.

Melaksanakan - Unjuk kerjaunit | 6 JPL
praktek kompetensi

lapangan

Menyusun - Rekomendasi 6 JPL
laporan peningkatan

hasil praktek kinerja kelompok
lapangan pekebun

- Rencana kegiatan
pendampingan
- FEvaluasi kegiatan
pendampingan

Keterangan:

- Urutan nomor penulisan unit-unit kompetensi di atas mengacu pada Kursil yang diterbitkan oleh BPPSDM
Kementerian Pertanian (2022).

MODUL PELATIHAN
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E. Desain Pelatihan

Didasarkan pada kelompok unit kompetensi dan bangun kurikulum di atas, pelatihan
dirancang untuk dilaksanakan selama 5 hari. Dua belas unit kompetensi, yang terdiri
dari aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja didistribusikan dalam sesi materi

pelatihan dan pokok-pokok bahasan.

Desain Pelatihan Berbasis Kompetensi

Hari Pertama

Sesi Materi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Pokok Bahasan

Jam Pelajaran
@45 menit

menguasai kompetensi
dalam mengorganisir
pekerjaan
pendampingan

ISPO pekebun.

- Memahami
peraturan-peraturan
yang mengatur
perkebunan
sawit rakyat.

Sesi 1: Perkebunan Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Nilai strategis 1JPL
kelapa sawit pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, komoditas
berkelanjutan ini, peserta mampu peserta mampu: sawit
menguasai kompetensi | - Memahami nilai - Perkebunan
dalam mengorganisir strategis perkebunan kelapa sawit
pekerjaan kelapa sawit dalam
pendampingan perekonomian dan
ISPO pekebun. pembangunan
nasional di Indonesia.
- Memahami situasi
perkebunan sawit
rakyat, tantangan,
dan peluangnya.
- Menguasai konteks
perkebunan kelapa
sawit rakyat sebagai
dasar kerangka kerja
dalam mengorganisir
pekerjaan
pendampingan.
Sesi 2: Kebijakan Setelah mengikuti Setelah mengikuti Kebijakan 1JPL
perkebunan pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, perkebunan
kelapa sawit ini, peserta mampu peserta mampu: kelapa sawit

12 MODUL PELATIHAN
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Hari Pertama

Sesi Materi Tujuan Umum Tujuan Khusus Pokok Bahasan | Jam Pelajaran
@45 menit
Sesi 3: Tata niaga Setelah mengikuti Setelah mengikuti Tata niaga 2 JPL
produk kelapa sawit | pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, produk
ini, peserta mampu peserta mampu: kelapa sawit
menguasai kompetensi | - Memahami situasi Ketelusuran
dalam mengorganisir tata niaga produk asal usul TBS
pekerjaan kelapa sawit. dari pekebun
pendampingan - Memahami rantai ke pabrik
ISPO pekebun. pasok Tandan Buah pengolahan
Segar (TBS) dalam kelapa sawit.
sistem sertifikasi ISPO. Model Rantai
pasok TBS
dalam sistem
sertifikasi ISPO.
Sesi 4: Komunikasi Setelah mengikuti Setelah mengikuti Komunikasi 2 JPL
efektif dan teknik pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, yang efektif
fasilitasi. ini, peserta mampu peserta mampu: Teknik fasiltasi
menguasai kompetensi | - Memahami Peran
dalam melakukan komunikasi pendamping
komunikasi yang efektif. yang efektif. dalam
- Memahami sertifikasi
teknik fasilitasi. kelompok
- Menguasai pekebun.
komunikasi yang
efektif dan teknik
fasilitasi dalam
pendampingan
ISPO pekebun.
Sesi 5: Membangun Setelah mengikuti Setelah mengikuti Pengertian 2JPL
jejaring kerja pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, jejaring kerja
ini, peserta mampu peserta mampu: Tujuan mem-
menguasai kompetensi | - Melakukan bangun
dalam membangun identifikasi parapihak jejaring kerja
jejaring kerja. dalam sertifikasi Prinsip mem-
ISPO pekebun. bangun
- Menjelaskan jejaring jejaring kerja
kerja pendampingan Jejaring kerja
dengan parapihak pendampi-
yang berkepentingan ngan
dalam sertifikasi
ISPO pekebun.
- Merumuskan tata
hubungan kerja
dengan parapihak
yang berkepentingan
dalam sertifikasi
ISPO pekebun.

MODUL PELATIHAN
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Hari Kedua

Sesi Materi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Pokok Bahasan

Jam Pelajaran
@45 menit

Sesi 6: Prosedur Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Identifikasi alat | 2 JLP
Keselamatan dan pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, pelindung diri
Kesehatan Kerja ini, peserta mampu peserta mampu: Identifikasi
menerapkan prosedur | - Mengindentifikasi material
Keselamatan dan alat pelindung diri berbahaya dan
Kesehatan Kerja (K3). dan perlengkapan dampaknya
kerja sesuai standar Penerapan
untuk pekerjaan prosedur K3
pendampingan.
- Mengidentifikasi
material berbahaya
dan bahaya lain
yang berdampak
pada pelaksanaan
pendampingan.
- Merumuskan
Standar Operating
Prosedure/SOP K3
untuk pekerjaan
pendampingan.
- Menerapkan prosedur
K3 untuk pekerjaan
pendampingan.
Sesi 7: Sistem Setelah mengikuti Setelah mengikuti Kelembagaan |2 JPL
ISPO dan standar pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, ISPO
ISPO pekebun ini, peserta mampu peserta mampu: Prinsip dan
menguasai kompetensi | - Memahami kriteria (P&QC)
dalam mengumpulkan kelembagaan ISPO. ISPO untuk
bahan dan data - Memahami sistem pekebun

keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.

kendali internal

- Memahami prosedur
pengajuan audit ISPO
untuk pekebun

- Menguasai prinsip
dan kriteria ISPO
untuk pekebun.

Sistem kendali
internal
Pengajuan
audit ISPO
untuk pekebun

MODUL PELATIHAN
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Hari Kedua

Sesi Materi Tujuan Umum Tujuan Khusus Pokok Bahasan | Jam Pelajaran
@45 menit
Sesi 8: Prinsip Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Legalitas lahan | 4 JPL
legalitas dan prinsip | pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, perkebunan
praktek perkebunan | ini, peserta mampu peserta mampu: kelapa sawit
yang baik menguasai kompetensi | - Memahami kriteria rakyat
dalam mengumpulkan dan indikator prinsip 1 | - Legalitas usaha
bahan dan data dan prinsip 2 standar perkebunan
keterangan kinerja ISPO pekebun. kelapa sawit
sistem sertifikasi kelapa | - Mengidentifikasi rakyat
sawit berkelanjutan. bahan dandatayang |- Legalitas
dibutuhkan untuk kelembagaan
penerapan prinsip 1 kelompok
dan prinsip 2 standar | - Good
ISPO pekebun. Agriculture
- Merumuskan Practices (GAP)
mekanisme

pengumpulan bahan
dan data bukti
pemenuhan prinsip 1
dan prinsip 2 standar
ISPO pekebun.

Sesi 9: Prinsip Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Pencegahan 2 JPL
pengelolaan pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, kebakaran
lingkungan, prinsip | ini, peserta mampu peserta mampu: - ldentifikasi
transparansi, dan menguasai kompetensi | - Memahami kriteria kawasan nilai
prinsip usaha dalam mengumpulkan dan indikator prinsip 3, konservasi
berkelanjutan bahan dan data prinsip 4, dan prinsip 5 tinggi.
keterangan kinerja standar ISPO pekebun. | - Transparansi
sistem sertifikasi kelapa | - Mengidentifikasi harga tandan
sawit berkelanjutan. bahan dan data yang buah segar
dibutuhkan untuk - Penyediaan
penerapan prinsip 3, data dan
prinsip 4, dan prinsip 5 informasi
standar ISPO pekebun. | - Peningkatan
- Merumuskan usaha yang
mekanisme berkelanjutan

pengumpulan bahan
dan data bukti
pemenuhan prinsip 3,
prinsip 4, dan prinsip 5
standar ISPO pekebun.

MODUL PELATIHAN 15
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



16

Hari Ketiga

Sesi Materi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Pokok Bahasan

Jam Pelajaran
@45 menit

Sesi 10: Analisis Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Metode analisis | 4 JPL
kesenjangan standar | pembelajaran materi sesi pembelajaran ini, kesenjangan
ISPO pekebun. ini, peserta mampu peserta mampu: - Standar ISPO
menguasai kompetensi | - Melakukan identifikasi pekebun
dalam mengumpulkan kelompok dan
bahan dan data anggota pekebun
keterangan kinerja sesuai dengan standar
sistem sertifikasi kelapa ISPO pekebun
sawit berkelanjutan - Melakukan identifikasi
dan kompetensi bahan dan informasi
merencanakan awal mengenai sistem
pendampingan pengelolaan dan
kelompok pekebun sistem produksi kelapa
kelapa sawit. sawi sesuai dengan
standar ISPO pekebun.
- Menguasai analisis
kesenjangan standar
ISPO pekebun.
- Merumuskan
mekanisme
pengumpulan bahan
dan data bukti
pemenuhan standar
ISPO pekebun.
Sesi 11: Menyusun Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Rekomendasi | 1JPL

rekomendasi dan
merencanakan
kegiatan
pendampingan.

pembelajaran

materi ini, peserta
mampu menguasai
kompetensi dalam
menyusun menyusun
perencanaan
pendampingan dan
kompetensi dalam
menyusun rekomendasi
kinerja unit usaha
perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan.

sesi pembelajaran ini,

peserta mampu:

- Mengelompokkan
hasil penilaian sesuai
standar ISPO pekebun.

- Merumuskan langkah
pemenuhan obyek
yang diverifikasi yang
belum memenuhi
standar ISPO pekebun
dalam bentuk kegiatan
pendampingan.

- Merumuskan hasil
rekomendasi kepada
kelompok pekebun
untuk tindakan
pemenuhan sesuai
standar ISPO pekebun.

- Merumuskan
monitoring tindak
lanjut rekomendasi
hasil penilaian
dilaksanakan sesuai
dengan standar
ISPO pekebun.

peningkatan
kinerja kelom-
pok pekebun
- Rencana
kegiatan pen-
dampingan
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Hari Ketiga

Sesi Materi Tujuan Umum Tujuan Khusus Pokok Bahasan | Jam Pelajaran
@45 menit
Sesi 12: Menyusun Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Auditinternal | 1 JPL
evaluasi hasil pembelajaran sesi pembelajaran ini, - Evaluasi pen-
pendampingan. materi ini, peserta peserta mampu: dampingan
mampu menguasai - Mengevaluasi
kompetensi dalam efektifitas
melakukan evaluasi pendampingan.
hasil pendampingan. - Menerima umpan
balik pendampingan.
- Membuat catatan
mengenai
penyempurnaan
pendampingan.
- Mendokumentasikan
hasil pendampingan.
Sesi 13: Menyusun Setelah mengikuti Setelah mengikuti - Profil kelom- 2 JPL
perencanaan pembelajaran sesi pembelajaran ini, pok pekebun
praktek lapangan. materi ini, peserta peserta mampu: - Profil penge-
mampu menguasai - Merancang rencana lolaan kebun
kompetensi inti kegiatan analisis - Analisis ke-
sebagai pendamping kesenjangan untuk senjangan
yaitu: Merencanakan kelompok pekebun. - Rencana pen-
pendampingan; - Menyusun strategi dampingan
Mengorganisir penggalian data - Evaluasi pen-
pekerjaan; dan informasi dampingan

Mengumpulkan

bahan dan data
keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan;
Membangun jejaring
kerja; Menerapkan
prosedur K3;

dan Melakukan
komunikasi efektif.

secara efisien.

- Mempersiapkan
alat dan bahan
praktek lapangan.

MODUL PELATIHAN
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Hari Keempat

Sesi Materi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Pokok Bahasan

Jam Pelajaran

@45 menit

Sesi 14 Menerapkan Setelah mengikuti | - Mengorganisir pekerjaan. 6 JPL

Melaksanakan unjuk kerja sesi pembelajaran - Merencanakan

praktek lapangan | peserta dalam ini, peserta mampu pendampingan.
melaksanakan menerapkan 12 unit | - Mengumpulkan bahan dan
kegiatan kompetensi dalam data keterangan kinerja
pendampingan melaksanakan sistem sertifikasi kelapa
dengan kegiatan sawit berkelanjutan.
menerapkan pendampingan. - Membangun jejaring kerja.
pengetahuan - Menerapkan prosedur K3.
dan ketrampilan - Melakukan komunikasi efektif.
yang didapatkan - Melakukan evaluasi
selama hasil pendampingan.
pembelajaran - Menyusun rekomendasi
dalam hasil penilaian kinerja unit
pelatihan ini. usaha perkebunan kelapa

sawit berkelanjutan.

- Melaksanakan
pendampingan dalam
melengkapi data
dan informasi.

- Melaksanakan
pendampingan dalam
memobilisasi parapihak.

- Melaksanakan
pendampingan dalam
perencanaan bisnis.

- Melaksanakan
pendampingan dalam
pelaksanaan usaha kebun
kelapa sawit rakyat swadaya.

Sesi 15: Menyusun | Setelah Setelah mengikuti | - Rekomendasi peningkatan 2 JPL
laporan praktek mengikuti sesi pembelajaran kinerja kelompok pekebun
lapangan (Sesi pembelajaran ini, peserta mampu: | - Rencana kegiatan
malam) materi ini, - Mengelompokkan pendampingan

peserta mampu hasil penilaian - Evaluasi kegiatan

menguasai sesuai standar pendampingan

kompetensi ISPO pekebun.

dalam menyusun | - Merumuskan

menyusun langkah

perencanaan pemenuhan

pendampingan obyek yang

dan kompetensi diverifikasi

dalam menyusun yang belum

rekomendasi memenuhi

kinerja unit usaha standar ISPO

perkebunan pekebun dalam

kelapa sawit bentuk kegiatan

berkelanjutan. pendampingan.
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Hari Keempat

Sesi Materi

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

- Merumuskan
hasil rekomendasi
kepada kelompok
pekebun
untuk tindakan
pemenuhan
sesuai standar
ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

Jam Pelajaran
@45 menit

Hari Kelima

Sesi Materi

Sesi 15:
Menyusun
laporan hasil
praktek lapangan
(Lanjutan)

Tujuan Umum

Setelah
mengikuti
pembelajaran
materi ini,
peserta mampu
menguasai
kompetensi
dalam menyusun
menyusun
perencanaan
pendampingan
dan kompetensi
dalam menyusun
rekomendasi
kinerja unit usaha
perkebunan
kelapa sawit
berkelanjutan.

Tujuan Khusus

Setelah mengikuti
sesi pembelajaran
ini, peserta mampu:
- Mengelompokkan
hasil penilaian
sesuai standar
ISPO pekebun.

- Merumuskan
langkah
pemenuhan
obyek yang
diverifikasi yang
belum memenuhi
standar ISPO
pekebun dalam
bentuk kegiatan
pendampingan.

- Merumuskan
hasil rekomendasi
kepada kelompok
pekebun
untuk tindakan
pemenuhan
sesuai standar
ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

- Rekomendasi peningkatan
kinerja kelompok pekebun

- Rencana kegiatan
pendampingan

- Evaluasi kegiatan
pendampingan

Jam Pelajaran
@45 menit

4 JPL

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI

19



20

F. Persiapan Pelatihan

Agar tujuan pelatihan dapat dicapai dengan baik, maka diperlukan persiapan
pelatihan yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan. Beberapa hal yang perlu
dipersiapkan antara lain adalah pelatih, peserta, fasilitator, alat dan bahan, serta tempat
penyelenggaraan pelatihan.

Pelatih

Pelatih (trainer) merupakanorangyangmenjadinarasumberdalam penyampaian materi-
materi pelatihan. Pelatih dipilih dengan kriteria-kriteria meliputi: memiliki pendidikan
minimal D4/S1 terkait bidang penyuluhan atau pemberdayaan, dengan persyaratan
kompetensi teknis adalah teknis penyuluhan/pemberdayaan, kompetensi metodologi
adalah metodologi penyuluhan/pemberdayaan dan atau memiliki pengalaman kerja
minimal 5 tahun sebagai pendamping sertifikasi usaha kebun sawit atau memiliki
sertifikat kompetensi sebagai pendamping sertifikasi usaha kelapa sawit, sehat jasmani
dan rohani dan atau persyaratan khusus memiliki sertifikat Training of Trainer (ToT).

Untuk materi kebijakan perkebunan kelapa sawit, sebaiknya disampaikan oleh pelatih
yang berasal dari institusi yang berwenang atas kebijakan perkebunan kelapa sawit. Di
antaranya: Kementerian Pertanian, Sekretriat ISPO, dan Dinas Perkebunan.

Peserta

Panitia penyelengggara dan pelatih melakukan identifikasi peserta yang akan
diiundang untuk mengikuti pelatihan. Jumlah peserta sebaiknya antara 20 - 25 orang
agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kuota untuk
peserta perempuan sebaiknya mencapai minimal sekitar 30% dari total peserta.

Kriteria peserta pelatihan adalah berpendidikan minimal SLTA dengan pengalaman
kerja 1 tahun sebagai fasilitator lapangan atau pendamping lapangan pada usaha
perkebunan kebun sawit, serta sehat jasmani dan rohani. Peserta yang diundang untuk
menjadi calon peserta pelatihan juga harus bersedia memberikan komitmen secara
tertulis, dalam surat pernyataan untuk bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan
dan komitmen pasca pelatihan untuk bersedia berperan sebagai pendamping lapangan
sertifikasi ISPO pekebun.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Fasilitator

Fasilitator merupakan orang yang memandu dan memastikan proses pembelajaran
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, fasilitator perlu membuat rencana
fasilitasi agar tata waktu dan tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Rencana fasilitasi perlu dirancang sebelum pelatihan yang disusun bersama-sama
antara panitia penyelenggara dengan narasumber/pelatih. Hal ini agar pada saat sesi
pelatihan berlangsung, segala bahan dan alat dapat dipersiapkan, termasuk lay-out
meja dan kursi peserta.

Setiap sesiharusdirancang sebaikmungkinyaitudengan memastikan hirarkhifasilitasiyang
ditetapkan secara jelas. Hierarkhi fasilitasi dalam setiap sesi terdiri atas tujuan, pendekatan,
metode, teknik, teknik bantu, dan alat. Panitia penyelenggara perlu menyiapkan sarana
dan prasarana yang dibutuhkan dalam setiap rancangan fasilitasi tersebut.

Fasilitator dan panitia perlu memperjelas pembagian tugasnya. Siapa yang akan menjadi
fasilitator dalam sesi-sesi pelatihan? Siapa saja yang akan menjadifasilitator utama dalam
setiap kelompok diskusi atau tugas kelompok? Siapa yang akan mendokumentasikan
proses pelatihan? Siapa yang akan membagikan kertas tugas mandiri atau kelompok?
Siapa yang akan menjadi pengamat? Siapa yang akan memberikan umpan balik kepada
sesama anggota tim pelatih?

Membuat daftar periksa
Daftar periksa (checklist) diperlukan untuk memeriksa kesiapan pelatinan agar tidak ada yang
terlupa. Daftar periksa dibuat sesuai kebutuhan yang ada dalam rencana fasilitasi di atas.

Contoh Daftar Periksa
No Bahan Yang Diperlukan Penanggung Jawab Sudah (+/)/Belum (--)

Pembuatan ToR dan undangan peserta

Pengiriman undangan peserta dan ToR

Materi pelatihan

Daftar hadir

Flashdisk materi untuk peserta

ATK (flipchart, metaplan, plano, spidol)

N[Oy~ W (N =

Dan seterusnya.
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Tata letak, peralatan, dan ruang pelatihan

Penyelenggara pelatihan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Lokasi pelatihan dipilih yang nyaman dan jauh dari kebisingan suara.

Tempat pelatihan perlu dipilih dengan ruang kelas yang luas, agar ada keleluasaan
peserta dalam berinteraksi secara bersama-sama dalam 1 kelas maupun ketika

pengerjaan tugas-tugas kelompok.

Ruang kelas tersebut dapat menampung jumlah peserta pelatihan antara 20-25
orang dan dapat bergerak leluasa serta nyaman.

Layout kursi dan meja dibentuk U agar semua peserta memiliki kesempatan yang
sama untuk dapat melihat langsung ke layar, tanpa halangan, dan dapat berinteraksi
langsung dengan narasumber.

LCD dan layar dipasang di tengah atas layout bentuk U untuk deretan kursi dan
meja peserta.

Tersedia microphone wireless agar mudah dimobilisasikan ke peserta ketika sesi
tanya jawab.

Tersedia roll-cable listrik yang cukup untuk setiap peserta agar dapat mengisi baterai
laptop dan alat elektronik lain yang dibutuhkan.

Tersedia papan flipchart yang terpasang kertas plano yang diletakkan di depan.
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G.Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama

Sesi Pembukaan dan Perkenalan

Agenda Menit

Fasilitasi pembukaan pelatihan 15
Fasilitasi perkenalan 15
Fasilitasi penyampaian tujuan dan agenda pelatihan 15
Fasilitasi pre-test 15

Fasilitasi Pembukaan Pelatihan

Tujuan Membuka pelatihan secara resmi.

Topik Tujuan pelatihan, hasil yang diharapkan, dampak pelatihan
yang diharapkan, laporan awal pelatihan

Material Banner pelatihan

Waktu 15 menit

Metode Pleno kelas

Langkah-langkah fasilitasi:

1.

N

W

o

o

Fasilitator memberikan salam pembuka kepada seluruh peserta, narasumber, dan
panitia pelatihan yang hadir di dalam kelas.

Fasilitator mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah
SWT atas kesempatan terselenggaranya pelatihan.

Fasilitator menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pelatihan.
Fasilitator menyampaikan maksud bahwa sesi ini adalah sesi pembukaan pelatihan
yang akan dibuka oleh pejabat dan ketua panitia (disebutkan jabatan dan nama
yang bersangkutan) dan mempersilakan untuk menempatkan diri di tempat yang
telah disediakan.

Fasilitator memberikan waktu kepada ketua panitia terlebih dahulu untuk
menyampaikan laporan pendahuluan kepada seluruh peserta pelatihan. Laporan
pendahuluan terdiri dari jumlah peserta, asal daerah peserta, dan agenda pelatihan
secara singkat.

Apabila ada narasumber lainnya, fasilitator memberikan waktu kepada yang
bersangkutan untuk menyampaikan sambutan.
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7. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas kata sambutan kepada ketua panitia dan
aatau narasumber lain. Kemudian, fasilitator memberikan waktu kepada pejabat
yang hadir untuk menyampaikan kata sambutan dan membuka pelatihan secara
resmi.

8. Setelah pelatihan resmi dibuka, fasilitator meminta perwakilan dari panitia untuk
membacakan doa bersama agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar.

9. Fasilitator kembali mengucapkan terima kasih kepada pejabat dan ketua panitia
dan atau narasumber lain untuk kembali ke tempat duduk semula. Fasilitaor juga
menyampaikan ucapan selamat mengikuti pelatihan kepada seluruh peserta dan
menutup sesi pembukaan pelatihan.

Fasilitasi Perkenalan

Tujuan Mempererat hubungan inter-personal antar peserta dan parapihak dalam pelatihan.
Topik Identitas peserta, identitas panitia, identitas fasilitator

Material ATK

Waktu 15 menit

Metode Pleno kelas

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Fasilitator membuka sesi perkenalan untuk peserta, fasilitator, dan pelatih yang hadir
dalam ruangan kelas, serta menyampaikan maksud dari sesi perkenalan.

2. Fasilitator memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada panitia dan
pelatih yang hadir dalam ruangan kelas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

3. Fasilitator memberikan waktu kepada peserta, satu per satu, untuk memperkenalkan
diri dengan singkat.

4. Fasilitator mengakhiri sesi perkenalan dengan mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanya.

Fasilitasi Penyampaian Tujuan dan Agenda Pelatihan

Tujuan Peserta memahami tujuan dan agenda pelatihan agar
kegiatan dapat berjalan lancar dan efektif.

Topik Kurikulum pelatihan, alur pelatihan, jadwal harian

Material Kerangka acuan kerja, Bagan bangun kurikulum

Waktu 15 menit

Metode Presentasi dan tanya jawab.
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Langkah-langkah fasilitasi:

1.

Fasilitator membuka paparan powerpoint yang memuat tentang tujuan pelatihan,
alur pelatihan, kurikulum pelatihan, jadwal harian, dan logistik pelatihan.

Fasilitator memberikan penjelasan kepada peserta pelatihan.

Fasilitator membuka sesi tanya jawab, apabila ada hal-hal yang perlu diperjelas.
Apabila seluruh peserta telah memahami tujuan dan agenda pelatihan, fasilitator
menutup sesi ini.

Fasilitasi Pre-test

Tujuan Mengukur pengetahuan dasar peserta sebelum pelatihan agar
pelatihan dapat memberikan kompetensi secara tepat.

Topik Regulasi ISPO, prinsip dan kriteria ISPO pekebun

Material Blangko ujian pre-test

Waktu 15 menit

Metode Ujian tertulis

Langkah-langkah fasilitasi:

1.

Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan sesi pre-test dan prosedur
pengerjaan soal terkait waktu dan jumlah soal.

Fasilitator memastikan kembali kepada peserta, apakah peserta sudah memahami
prosedur pengerjaan soal.

Fasilitator memberikan tanda dimulainya ujian pre-test.

Lima menit sebelum waktu pengerjaan selasai, fasilitator menyampaikan
ketersediaan waktu pengerjaan.

Setelah waktu pengerjaan habis, fasilitator memberikan tanda bahwa waktu habis
dan soal jawaban dikumpulkan.

Fasilitator menyampaikan kembali tujuan pre-test dan mengakhiri sesi ujian pre-
test.

Fasilitator menyampaikan agenda pelatihan selanjutnya.

Panitia pelatihan melakukan penilaian atas hasil ujian pre-test. Panitia menyampaikan
hasilnya secara terbuka. Di antaranya dapat dilakukan dengan menempel hasil pre-
test di dinding kelas.
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Materi Pelatihan Hari Pertama
Sesi Pelatihan JPL

Sesi 1: Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

Sesi 2: Kebijakan perkebunan kelapa sawit

Sesi 3: Tata niaga produk kelapa sawit

Sesi 4: Komunikasi efektif dan teknik fasilitasi

NN N = =

Sesi 5: Membangun jejaring kerja

Sesi 1. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

Judul sesi Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
Unit kompetensi Mengorganisir pekerjaan

Material Laptop, powerpoint, ATK

Waktu 45 menit

Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Seorang pendamping agar dapat mengorganisir pekerjaan pendampingan dalam
upaya sertifikasi ISPO pekebun membutuhkan dasar pengetahuan tentang perkebunan
kelapa sawit di Indonesia. Konteks perkebunan kelapa sawit ini penting agar
pendamping memiliki pemahaman yang luas tentang apa yang terjadi dan apa yang
dapat dilakukan oleh pendamping agar kelompok pekebun yang didampingi dapat
beradaptasi terhadap tuntutan pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan.

Perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional,
antara lain yaitu devisa negara atas ekspor produk kelapa sawit, penyerapan tenaga
kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit. Namun demikian, terdapat
berbagai kendala dan tantangan yang ada dalam perkebunan kelapa sawit rakyat.

Di antaranya adalah produktifitas yang masih rendah, budidaya kebun kelapa sawit
yang menerapkan perkebunan yang baik, pemenuhan kewajiban peraturan yang masih
kurang, terbatasnya kapasitas pekebun, dan lain sebagainya. Selain itu, ada peluang
yang dapat dikelola oleh pendamping dalam memecahkan persoalan yang ada.
Inilah yang perlu dipahami oleh seorang pendamping sebelum melakukan kegiatan
pendampingan.
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Bahan ajar ini akan membekali peserta agar dapat mengidentifikasi pekerjaan
pendampingan yaitu tugas dan fungsi pendampingan kelompok pekebun dalam upaya
sertifikasi ISPO pekebun. Selanjutnya, harapannya pendamping dapat merumuskan
tahapan pekerjaan pendampingan dan mengkomunikasikan dengan pemangku
kepentingan lainnya.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengorganisir pekerjaan pendampingan ISPO pekebun.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

» Memahami nilai strategis perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian dan
pembangunan nasional di Indonesia.

»  Memahami situasi perkebunan sawit rakyat, tantangan, dan peluangnya.

» Menguasai konteks perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai dasar kerangka kerja
dalam mengorganisir pekerjaan pendampingan.

3. Pokok Bahasan
»  Nilai strategis komoditas sawit
»  Perkebunan kelapa sawit

4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1. Fasilitator membuka sesi pelatihan dengan menyapa peserta dengan ramah,
menciptakan suasana nyaman dan memastikan peserta telah siap untuk menerima
materi pembelajaran.

2. Fasilitator memperkenalkan pelatih kepada peserta dengan membacakan profil
singkat pelatih. Fasilitator menjalin komunikasi dengan pelatih.

3. Fasilitator memberikan waktu sesi pemaparan kepada pelatih.
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Langkah 2: Paparan materi

1.

Pelatih membuka sesi pelatihan dengan memperkenalkan diri secara singkat,
kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian,
menjelaskan pokok-pokok bahasan secara jelas.

Dalam proses penjelasan tersebut, pelatih sesekali menghubungkan konteks
perkebunan kelapa sawit rakyat dengan peran pendampingan terhadap kelompok
pekebun.

Selainitu, pelatih memberikan motivasi kepada peserta untuk senantiasa melakukan
tanggung jawab sebagai pendamping lapangan yang akan berkontribusi dalam
percepatan sertifikasi ISPO pekebun.

Di akhir paparan, pelatih menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah
disampaikan.

Pelatih menyerahkan kembali waktu kepada fasilitator untuk membuka sesi tanya
jawab guna pendalaman materi oleh peserta.

Langkah 3: Pendalaman materi

1.

Fasilitator membuka sesi tanya jawab dengan mempersilakan peserta untuk
menyampaikan hal-hal yang perlu dipertajam.

Fasilitator memberikan waktu kepada pelatih untuk menanggapi pertanyaan atau
tanggapan peserta.

Apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari peserta, sedangkan waktu sesi
masih tersedia, fasilitator dapat memberikan tugas mandiri kepada peserta untuk
menuliskan respon peserta sebagai pendamping lapangan terhadap konteks
perkebunan kelapa sawit rakyat.

Fasilitator meminta peserta untuk menilai situasi perkebunan sawit rakyat yang
didampingi dengan menuliskan point-pointnya di kertas metaplan. Apabila peserta
belum memiliki kelompok pekebun yang didampingi, peserta dapat menuliskan
kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh pelatih.

Setelah selesai, fasilitator mengumpulkan metaplan yang telah ditulis oleh peserta
tersebut dan membacakan satu per satu.

Langkah 4: Rangkuman materi

1.

Di akhir sesi, fasilitator meminta tanggapan kepada pelatih untuk menyampaikan
rangkuman materi.
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2. Fasilitator menyampaikan beberapa hal penting tentang konteks perkebunan
kelapa sawit dan peran pendamping dalam sertifikasi ISPO pekebun.

3. Fasilitator menutup proses sesi pembelajaran ini, dengan mengucapkan terima
kasih kepada pelatih dan semua peserta atas partisipasinya sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

5. Uraian Materi

Nilai strategis komoditas sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas stategis nasional yang memberikan kontribusi
besar dalam penyediaan tenaga kerja, pengembangan wilayah, dan pemasukan devisa
negara.

Menurut Kementerian Pertanian (2020), kebun dan industri kelapa sawit memberikan
sumbangan pada pembangunan nasional yaitu: 4,2 juta lapangan kerja langsung; 12
juta lapangan kerja tidak langsung; nilai ekspor Rp 304 trilyun — merupakan ekspor
terbesar yang lebih besar dari Migas;; dan ketahanan energi menggantikan bahan bakar
fosil sebesar 2,3 juta KL melalui program mandatori biodiesel.

Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Selain itu, kebun sawit juga
menjadi penopang sebagian mata pencaharian masyarakat di pedesaan, menggantikan
komoditas lama seperti karet dan tanaman-tanaman komersial konvensional lainnya
(Bakhtiar, 2019). Data FAO (2018) juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara
produsen kelapa sawit dan negara eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Negara-
negara produsen minyak sawit lainnya adalah Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan
Ekuador.

Badan Pusat Statistik dalam Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2019 menyampaikan data
bahwa produksi CPO sebesar 48,42 juta ton. Nilai produksi CPO tahun 2019 tersebut
didukung dari perusahaan perkebunan negara sebesar 2,13 juta ton atau 4,41%,
perusahaan perkebunan swasta sebesar 30,1 juta ton atau 62%, dan perkebunan rakyat
sebesar 16,22 juta ton atau 33,51%.
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Lima negara tujuan ekspor CPO terbesar dari Indonesia adalah India (3,99 juta ton atau
53,88%), selanjutnya adalah Malaysia (12,56%), Spanyol (12,54%), Singapura (8,05%),
Belanda (7,05%), dan negara-negara lainnya (5,92%).

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman minyak nabati yang memiliki produktifitas
paling tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yaitu rapeseed, sunflower,
dan soybean. Produktifitas minyak nabati adalah sebagai berikut: oil palm 3,5 ton/ha;
rapeseed 0,8 ton/ha; sunflower 0,7 ton/ha; dan soybean 0,5 ton/ha.

Perkebunan kelapa sawit

Luas tutupan perkebunan sawit di Indonesia berdasarkan pada Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 adalah 16.381.959 hektar. Di dalamnya termasuk luas
perkebunan sawit rakyat seluas 6,72 juta hektar. Perkebunan sawit rakyat mencapai
sekitar 40,8% dari total luas lahan sawit di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan
komoditas perkebunan lainnya, misalnya karet dan kopi), luas perkebunan sawit
rakyat memiliki komposisi yang cukup strategis dengan luas perkebunan swasta dan
perkebunan negara.

Tantangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, seperti dilangsir dalam Kementan
(2020) adalah sebagai berikut:

a. Produktivitas yang masih rendah vyaitu produktivitas CPO rata-rata 3,66 ton/ha/
tahun.

b. Belum tersedianya satu data dan satu peta.

Tumpang tindih kawasan hutan & KHG, terindikasi sekitar 3 juta hektar sawit
tumpang tindih dengan kawasan hutan.

d. Legalitas dan Perizinan, masih terdapat kebun sawit belum memiliki legalitas (SHM,
HGU).

e. Gangguan usaha dan konflik ditandai dengan masih adanya pelaku usaha/
perusahaan yag belum memenuhi kewajibannya dengan membangun kebun
masyarakat minimal 20% dari luas areal kebun perusahaan.

f.  Masih adanya gangguan terhadap lingkungan dan kebakaran lahan, pengelolaan
perkebunan belum sepenuhnya mengacu prinsip yang sustainable.

g. Negative Campaign yaitu tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa tentang
pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan di Indonesia.
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h. Tantanganhilirisasiyaitubelum optimalnya produkturunan CPOyangdikembangkan
industri dalam negeri.

Di dalam konteks perkebunan sawit rakyat, Schoneveld, et al (2018) menyebutkan
bahwa sebagian besar petani kecil beroperasi secara swadaya. Sebagian besar kegiatan
petani kurang tertata dan kurang mendapat dukungan. Akibatnya, produktivitas
perkebunan petani swadaya menjadi rendah, dan cenderung usaha budidayanya juga
beroperasi tanpa izin dan kebun-kebun mereka berada pada lahan yang secara hukum
tidak diperbolehkan untuk budidaya sawit.

Ditambahkan oleh Schoneveld, et al (2018) bahwa untuk pekebun sawit rakyat masih
memiliki tantangan bahwa banyak pekebun kecil harus memformalkan kegiatan dan
meningkatkan praktik produksi mereka untuk memenuhi ambang batas kepatuhan
minimum. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi kendala sumber daya dan
kapasitas, serta kurang kesiapan untuk memenuhi prasyarat legalitas. Akibatnya, tanpa
dukungan dari pihak luar, kemungkinan yang terjadi adalah banyak pekebun yang
gagal memenuhi standar kepatuhan.

Perkebunan sawit rakyat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pekebun dan tipe
alas title areal/lahan kebunnya atau disebut tipologi perkebunan kelapa sawit rakyat
di Indonesia. Tipologi ini akan berpengaruh pada jenis dukungan dan kegiatan
pendampingan terhadap pekebun agar tercipta kemandirian dan perkebunan sawit
rakyat yang berkelanjutan.

Tipologi Perkebunan Sawit Rakyat

Klasifikasi Pekebun

Pekebun swadaya Pekebun yang mengusahaan perkebunan secara mandiri yang
didasarkan pada inisiatif, kemampuan, dan biaya sendiri serta
tidak berhubungan dengan dengan perusahaan tertentu .

Pekebun plasma Pekebun yang mendapatkan dukungan teknis dan
pembiayaan dari perusahaan inti. Hasil perkebunan plasma
menjadi bagian sumber produksi dari perkebunan inti.

Klasifikasi Alas Title Lahan

Kebun rakyat berada di dalam Lahan perkebunan sawit rakyat yang berada pada areal
lahan hak milik, atau di luar hak milik dengan dibuktikan adanya dokumen kepemilikan
kawasan hutan negara. hak atas tanah atau Sertipikat Hak Milik (SHM).

Kebun rakyat berada di dalam Lahan perkebunan sawit rakyat yang berada dalam
kawasan hutan negara kawasan hutan negara memerlukan Penyelesaian

Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan (P2TKH).
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Sesi 2. Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit

Judul sesi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit
Unit kompetensi Mengorganisir pekerjaan

Material Laptop, powerpoint, ATK

Waktu 45 menit

Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Seorang pendamping perlu memiliki pengetahuan tentang kebijakan perkebunan
kelapa sawit, khususnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sawit rakyat. Berbagai
kebijakan pemerintah diterbitkan untuk mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit
rakyat, di antaranya adalah ISPO, STDB, Perhutanan Sosial, dan TORA.

Pengetahuan ini penting sebagai dasar untuk mendukung kemampuan pendamping
dalam mengorganisir pekerjaan. Persoalan yang terjadi di lapangan membutuhkan
fasilitasi penyelesaian oleh pendamping agar pekebun kelapa sawit dapat memenuhi
kewajiban dan mendapatkan hak atas kebijakan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Tugas dan fungsi pendamping dapat dicapai dengan kemampuan mengidentifikasi
pekerjaan pendampingan, salah satunya aspek legalitas pekebun. Dengan demikian
pendamping dapat merumuskan tahapan pekerjaan pendampingan dalam sertifikasi
ISPO pekebun.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai  kompetensi
dalam mengorganisir pekerjaan pendampingan ISPO pekebun.

Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:
» Memahami peraturan-peraturan yang mengatur perkebunan sawit rakyat.

3. Pokok Bahasan
»  Kebijakan perkebunan kelapa sawit
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4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1. Fasilitator memperkenalkan pelatih kepada peserta dengan membacakan profil
singkat pelatih. Fasilitator menjalin komunikasi dengan pelatih.

2. Fasilitator memberikan waktu sesi pemaparan kepada pelatih.

Langkah 2: Pemaparan materi

1. Pelatih membuka sesi pelatihan dengan memperkenalkan diri secara singkat. Pelatih
menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan secara jelas.

2. Dalam proses pemaparan tersebut, pelatih juga perlu menghubungkan konteks
kebijakan kelapa sawit rakyat, kondisi di lapangan dan peran pendampingan
terhadap pekebun.

Langkah 3: Pendalaman materi

1. Fasilitator membuka sesi tanya jawab dan memandu proses pendalaman materi
dengan selalu menghubungkan kebijakan dan realitas di lapangan yang perlu
diketahui oleh pendamping.

2. Pelatih menjawab pertanyaan dan tanggapan dari peserta, sekaligus memberikan
opsi-opsi fasiliatsi yang dapat dilakukan oleh pendamping dalam proses
pendampingan pekebun.

Langkah 4: Rangkuman materi

1. Fasilitator menyampaikan hal-hal penting pelaksanaan kebijakan perkebunan
kelapa sawit rakyat dalam pemenuhan sertifikasi ISPO.

2. Fasilitator menutup sesi materi ini dengan mengucapkan terima kasih atas proses
pembelajaran yang berjalan dengan baik.

5. Uraian Materi

Kebijakan Perkebunan Sawit Rakyat

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun
2019tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanTahun
2019-2024. Tujuan Inpres adalah: a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
b) penyelesaian status dan legalitas lahan; ) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi
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baru terbarukan; d) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit
yang berkelanjutan; dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit indonesia
yang berkelanjutan.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon Inpres tersebut adalah
melalui: a) penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; b) melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan; c) meningkatkan tata kelola perkebunan
dan penanganan sengketa; d) meingkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun; dan e)
melakukan dukungan percepatan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk
kelapa sawit.

Seiring dengan Inpres tersebut, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Kerangka
dan metode ISPO di dalam Perpres tersebut adalah mengandung aspek ekonomi, aspek
sosial, dan aspek lingkungan. ISPO juga dibangun atas dasar kesesuaian dan kontribusi
dengan Sustainable Development Goals (SDG's) 2030, yang memiliki sasaran dampak
yang diinginkan pada people, planet, dan prosperity. People (Sasaran Dampak Masyarakat)
yaitu Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Planet
(Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi dan ditingkatkan, sebagai bekal bagi generasi
yang akan datang). Prosperity (Sasaran Dampak Kesejahteraan) yaitu sektor usaha yang
kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan sistem ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia. Peraturan menteri ini mengatur sistem ISPO yang memuat struktur
kelembagaan, mekanisme penilaian kesesuaian (audit), dan standar ISPO.

Standar ISPO untuk pekebun diatur pada lampiran Il peraturan menteri tersebut,
dimana di dalamnya mengatur tentang prinsip, kriteria, dan indikator untuk sertifikasi
pekebun. Standar ISPO untuk pekebun memuat 5 prinsip yang harus dipenuhi yaitu:
Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan; Penerapan praktek perkebunan yang
baik; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
Penerapan transparansi; dan Peningkatan usaha secara berkelanjutan.
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Untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit tanpa membuka lahan perkebunan bary,
pemerintah menerbitkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diluncurkan
oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Sumatera Selatan. BPDPKS (2018)
menyebutkan bahwa PSR merupakan program pemerintah untuk membantu pekebun
rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang
lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.
PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni Legal, Produktivitas, Sertifikasi
Indonesia Sustainable Palm Qil (ISPO), dan Prinsip Sustainabilitas.

Dalam program ini BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat
peserta PSR sebesar Rp30 juta per ha/pekebun. Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan.

Penyaluran Program PSR dilakukan melalui tiga model skema pembiayaan berdasarkan
kemampuan pekebun. Skema pertama adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana
bantuan BPDPKS sebesar Rp30 juta/ha/pekebun ditambah dengan dana tabungan milik
pekebun. Skema kedua, kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi dari dua sumber, yakni
memanfaatkan dana bantuan BPDPKS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pekebun.
Sedangkan pada skema ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber yakni
bantuan BPDPKS, tabungan pekebun, dan KUR.

Kemudian untuk menjamin kepastian lahan perkebunan sawit rakyat, pemerintah
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/P1.400/2/2018
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
(STD-B). Pengertian STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun
oleh bupati/walikota setempat. Bupati/Walikota dapat mendelegasikannya kepada
kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Kebijakan STD-B ini menurut Kementerian Pertanian (2018) adalah untuk melakukan
penataan dan pembinaan kepada pekebun. Yang mana keberadaan pekebun, yang
luas usaha perkebunannya kurang dari 25 hektar, mencapai sekitar 42% dari luas total
perkebunan yang mencapai 23,8 juta hektar.
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Keberadaan kebun sawit rakyat dapat dikatakan unik karena tidak semua berada pada
areal lahan yang clear and clean, yaitu lahan yang alas title-nya hak milik. Menurut Javlec
(2019), dari sejumlah 4,7 hektar kawasan budidaya sawit rakyat, diindikasikan hanya
sejumlah 1,25 juta hektar yang telah mengantongi izin hak maupun sertifikat lahan.
Sedangkan, sejumlah 1,7 hektar diduga berada di dalam kawasan hutan dan sisanya
belum mengantongi bukti kepemilikan yang sah. Selain itu terdapat lahan - lahan
sawit rakyat yang diusahakan di dalam kawasan — kawasan konsesi pertambangan dan
konsesi hutan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah di dalam Kawasan Hutan (P2TKH), diharapkan dapat menyelesaikan keterlanjuran
kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan. Di dalam Perpres tersebut diatur opsi-opsi
untuk menyelesaikan konflik lahan di dalam kawasan hutan yaitu dengan program
Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA.

Rakyat dapat menyampaikan permohonan untuk program TORA, yang kemudian
akan dilakukan proses Inver berdasarkan pada Peraturan Menko Bidang Perekonomian
Nomor 3 Tahun 2018. Di dalam penyelesaiannya terdapat opsi-opsi yaitu: pelepasan
kawasan, program perhutanan sosial, tukar guling, dan Resetllement.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) menyatakan bahwa untuk
menciptakan momentum lepas landas bagi pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan
kelapa sawit dibutuhkan kebijakan pemerintah dan peran serta rakyat. Yang dapat
dilakukan pihak swasta dan rakyat yaitu:

a. Perusahaan swasta dan pekebun rakyat berkolaborasi dalam penerapan Good
Agriculture Practices (GAP) untuk meningkatkan produktifitas sehingga tidak perlu
ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

b. Perusahaan swasta dapat menjadi avalis, quality control, dan off taker dari hasil
perkebunan sawit rakyat.

C. Perkebunan sawit rakyat berupaya untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO
Pekebun agar trdapat jaminan kelestarian produksi, ekonomi, dan lingkungan.
Peran pemerintah adalah memberikan dukungan kebijakan dan program-program

yang menyasar pada perkebunan sawit rakyat, yaitu:

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



a. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktifitas
perkebunan sawit rakyat.

b. Pemerintah mendorong skema kemitraaan oleh perusahaan swasta untuk ikut
terlibat dalam program PSR bagi perkebunan rakyat.

C. Percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan penyelesaian
legalias lahan perkebunan sawit rakyat.

d. Kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pembiayaan bagi pekebun.
Percepatan pelaksanaan ISPO bagi perkebunan sawit rakyat.

Sejumlah kebijakan di atas setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa
perkebunan sawit rakyat dan permasalahannya telah direspon oleh pemerintah untuk
menyelesaikannya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa situasi konflik lahan,
legalitas lahan, dan praktek perkebunan yang masih kurang baik akan ditemui oleh
pendamping lapangan.

Sesi 3. Tata Niaga Produk Kelapa Sawit

Judul sesi Tata niaga produk kelapa sawit

Unit kompetensi Mengorganisir pekerjaan

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 90 menit

Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripsi Singkat

Kompetensi seorang pendamping dalam mengorganisir pekerjaan pendampingan
sertifikasi ISPO pekebun dapat dicapai apabila pendamping juga memahami tata niaga
produk kelapa sawit dan ketelusuran asal usul produk kelapa sawit. Selain pengetahuan
dasar tentang konteks perkebunan kelapa sawit yang disampaikan pada sesi
pembelajaran sebelumnya, pemahaman tentang tata niaga produk kelapa sawit akan
melengkapi pengetahuan dasar seorang pendamping dalam mengoganisir pekerjaan
pendampingan.

Sesi pembelajaran ini akan menjelaskan peserta pelatihan terhadap aliran produk dan
nilai produk kelapa sawit dari simpul kebun sampai dengan simpul konsumen akhir.
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Aliran ini penting diketahui agar pendamping dapat mengetahui dimana proses
kegiatan pendampingan yang akan dilakukan dan apa saja yang dapat dilakukan, serta
pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam prose pendampingan kelompok pekebun.

Memahami ketelusuran asal usul produk kelapa sawit juga dapat membantu peserta
untuk memahami dokumen-dokumen dan pencatatan yang dibutuhkan oleh
kelompok pekebun yang akan melakukan sertifikasi ISPO. Pencatatan ini penting dalam
pemenuhan prinsip dan kriteria dalam standar ISPO pekebun.

Selain itu, pendamping juga perlu mengetahui model rantai pasok dalam sistem
sertifikasiISPO. Dikenal dua model dalam sistem ISPO, yaitu mass balanced dan segregasi.

Dengan demikian, pendamping lapangan dapat mengidentifikasi pekerjaan dan
mengkoordinasikan pekerjaan dengan pihak lain. Pengetahuan konteks perkebunan
kelapa sawit pada sesi sebelumnya dan pengetahuan rantai pasok pada sesi ini akan
memperkuat unit kompetensi mengorganisir pekerjaan pendampingan.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengorganisir pekerjaan pendampingan ISPO pekebun.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

»  Memahami situasi tata niaga produk kelapa sawit.

» Memahami rantai pasok Tandan Buah Segar (TBS) dalam sistem sertifikasi ISPO.

3. Pokok Bahasan

» Tata niaga produk kelapa sawit

»  Ketelusuran asal usul TBS dari pekebun ke pabrik pengolahan kelapa sawit.
» Model Rantai pasok TBS dalam sistem sertifikasi ISPO
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4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitator membuka sesi pembelajaran dan memastikan seluruh peserta dalam
keadaan sehat dan nyaman untuk melanjutkan pembelajaran kelas.

Fasilitator memperkenalkan pelatih kepada peserta dan memberikan waktu untuk
menyampaikan materi dasar rantai pasok kelapa sawit.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan sesi pembelajaran
ini.

Pelatih memberikan materi stimulus untuk meningkatkan pemahaman peserta
tentang pengetahuan dasar tata niaga produk kelapa sawit.

Setelahitu, pelatih memastikan seluruh peserta telah memahamiapa yang dimaksud
dengan rantai pasok. Setelah dipastikan, pelatih memberikan tugas kelompok dan
meminta bantuan fasilitator untuk membagi seluruh peserta ke dalam kelompok-
kelompok diskusi.

Langkah 3: Penugasan kelompok

1.

Fasilitator membagi seluruh peserta ke dalam kelompok diskusi yang mana dalam

satu kelompok terdiri dari 4-5 orang peserta.

Fasilitator membagikan alat tulis dan kertas plano kepada masing-masing kelompok

diskusi.

Pelatih memberikan penjelasan tugas kelompok, sesuai dengan pengalaman-

pengalaman dari peserta, yaitu:

a. Meminta kelompok diskusi untuk menggambarkan rantai pasok produk kelapa
sawit dari hulu sampai dengan hilir.

b. Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada rantai pasok TBS dari kebun
sawit sampai dengan PKS.

C. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pendamping agar
permasalahan tersebut dapat diatasi.

Pelatih kembali memastikan bahwa seluruh peserta memahami tentang penugasan

yang diberikan dengan bertanya kepada seluruh peserta.

Setelah itu, kelompok diskusi dapat melakukan pengerjaan tugas kelompok selama

30 menit. Diskusi kelompok dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas.
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Langkah 4: Pendalaman materi

1.

Fasilitator dan pelatih memastikan seluruh kelompok diskusi dapat mengerjakan
tugas tanpa adanya hambatan.

Setelah 30 menit pengerjaan tugas, peserta diminta duduk kembali ke dalam kelas.
Pelatih dan fasilitator meminta satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusi.
Pemilihan kelompok yang presentasi dapat dilakukan dengan mengambil kertas
undian untuk pemaparan hasil diskusi di kelas, agar tercipta kesempatan yang
sama yang dimiliki oleh kelompok-kelompok diskusi. Pemilihan satu kelompok ini
didasarkan pada keterbatasan sisa waktu sesi pembelajaran.

Kelompok terpilih menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Pelatih
menyimak dan sesekali mempertegas maksud dari penjelasan yang disampaikan.
Setelah selesai pemaparan, pelatih mempersilahkan peserta lain untuk memberikan
tanggapan atas hasil pemaparan tersebut.

Setelah proses diskusi antar peserta selesai dilakukan, pelatih mempersilakan
pemapar untuk kembali ke tempat duduk dan mengucapkan terima kasih.

Pelatih kembali menayangkan bahan presentasi untuk memberikan pendalaman
materi.

Langkah 5: Rangkuman materi

1.
2.

Pelatih meminta satu peserta untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Pelatih menekankan kembali pentingnya memahami rantai pasok dalam sistem
sertifikasi ISPO.

Pelatih mengakhiri sesi pembelajaran dengan megucapkan terima kasih dan
meyerahkan waktu kepada fasilitator.

Fasilitator menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas semangat belajar
dan partisipasinya.

Uraian

Ketelusuran asal usul produk kelapa sawit
Ketelusuran atau tracebility di dalam tata niaga produk perkebunan sawit adalah
kemampuan telusur untuk mengidentifikasi secara spesifik terhadap produk sawit

melalui seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi sehingga mampu

menunjukkan pergerakan produk sawit yang meliputi rantai proses dan suplai.
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Ketelusuran ini penting untuk menjamin bahwa produk sawit yang dihasilkan adalah
produk legal dan berkualitas.

Rantai pasok adalah jaringan logistik (logistics network) yang mengidentifikasi beberapa
pelaku yang mempunyai kepentingan yang sama (Rumbiati, 2015). Para pelaku tersebut
adalah supplier, manufactures, distribution, retail outlets, dan customers.

Di dalam pengelolaan rantai pasok terdapat 3 aliran yang berhubungan erat dalam
suatu jaringan yang terdiri dari pemasok, pabrik, distributor, dan pelanggan. Tiga aliran
tersebut adalah: (1) aliran material dari hulu ke hilir; (2) aliran finansial dari hilir ke hulu;
(3) aliran informasi dari hilir ke hulu dan sebaliknya.
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Tata Niaga Produk Kelapa Sawit

Aliran produk dari hulu ke hilir tersebut penting untuk mengidentifikasi ketelusuran asal
usul produk dan dokumen pencatatan produk yang menyertainya. Keterlurusan asal
usul tersebut menjadi jaminan dalam pengakuan sertifikasi kelapa sawit.

Ketelusuran asal usul TBS dari Pekebun ke PKS

Struktur aliran dimulai dari Tandan Buah Segar (TBS) di kebun sawit yang diangkut ke
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO). Model rantai pasok
TBS dari pekebun ke PKS, berdasarkan hasil studi Kehati (2019), yaitu sebagai berikut:
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Ketelusuran Asal Usul TBS dari Pekebun ke PKS
Para aktor dan aliran (material) TBS dalam rantai pasok, seperti gambar di atas, yaitu

sebagai berikut:

»

»

»

»

»

Pekebun yaitu produsen TBS yang dikelola secara swadaya di kebun rakyat. Pekebun
dapat menjual TBS kepada kelompok pekebun dan atau kepada pengepul besar
ataupun pengepul kecil.

Kelompok pekebun yaitu organisasi pekebun yang membeli TBS dari para anggota
kelompok. Kelompok dapat menjual TBS kepada pengepul ataupun dapat langsung
menjual kepada PKS apabila kelompok memegang DO dari PKS yang bersangkutan.
Pengepul yaitu perorangan yang membeli dan mengangkut TBS ke pengepul
yang lebih besar atau langsung dikirim ke PKS.TBS yang dibeli dari pekebun atau
kelompok pekebun dijual kepada pemegang DO atau TBS dapat langsung dikirim
ke PKS atas nama pemegang DO.

Pemegang Delivery Order (DO) vyaitu perorangan ataupun perusahaan yang
memegang kontrak suplai TBS dari PKS. Pemegang DO selanjutnya memecah kuota
suplai TBS kepada para pengepul.

PKS yaitu Pabrik Kelapa Sawit yang mengolah TBS menjadi CPO.

Kelompok pekebun harus menerapkan sistem rantai pasok yang ketat, karena di
dalam standar ISPO untuk pekebun mensyaratkan 100% TBS harus berasal dari kebun

dari anggota kelompok.  Sistem pencatatan dalam pemanenan sampai dengan

pengangkutan TBS adalah kunci untuk menjawab ketelusuran rantai pasok TBS sawit
rakyat.
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Rantai Pasok dalam Sitem Sertifikasi ISPO

Di dalam sertifikasi, ketelusuran asal usul produk dikenal dengan istilah rantai pasok.
Sistem ISPO  mengatur 2 model rantai pasok bagi PKS vyaitu segregasi dan mass
balanced. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mengolah CPO yang berasal dari beberapa

sumber kebun sawit dapat memilih model rantai pasok sesuai dengan kemampuan

dan daya dukung pabrik.

a.

Model segregasi yaitu rantai pasok yang memisahkan dengan jelas proses produksi,
antara jalur proses produksi dari sumber bahan baku TBS 100% kebun sawit ISPO
dan jalur proses produksi dari sumber bahan baku TBS kebun sawit bukan ISPO.
Dengan demikian ada 2 produk CPO yang dihasilkan, yaitu CPO berlabel ISPO dan
CPO yang tidak berlabel ISPO. Model segregasi ini merupakan klaim sertifikat yang
melekat pada produk CPO yang dihasilkan.

Model mass balance yaitu rantai pasok yang mencampur sumber bahan baku TBS
dari kebun sawit ISPO dengan TBS dari kebun sawit bukan ISPO dalam satu proses
produksi. Produk CPO yang dihasilkan adalah campuran dari 2 sumber bahan baku.
Model ini menetapkan ketentuan pencatatan kuantitas dari volume TBS yang diolah
dengan volume CPO yang keluar harus dapat direkonsiliasi. Di dalam sistem ISPO,
PKS minimal mengunakan 30% TBS dari kebun yang bersertifikat ISPO dan pada
tahun-tahun berikutnya (penilikan) harus ada peningkatan persentase bahan baku
dari kebun yang bersertifikat ISPO.
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Lembar Kerja Ketelusuran Asal Usul Kelapa Sawit

Gambar Aliran Tata Niaga Produk Kelapa Sawit:

Identifikasi permasalahan ketelusuran asal usul TBS dari kebun sawit ke PKS:

Dst

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pendamping agar permasalahan tersebut
dapat diatasi.

dst
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Sesi 4. Komunikasi efektif dan teknik fasilitasi

Judul sesi Komunikasi efektif dan teknik fasilitasi
Unit kompetensi Melakukan komunikasi efektif

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 90 menit

Metode Presentasi, diskusi, penugasan mandiri

1. Deskripsi Singkat

Unit kompetensi melakukan komunikasi efektif diberikan pada sesi pembelajaran
ini. Peserta pelatihan dapat menguasai unit kompetensi dengan memahami dasar-
dasar komunikasi yang efektif, teknik fasilitasi, dan mengkaitkannya dengan pekerjaan
pendampingan.

Pendamping atau juga disebut fasilitator merupakan orang yang membangun relasi
dengan pihak-pihak lain. Bukan hanya dengan penerima manfaat, dalam hal ini pekebun
dan kelompok pekebun, namun juga para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk membangun relasi tersebut dalam konteks meningkatkan efektitas dan efisiensi
pendampingan dalam mencapai tujuan pendampingan, seorang pendamping harus
menguasai ketrampilan dalam berkomunikasi yang efektif. Dengan menjalin komunikasi
dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, pendampingan dapat memperoleh
dukungan yang dapat mencapai tujuan pendampingan.

Sesi pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk
merencanakan dan melakukan komunikasi efektif. Peserta dapat menggunakan
bahasa yang sesuai dengan komunikan, menyampaikan pesan dengan jelas, dan dapat
menggunakan metode komunikasi yang tepat.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam melakukan komunikasi yang efektif.
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Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

»

»

»

»

»

»

4.

Memahami komunikasi yang efektif.

Memahami teknik fasilitasi.

Menguasai komunikasi yang efektif dan teknik fasilitasi dalam pendampingan ISPO
pekebun.

Pokok Bahasan

Komunikasi yang efektif

Teknik fasiltasi

Peran pendamping dalam sertifikasi kelompok pekebun.

Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali bahwa mereka adalah
pendamping lapangan.

Fasilitator memberikan tugas mandiri kepada peserta selama 5 menit, yaitu meminta
peserta untuk menuliskan nama peserta dan nama kelompok yang sedang/pernah
didampingi, di mana pendampingan dilakukan, dan tujuan dari pendampingan
tersebut.

Fasilitator membagikan kertas metaplan dan alat tulis.

Setelah tugas tersebut selesai, kemudian fasilitator mengumpulkan metaplan dan
membahas 1-3 metaplan secara bersama-sama. Pembahasan dapat dilakukan
dengan menanyakan kembali kepada si penulis tentang apakah pendampingan
mengalami kesulitan dan hambatan? Apakah tujuan pendampingan dapat dicapai?
Apakah terjadi kesulitan komunikasi dengan komunitas? Dan lain-lain.

Dengan diskusi awal tersebut, kemudian fasilitator mengkaitkan pengalaman
pendampingan dengan pokok bahasan sesi pembelajran ini dan memberikan
pernyataan bahwa seorang pendamping lapangan membutuhkan kompetensi
tentang komunikasi yang efektif dan teknik fasilitasi.

Fasilitatormemperkenalkan pelatih dan memberikan waktu untuk sesipembelajaran.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan pokok bahasan
sesi pembelajaran ini.
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Pelatih memaparkan presentasi materi tentang komunikasi efektif dan teknik
fasilitasi selama 25 menit.

Pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mendalami
materi yang disampaikan.

Setelah dipastikan seluruh peserta paham, pelatih memberikan tugas mandiri untuk
peserta.

Langkah 3: Penugasan mandiri

1.

Pelatih memberikan tugas mandiri untuk menyampaikan kembali pesan yang
dilihat dan didengar dalam video yang akan ditayangkan.

Pelatih dapat menggunakan video dari youtube, waktu penayangan maksimal
5 menit. Misalnya tentang kisah petani sawit, permasalahan lahan sawit dalam
kawasan, harga TBS yang menurun, dan lain sebagainya.

Peserta diminta menuliskan pesan yang ditangkap dari tayangan video tersebut.

Langkah 4: Pendalaman materi

1.

Secara bersama-sama, pelatih melakukan eksplorasi terhadap catatan-catatan yang
dituliskan oleh peserta secara acak.

Ketika menanggapi catatan-catatan tersebut, pelatih menghubungkannya dengan
konsep komunikasi yang efektif dan teknik fasilitasi.

Pelatih dapat juga kembali menanyangkan bahan presentasi untuk menekankan
hal-hal penting dalam sesi pembelajaran ini.

Langkah 5: Rangkuman materi

1.

Setelah memastikan bahwa tujuan pembelajaran sesi ini dapat dicapai, pelatih
menutup sesi ini dan menyerahkan waktu keapda fasilitator.

Fasilitator menekankan kembali pentingnya peserta untuk menguasai kompetensi
komunikasi yang efektif dan teknik fasilitasi sebagai pendamping lapangan dalam
pendampingan sertifikasi ISPO pekebun.

Fasilitator menutup sesi pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih dan
memberikan penghargaan kepada seluruh peserta atas semangat dan partisipasinya
dalam proses pembelajaran .
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5. Uraian

Komunikasi yang efektif

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas untuk menyampaikan informasi melalui
pertukaran pikiran, pesan, atau informasi melalui ucapan, visual, sinyal, tulisan,
dan perilaku. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh
mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Di dalam berkomunikasi
tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam
hal ekspresi muka, lukisan, seni dan bahkan teknologi.

Berkomunikasi secara efektif merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki
oleh pendamping lapangan. Permasalahan yang ada di komunitas, khususnya para
penerima manfaat, akan mudah diatasi jika terjadi komunikasi yang baik antara
pendamping lapangan dengan penerima manfaat.

Komunikasiadalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang
lain. komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu
jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Hal
ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sesuatu gagasan tersebut,
tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan
tersebut. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil
baik (komunikatif). Melakukan komunikasi yang efektif dalam pendampingan perlu
didukung oleh beberapa elemen, yaitu: sender, pesan, receiver, encoding/ decoding,
umpan balik dan konteks.

* Senderadalah orang yang menyampaikan pesan/ide/ informasi kepada orang/ pihak
lain sebagai lawan bicara. Dalam menyampaikan, pendamping berperan sebagai
komunikator yang menyampaikan pesan terkait program pelayanan kesejahteraan
sosial.

* Pesan merupakan informasi dan ide yang ingin disampaikan ke orang lain. Pesan
disampaikan kepada penerima manfaat ataupun pihak lainnya dapat berupa kata-
kata, gerakan, ataupun gambar. Informasi yang akan disampaikan haruslah
berguna dan akurat.

* Encoding, pada tahapan ini pesan yang akan disampaikan dikonversikan atau diubah
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bentuknya dari pemikiran pengirim pesan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh
penerima pesan atau komunitas yang didampingi. Kunci utama bagi pendamping
sosial untuk dapat melakukan proses encoding dengan baik adalah dengan
mengenal dan memahami dengan baik penerima manfaat ataupun stakeholder
lainnya. Pendamping sosial dapat melakukan assessment/mencari informasi tentang
penerima manfaat yang menjadi lokus tugasnya.

* Decoding, setelah pesan terkirim kemudian proses selanjutnya adalah terjadinya
decoding. Si penerima manfaat/ pihak terkait akan melanjutkan dengan proses
memeriksa, mnganalisa dan melakukan penafsiran berdasarkan pengalaman dan
pengetahuan yang dia miliki. Antara satu penerima manfaat yang satu dengan yang
lain akan berbeda dalam menginterpretasikan pesan.

* Receiver, pada proses komunikasi - penerima manfaat sebagai penerima pesan harus
mengembangkan pemahaman berdasarkan latar belakang pesan dimaksud.
Pada tahap akhir, penerima manfaat melakukan respon atau memberikan feedback
terhadap informasi yang disampaikan.

Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif apabila ada beberapa aturan dan kaidah

yang diikuti, yaitu:

* Komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan
sasaran komunikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan
komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang
paling tahu dan paling benar.

* Komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang
dihadapi orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu
mendengar dan dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif.
Hal ini akan sangat sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik
atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah. Tetapi
kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa
pengaruh positif pada orang tersebut.

* Pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Hal ini
berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang melakukan komunikasi
dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena
media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya, suara di telepon putus-
putus, atau microphon yang mendengung, atau suara di telepon yang terlalu lemah.
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Beberapa hal tersebut mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi
pesan. Akibatnya selain tidak respon, pemberi pesan justru tidak akan didengarkan
atau diperhatikan.

* Kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Hampir mirip
efeknya dengan permasalahan media yang rusak, maka bagian ini berkaitan dengan
kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya apabila pemberi pesan menggunakan
istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi
penerima pesan untuk memahami isi pesan dan akhirnya umpan balik juga tidak
akan muncul. Demikian juga bila pemberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan
pesan akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan latar belakang penerima
pesan, maka akan muncul berbagai interpretasi. Akhirnya isi pesan akan bergeser,
dan komunikasi tidak dapat mencapai tujuannya.

* Berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini
berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun
penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah
hati, menghargai, dan mau mendengarkan orang lain.

Teknik fasilitasi

Teknik fasilitasi berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang
melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang bertugas
mengelola proses dialog. Fasilitator ada untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta
bisa mencapai tujuan belajarnya. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri
dalam menyampaikan pengalaman dan pikirannya, mengajak peserta ominan untuk
mendengarkan. Tugas fasilitator adalah merencanakan, membimbing, dan mengelola
kelompok atau kelas dalam suatu acara serta memastikan tujuan tercapai secara efektif
dengan partisipasi peserta yang memadai.

Fasilitator memperkenalkan teknik-teknik komunikasi untuk mendorong partisipasi.
Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta dan membantu
proses belajar/komunikasi menjadi lebih efektif. Fasilitator memperkenalkan teknik-
teknik komunikasi untuk mendorong partisipasi.

Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta dan membantu
proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif. Peran fasilitator ini harus dikurangi
secara bertahap dan diserahkan kepada peserta. Dengan membatasi waktu dari
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fasilitator, proses pembelajaran bisa diambil alih oleh peserta sehingga pembelajaran
bisa berjalan sebagai inisiatif sendiri.

Fasilitator adalah seseorang yang memfasilitasi perubahan yang ingin dicapai oleh
sekelompok orang. Peran fasilitator adalah membangun kesadaran kritis dalam
masyarakat agar masyarakat dapat mengatasi kemiskinan secara terorganisir dan
sistematis. Termasuk mendorong partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota
masyarakat melalui serangkaian kegiatan pembelajaran.

Fasilitator memiliki tiga fungsi yaitu: fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Fasilitasi merupakan
suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan
seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas merupakan
proses. Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan parapihak yang bersengketa. Advokasi merupakan
salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi
pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Menjadi fasilitator itu tidak mudah karena harus mampu untuk memberi kemudahan
dalam segenap proses kegiatan. Berikut ini beberapa tips untuk menjadi fasilitator yang
baik, meliputi:

a. Menjaga kelompok tetap fokus pada tujuan dan proses.

b. Tetap obyektif.

C. Membantu kelompok menentukan arah yang akan ditempuh dan mencapai
tujuannya.

Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.

Dapat menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda.

Sensitif terhadap gender dan budaya.

Mendorong semua orang berpartisipasi. Setiap orang berpartisipasi dengan cara
yang berlainan. Ada yang hanya berbicara dalam kelompok kecil, tetapi tetap
berpartisipasi, nmun yang lain mungkin banyak bicara tetapi sedikit kontribusi.

h. Membantu kelompok mentaati waktu.

i. Memberi semangat atau membuat kelompok rileks sesuai kebutuhan.

j. Sewaktu-waktu menyimpulkan yang terjadi dalam pertemuan dan membantu

Q@ ™o o

kelompok mengaitkan satu sesi dengan sesi lainnya.
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Nilai-nilai dalam memfasilitasi

a.

Demokrasi: Setiap orang mempunyai kesempatanyang sama untukikutambil bagian
dalam proses belajar dimana dia menjadi peserta tanpa prasangka. Perencanaan
untuk kegiatan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh
fasilitator dan para peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para
pesertadan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta; dan untuk jangka
waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka itu, tidak ada struktrur organisasi
secara hirarkis yang berfungsi.

Tanggung Jawab: Setiap orang bertanggungjawab atas kehidupannya masing-
masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya sendiri. Hal ini mencakup
pula pada tanggungjawab atas partisipasi seseorang di dalam sebuah pertemuan
atau pelatihan. Sebagai fasilitator, bertanggungjawab terhadap rencana yang sudah
dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi,
partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga bertanggungjawab atas
dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap
bagaimana dan seberapa besar para peserta bersedia dan mampu memikul
tanggungjawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Melalui pengalaman, para
peserta dapat belajar memikul tanggungjawab yang semakin besar.

Kerjasama: Fasilitator dan para peserta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama
mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu
yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok.

Kejujuran: Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan,
keprihatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan
fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari
seluruh peserta. Ini juga berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap
peserta dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang mejadi kemampuan
fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha
untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan
sebagai fasilitator.

Kesamaan Derajat: Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan
pada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan
hal itu; Fasilitator menyadari bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar
apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator. Pada saat yang sama, setiap peserta
mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian
pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan atau pelatihan.
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Tujuan komunikasi efektif dalam pendampingan
Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh
pendamping sosial, baik dalam bentuk lisan, visual tulisan ataupun perilaku yang
memiliki beberapa tujuan, yaitu:
a. Menyampaikan ide/ informasi/ berita, baik kepada penerima manfaat ataupun
stakeholder yang terkait
b. Mempengaruhi penerima manfaat/ pihak terkait
merubah perilaku penerima manfaat/ pihak terkait
d. Memberi pendidikan pada penerima manfaat atau stakeholder yang terkait

Komunikasi yang dilakukan oleh pendamping sosial merupakan kegiatan penyampaian
informasi atau mempengaruhi baik masyarakat ataupun stakeholder sehingga
tujuan dari program pelayanan kesos dapat tercapai. Komunikasi yang efektif dalam
pendampingan sosial dapat terjadi apabila terjadi kesamaan makna antara pendamping
sebagai komunikator dengan penerima manfaat/ stakeholder sebagai komunikan.

Strategi komunikasi pendamping lapangan

Agar pesan komunikasi yang disampaikan oleh pendamping sosial dapat tersampaikan
dengan baik dan efekti, maka pendamping sosial perlu menerapkan beberapa strategi
komunikasi:

a. Mengenali sasaran komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi, pendamping
perlu mempelajari siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi; apakah penerima
manfaat atau stakeholder lainnya. Pendamping harus menelaah latar belakang
maupun situasi kondisi dari audiens yang menjadi target komunikasi.

b. Memilih media komunikasi. Untuk mencapai tujuan, maka pendamping dapat
memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, tergantung pada
tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan tehnik yang akan
dipergunakan. Pendamping harus menentukan media apa yang harus digunakan
dalam menyampaikan pesan agar penerima manfaat dapat menginterpretasikan
pesan yang diterima.

c.  Mengkaji Tujuan komunikasi. Pesan komunikasi yang disampaikan oleh pendamping
pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini akan menentukan teknik yang akan diambil
oleh pendamping, bisa berupa teknik persuasi, teknik informasi atau instruksi. Tujuan
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ini juga akan menentukan bahasa, gambar, ataupun warna yang akan dipakai.
Membangun citra diri pendamping dalam komunikasi. Faktor yang ada di
pendamping juga sangat berperan penting dalam melancarkan proses komunikasi.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendamping yaitu bersikap empatik atau
berusaha untuk memproyeksikan dirinya pada posisi penerima manfaat.

Ketrampilan fasilitator

Keterampilan fasilitator merupakan serangkaian kemampuan yang harus dikuasai oleh
fasilitator sebelum diterjunkan ke masyarakat. Keterampilan fasilitator meliputi:

a.

Bertanya. Fasilitator membutuhkan ketrampilan dalam bertanya, memancing

pengalaman peserta, bukan mengajari. Pertanyaan dapat menggunakan penggalian

dari pengalaman komunitas yang didasarkan pada keingintahuan fasilitator.

Mengawali pertanyaan dengan jawaban yang mudah dijawab, misalnya bertanya

kepada komunitas yang terkait dengan keseharian atau keahlian yang dimilikinya.

Mendengar aktif. Fasilitator tidak hanya berkomunikasi satu arah, melainkan lebih

banyak menjadi pendengar. Menjadi pendengar aktif dapat dilakukan dengan cara:

*  Menyimak perkataan peserta. Tanggapi pembicaraan dengan ekspresi wajah
yang sesuai.

* Memberikan tanggapan berupa pertanyaan untuk menggali pengalaman
orang/komunitas.

* Mengkonfirmasi pendapat peserta dengan menyatakannya kembali. Tidak
buru-buru menyimpulkan.

* Tidak memotong pembicaraaan, kecuali jika topik yang disampaikan sudah
melenceng dari topik pembicaraan. Mengajaknya kembali ke topik pembicaraan
dengan sopan.

Komunikasi. Fasilitator perlu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam

memfasilitasi dapat dilakukan dengan cara:

* Berbicara atau bertanya dengan bahasa sederhana tapi jelas.

*  Menggunakan kalimat singkat dan langsung ke tujuan.

*  Memperkenalkan diri dan menghafalkan nama peserta dalam komunitas.

Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi non verbal. Komunikasi non

verbal meliputi:

*  Menatap mata peserta. Tidak berbicara sambil melihat lantai, langit-langit, atau
kertas catatan.
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e.

Bergerak secukupnya, misalnya tangan menunjuk pada poster. Tidak gugup,

misalnya tangan memainkan spidol, kaki melangkah ke depan ke belakang
seperti tanpa tujuan.

Berusaha setara atau melebur dengan peserta, misalnya duduk sama rendah
ketika peserta sedang duduk di lantai berdiskusi dan mengerjakan tugas
kelompok.

Mengarahkan orang. Fasilitator mengarahkan lalu lintas informasi agar peserta

mengalami proses pembelajaran yang baik. Mengarahkan orang dapat dilakukan
dengan:

Mempelajari hal yang akan disampaikan agar pembicaraan tidak melenceng
dari topik.

Mendorong semua peserta untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan
atau diskusi, terutama peserta yang pendiam. Jangan membiarkan hanya satu
atau dua peserta yang mendominasi.

Menggunakan jeda, canda, dan pujian untuk mendorong peserta nyaman
berbicara. Tidak mengkritik, mendebat, atau membela diri. Jika diperlukan
mendebat atau menyanggah pendapat peserta, upayakan peserta lain juga
melakukan.

Teknik mendengar dan bertanya

Seorang fasilitator harus menguasai teknik mendengarkan dan bertanya karena akan
mempermudah proses perubahan. Beberapa teknik mendengarkan dan bertanya
meliputi:

a.

Membahasakan Kembali (Paraphrasing). Membahasakan kembali merupakan

teknik yang paling penting untuk dipelajari. Paraphrasing membantu pembicara

menilai apakah ucapannya ditangkap atau tidak oleh orang lain. Cara melakukan
paraprashing yaitu gunakan kalimat sendiri untuk membahasakan kembali jawaban

orang lain. Apabila jawabannya pendek, bahasakan kembali secara pendek.
Menggali lebih jauh (Drawing people out). Kondisi ini dilakukan, apabila jawaban

lawan bicara kurang lengkap, sehingga fasilitator perlu menarik keluar gagasan

yang belum dikatakan. Menggali lebih jauh adalah cara mendukung orang supaya

menjelaskan lebih lanjut ide atau gagasannya.

Memantulkan (Mirroring). Fasilitator berfungsi sebagai dinding, yang memantulkan

kata-kata peserta. Mengulang apa yang dikatakan orang lain persis seperti yang

diucapkan dengan mengulang kembali setiap kata yang diucapkan.
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Mengumpulkan gagasan (Gathering ideas). Mengumpulkan gagasan adalah teknik
mendaftar gagasan secara cepat. Mengumpulkan gagasan, bukan membahasnya.
Mengumpulkan gagasan adalah keterampilan yang memadukan antara mirroring
dan paraphrasing ditambah dengan gerakan-gerakan fisik. Dengan memantulkan
ucapan, peserta merasa didengarkan dan mereka akan ikut menyampaikan gagasan
secara singkat.

Mengurutkan (Stacking). Mengurutkan adalah semacam teknik menyusun antrian
bicara, ketika beberapa orang bermaksud berbicara pada waktu bersamaan. Dengan
teknik ini, setiap orang akan mendengarkan tanpa gangguan dari orang yang
berebut kesempatan bicara, karena setiap orang tahu gilirannya, tugas fasilitator
menjadi lebih ringan.

Mengembalikan ke jalurnya (Tracking). Terkadang beberapa pokok-pokok pikiran
muncul bersamaan dalam sebuah diskusi. Dalam situasi seperti ini, mereka perlu
dibantu untuk mengikuti semua topik yang sedang dibicarakan. Pada keadaan ini,
fasilitator bertugas mengembalikan diskusi ke jalumya. Teknik iniakan menenangkan
orang yang bingung karena gagasannya tidak mendapatkan sambutan dari orang
lain.

Menguatkan (Encouraging). Menguatkan adalah teknik mengajak orang ikut terlibat
dalam diskusi, tanpa membuat mereka tersiksa karena terpaksa menjadi pusat
perhatian. Dalam diskusi biasanya ada peserta yang hanya duduk dan diam. Diam
bukan berarti malas atau tidak mau tahu. mereka merasa kurang terlibat. Dengan
sedikit dorongan, temukan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Teknik
menguatkan terutama membantu selama tahap awal diskusi, pada saat para peserta
masih menyesuaikan diri.

. Menyeimbangkan (Balancing). Jika pembicaraan terjadi dengan beberapa orang,

terkadang ada salah satu yang dominan dalam menyampaikan pendapatnya.
Orang lain yang diam belum berarti setuju, bisa jadi karena takut tidak disukai atau
malas berargumentasi. Pendapat paling kuat dalam suatu diskusi seringkali datang
dari orang yang mengusulkan topik diskusi. Mungkin ada sebagian peserta yang
mempunyai pendapat lain, tapi belum mau bicara.

Membuka ruang (Making space). Teknik membuka ruang adalah teknik membuka
kesempatan kepada peserta yang pendiam untuk terlibat dalam diskusi. Dalam
setiap diskusi selalu ada yang bicara terus, ada yang jarang bicara. Maka, fasilitator
perlu membuka ruang partisipasi.
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j. Diam sejenak (Intentional silence). Diam sejenak adalah berhenti bicara selama
beberapa detik. Menunggu sejenak agar si pembicara menemukan apa yangingin ia
katakan. Banyak orang membutuhkan keadaan tenang untuk mengenali pemikiran
atau perasaannya. Teknik ini akan mengajak mereka untuk berpikir lebih mendalam.

k. Menemukan kesamaan pemikiran dasar. Teknik menemukan kesamaan pemikiran
dasar terutama berguna ketika peserta diskusi terbelah oleh perbedaan pendapat.
Teknik ini dapat memperjelas letak persamaan dan pertentangan pendapat yang
terjadi dalam, diskusi. Teknik ini dapat membangkitkan harapan. Membuat peserta
tersadar bahwa meski saling bertentangan, mereka memiliki kesamaan tujuan.

Sesi 5. Membangun jejaring kerja

Judul sesi Membangun jejaring kerja

Unit kompetensi 1. Membangun jejaring kerja.

2. Mengorganisasi pekerjaan.

3. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 90 menit
Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripi Singkat

Seorang pendamping dapat melakukan kegiatan pendampingan dalam upaya
memperoleh sertifikat ISPO bagi kelompok pekebun, apabila didukung oleh para
pemangku kepentingan atau parapihak yang memiliki wewenang dan kepentingan
dalam konteks perkebunan kelapa sawit rakyat. Pendamping perlu menjalin jejaring
kerja dengan pihak-pihak eksternal, di luar lembaga pendamping maupun kelompok
pekebun. Misalnya adalah dinas perkebunan, dinas lingkungan hidup, pengusaha
pabrik pengolahan kelapa sawit, pemerintah desa, dan sebagainya.

Untuk itu pendamping membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak
yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendampingan. Selain itu, pendamping juga

harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

Di dalam sesi ini, peserta pelatihan akan memperoleh peningkatan unit kompetensi
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membangun jejaring kerja. Sesi ini akan menguatkan capaian unit kompetensi peserta
pelatihan melalui kemampuan untuk melakukan identifikasi pemangku kepentingan,
merumuskan tahapan pembentukan jejaring kerja, dan mampu melakukan evaluasi
jejaring kerja.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam membangun jejaring kerja.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

»  Melakukan identifikasi parapihak dalam sertifikasi ISPO pekebun.

»  Menjelaskan jejaring kerja pendampingan dengan parapihak yang berkepentingan
dalam sertifikasi ISPO pekebun.

» Merumuskan tata hubungan kerja dengan parapihak yang berkepentingan dalam
sertifikasi ISPO pekebun.

3. Pokok Bahasan

»  Pengertian jejaring kerja

» Tujuan membangun jejaring kerja
»  Prinsip membangun jejaring kerja
» Jejaring kerja pendampingan

4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1. Fasilitator memulai sesi pembelajaran dengan menekankan bahwa pendampingan
untuk sertifikasi ISPO oleh kelompok pekebun membutuhkan peran parapihak,
baik itu anggota pekebun, kelompok pekebun, organisasi perangkat daerah, dan
kelompok sosial lainnya. Masing-masing pihak memiliki peran, fungsi, dan tanggung
jawab yang berpengaruh pada pencapaian tujuan pendampingan.

2. Fasilitator menunjuk salah satu peserta untuk menyebutkan beberapa pihak yang
dapat berpengaruh dalam keberhasilan pendampingan.
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3.

Setelah peserta tersebut menjawab, kemudian fasilitator mengeksplorasi ke salah
satu peserta yang lain untuk menyebutkan satu atau beberapa pihak yang menjadi
kunci dalam perolehan sertifikasi ISPO bagi pekebun.

Pengkondisian ditutup dengan membuat pertanyaan: Bagaimana langkah-langkah
pendamping dalam mengidentifikasi dan membangun jejaring kerja? Itu akan
dijawab dalam sesi ini.

Fasilitator memperkenalkan pelatih dan memberikan waktu untuk menyampaikan
paparan materi.

Langkah 2: Paparan materi

1.

Pelatih mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan kembali mengulas sesi
pengkondisian secara singkat dengan mengapresiasi bahwa sebenarnya seluruh
peserta telah melakukan pemetaan parapihak, yang mana ini adalah salah satu
pokok bahasan sesi ini.

Pelatih menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokon bahasan sesi pembelajaran
ini.

Pelatih memaparkan bahan presentasi selama 30 menit.

Sesekali pelatih memastikan apakah semua peserta memahami apa yang
dijelaskannya. Pelatih juga memberikan kesempatan bagi peserta apabila ada
peserta yang ingin bertanya atau menanggapi.

Setelah sesi pemaparan selesai, pelatih memberikan tugas kelompok.

Langkah 3: Penugasan kelompok

1.

Pelatih memberikan tugas untuk dikerjakan dalam kelompok diskusi yaitu pemetaan
parapihak selama 30 menit.

Pelatih menampilkan Kuadran kepentingan dan pengaruh, kemudian menjelaskan
maksud dan cara kerja untuk mengisi gambar kuadran tersebut (lihat lembar kerja
pemetaan parapihak)

Setelah memastikan semua peserta paham terhadap tugas tersebut, kelompok
diskusi dipersilakan untuk mengerjakan tugas di dalam kelas atau di luar kelas.
Pelatih memeriksa proses diskusi setiap kelompok diskusi untuk memastikan semua
dapat mengerjakan sesuai instruksi penugasan. Apabila dibutuhkan, pelatih dapat
memberikan penjelasan.

Setelah 30 menit penugasan, seluruh peserta diminta untuk menempatkan diri di
dalam kelas untuk memulai pendalaman materi.
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Langkah 4: Pendalaman materi

1.

Pelatih dan fasilitator memilih satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusi.
Pemilihan dilakukan dengan pengundian yang transparan dan adil bagi semua
kelompok. Ini dilakukan karena keterbatasan waktu sesi pembelajaran ini.
Fasilitator mempersilakan kelompok terpilih untuk melakukan presentasi hasil
diskusi kelompok.

Setelah selesai, fasilitator mempersilakan kelompok lainnya untuk menanyakan atau
menanggapi hasil presentasi tersebut.

Apabila tanggapan telah selesai, fasilitator mengucapkan terima kasih kepada
kelompok diskusi yang telah melakukan presentasi.

Kemudian, pelatih memberikan penekanan hasil diskusi kelompok berkorelasi
terhadap pokok pembahasan sesi ini. Pelatih kembali mengulangi point-point
penting yang perlu dikuasai oleh peserta pelatihan.

Setelah memastikan tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari peserta, pelatih
menyerahkan waktu kembali ke fasilitator.

Langkah 5: Rangkuman materi

1.
2.

Fasilitator merangkum proses pembelajaran dalam sesi ini.

Fasilitatormenekankan bahwa membangunjejaring kerja penting gunakeberhasilan
pendampingan dalam upaya sertifikasi ISPO pekebun.

Fasilitator menutup sesi pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih
kepada pelatih dan seluruh peserta atas partisipasinya dalam proses belajar ini.

Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari pertama, fasilitator memberikan
tugas kelompok untuk dikumpulkan SEBELUM pelaksanaan sesi 7. Sistem ISPO dan
standar ISPO Pekebun pada pelatihan hari kedua. (Silakan lihat lembar kerja bedah
standar ISPO pekebun.)

5. Uraian

Jejaring Kerja

Jejaring kerja (networking) adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih
yang membentuk suatu ikatan kerjasama pada suatu urusan tertentu dengan berbagai
ide, informasi, dan sumberdaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Di
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sini rasa saling percaya dan hubungan saling menguntungkan atau tidak merugikan
satu sama lain menjadi dasar dalam membangun jejaring kerja.

Suatu pendampingan masyarakat memerlukan keterlibatan pihak lain agar dapat
mencapai tujuan pendampingan. Pihak lain atau parapihak tersebut adalah pihak-pihak
eksternal yang memiliki kewenangan dalam urusan tertentu yang berhubungan dengan
pemenuhan legalitas, pengesahan dokumen tertentu, atau pun perdagangan kelapa
sawit. Misalnya: dinas perkebunan, dinas lingkungan hidup, pengusaha pabrik kelapa
sawit, dan lain sebagainya. Oleh karena iru, pendamping membutuhkan kemampuan
untuk membangun jejaring kerja yang baik dengan parapihak.

Jejaring kerja inilah yang memberikan kekuatan yang memperkaya dan memperkuat
kerjasama dalam suatu tim kerja. Kerjasama dalam suatu tim yang diperkaya dengan
rasa saling percaya akan menguatkan efektivitas suatu kegiatan.

Jejaring kerja dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama, kemitraan, aliansi strategis
atau bentuk kerja sama lainnya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
(stakeholder). Membangun jejaring kerja (kemitraan) adalah sebuah proses membangun
komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling
percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang
dituangkan dalam kesepakatan untuk tujuan bersama.

Persyaratan suatu jejaring kerja:

a. Kesamaan kebutuhan. Adanya masalah atau kebutuhan yang dirasakan bersama.
Jejaring yang terbentuk selalu diarahkan untuk mengatasi suatu masalah, atau
suatu kebutuhan tertentu. Masalah atau kebutuhan inilah yang menjadi arah bagi
beroperasinya suatu jejaring kerja. Tanpa permasalahan atau kebutuhan ini, maka
jejaring itu tidak akan terarah secara jelas dan kemanfaatannya pun menjadi sangat
terbatas.

b. Kesamaan visi dan misi. Adanya dua pihak atau lebih yang memiliki komitmen &
kesamaan visi untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan . Jejaring
kerja ini harus meliputi dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat dalam jejaring
ini harus memiliki kesamaan dalam visi, misi, tugas, atau tanggung jawab yang
sama. Kerjasama yang tumbuh dari jejaring kerja ini akan mendorong saling tukar

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI

61



62

informasi maupun sumberdaya masing-masing pihak yang terlibat dalam jejaring
kerja tersebut.

Kepercayaan. Rasa saling percaya adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang
terhadap orang lain atau pihak lain, yang didasari keyakinan akan kebaikan dan
keyakinan bahwa pihak lain tidak akan merugikan. Rasa saling percaya ini tidak akan
muncul tanpa komunikasi dan kedekatan yang intensif.

Kesetaraan. Adanya kesetaraan dan kesejajaran antar pihak yang bermitra posisi
atau kedudukan yang sama dari pihak. Kesetaraan berarti pihak yang bekerja sama.
Tidak ada pihak yang berada di atas, menggurui, atau mengatur secara kasar pihak
la innya. Walaupun secara formal ada pihak yang lebih tinggi kedudukannya, tetapi
memiliki kesetaraan dalam kerjasama yang dilakukan.

Kesepakatan/kesepahaman bersama. Pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama
harus memiliki kesepakatan dan kesepaham mekanisme kegiatan yang dilakukan.
Tidak adanya kesepahaman antar pelaku kegiatan dapat menjadi sumber bagi
konflik dan menjadi penyebab utama gagalnya kegiatan yang dilakukan.
Kepentingan yang lebih besar. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar, jejaring
kerja harus dilakukan karena ada interdependensi sumber daya atau hubungan
saling mengisi dari berbagai pihak yang terlibat. Satu pihak yang memiliki kelemahan
terhadap sumber daya yang dimiliki akan mendapat bantuan mengisi kekurangan
tersebut dari pihak lain dalam jejaring kerja yang dikembangkannya.

Tujuan Membangun Jejaring Kerja

a.

Memelihara dan menguatkan relasi sosial. Melalui proses membangun jejaring
kerja, pendamping lapangan secara tidak langsung memelihara dan menguatkan
hubungannya dengan pihak lain.

Meningkatkan kualitas dan kapabilitas pendampingan. Membangun jejaring
kerja berarti mengkoordinasikan program-program pemberdayaan pekebun sawit
swadaya dengan pihak-pihak lain yang terkait yang berdampak pada peningkatan
produktifitas dan pemenuhan kewajiban pekebun sawit swadaya.

Meningkatkan efisiensi dan sinergi. Bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki
kewenangan dan kemampuan dalam bidang tertentu pada akhirnya pendamping
lapangan dapat terbantu dari segi sarana dan fasilitas, teknologi, dan hal-hal lain
yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pendampingan secara efisien.
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d.

Meningkatkan sosialisasi, promosi, dan publikasi. Melalui jejaring kerja, program
kerja dan eksistensi lembaga pendamping juga ikut dipromosikan. Hal ini secara
tidak langsung juga meningkatkan partisipasi, minat dan kepedulian stakeholder
terhadap pelaksanaan program lembaga.

Meningkatkan akses layanan dan menciptakan peluang. Dengan membangun
jejaring kerja, akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan oleh kelompok pekebun
dan pekebun kelapa sawit swadaya menjadi lebih luas dan mudah untuk dijangkau.
Hal ini akan memunculkan peluang-peluang baru yang dapat menguntungkan
bagi pekebun.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga. Membangun jejaring kerja berarti
mengkoordinasikan  program-program pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga kapasitas dan kapabilitas
lembaga juga ikut meningkat.

Langkah-langkah membangun jejaring kerja

a.

Pemetaan parapihak. Pendamping perlu melakukan identifikasi paapihak yaitu
perorangan, lembaga/organisasi, instansi pemerintah, dan seterusnya yang memiliki
pengaruh dan kewenangan dalam urusan sertifikasi ISPO pekebun.

Menggali dan mengumpulkan informasi. Pendamping perlu mengetahui tujuan
parapihak, ruang lingkup kewenangan, dan lain sebagainya untuk menjajagi
komunikasi dan membangun jaringan kerja. Langkah ini dapat dilakukan dengan
pendekatan personal, informal, dan formal.

Menganalisa informasi. Dengan data dan infoemasi yang dapat dikumpulkan,
pendamping melakukan analisa dan menentukan pihak-pihak mana yang akan
ditindaklanjuti untuk bekerjasama dalam konteks sertifikasi ISPO pekebun.
Membangun komunikasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan audiensi
atau presentasi dengan pihak terkait tersebut, serta menawarkan program-program
yang dapat dikerjasamakan.

Menyusun rencana kerjasama. Apabila pihak terkait tersebut sepakat untuk
kerjasama maka perlu disusun rencana kerjasama secara bersama-sama. Tujuannya
agar hal yang dikerjasamakan dapat disinergikan dan dapat dilakukan dengan baik.
Membuat kesepakatan. Pihak-pihak yang berada dalam jejaring kerja perlu
merumuskan peran dantanggungjawab masing-masing pihakagarjelasdan terukur.
Sebaiknya diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani oleh
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parapihak. Namun demikian apabila tidak memungkinkan, pendamping dan pihak
terkait dapat membangun komitmen secara verbal dalam event formal. Misalnya:
workshop parapihak.

g. Melaksanakan kegiatan.Implementasirencana kegiatan yang telah disusun bersama
dilakukan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

h. Melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah memantau perkembangan
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui hasil kegiatan apakah sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi bersama antar pihak diperlukan untuk
mengetahui kegiatan mana yang belum dapat dilakukan sesuai rencana kegiatan,
mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan strategi agar dapat menjalankan
kegiatan tersebut.

Lembar Kerja Pemetaan Parapihak

A
Subject Key Players
C
©
o
=
4+
e
[«]
o
Q
N
Crowds Context Setters
Pengaruh
Petunjuk kerja:

1. Gambar ulang bagan kuadran Kepentingan vs Pengaruh di atas dalam kertas plano.
2. Tuliskan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sertifikasi ISPO pekebun dalam kertas metaplan.
3. Diskusikan untuk meletakkan metaplan yang telah ditulis tersebut ke dalam kuadrat
sesuai dengan analisa kepentingan dan pengaruh menurut kelompok diskusi.
4. Analisa pihak-pihak tersebut dengan mengidentifikasi, mana yang masuk kategori sebagai berikut:
* Key players adalah pihak kunci dalam sertifikasi ISPO pekebun
* Context setters adalah pihak yang mampu mempengaruhi pihak lain.
* Subject adalah pihak yang marginal dalam proses sertifikasi ISPO pekebun.
* Crowds adalah pihak yang dapat menghambat kegiatan sertifikasi ISPO pekebun.
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Lembar Kerja
Bedah Standar ISPO pekebun

P N I

Pihak/instansi
yang berwenang
Kriteria Dokumen Verifier mengesahkan/

menerbitkan
dokumen verifier

Strategi untuk

memperoleh/

menghasilkan
dokumen verifier

Instruksi kerja:

1.
2.

Tugas ini dikerjakan dalam kelompok diskusi yang terdiri dari 7-10 peserta.

Hasil tugas kelompok ini dikumpulkan pada sesi 7. Sistem ISPO dan standar ISPO
pekebun pada hari kedua dalam bentuk file MS word.

Pengisian “prinsip, kriteria, verifier”bersumber dari Lampiran 2 Permentan 38 Tahun
2020 yaitu standar ISPO untuk pekebun.

Kelompok diskusi mengerjakan prinsip 1 s/d prinsip 5 dalam standar ISPO untuk
pekebun.

Pengisian “pihak/instansi yang berwenang” dan “strategi...." bersumber dari hasil
diskusi kelompok.

Peserta diperbolehkan melakukan komunikasi (WA, telp, dll) dengan kelompok
pekebun yang didampingi atau parapihak lainnya untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan.

Silakan ketua kelompok membagi anggota-anggota kelompok untuk mengerjakan
tugas berdasarkan prinsip dan atau kriteria agar tugas kelompok dapat diselesaikan.
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Pelaksanaan Pelatihan Hari Kedua

Materi Pelatihan Hari Kedua

Sesi Pelatihan JPL

Sesi 6: Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sesi 7: Sistem ISPO dan standar ISPO pekebun

Sesi 8: Prinsip legalitas dan prinsip praktek perkebunan yang baik

N AN N

Sesi 9: Prinsip pengelolaan lingkungan, prinsip transparansi, dan prinsip usaha berkelanjutan

Sesi 6. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja

Judul sesi Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja

Unit kompetensi [ Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3
Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja

Waktu 90 menit

Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripsi Singkat

Pendampingan adalah kegiatan yang memiliki resiko terhadap keselamatan dan
kesehatan karena lingkup pekerjaan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit
dan berinterkasi dengan komunitas kelompok pekebun. Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) bukan hanya untuk individu pendamping, namun juga bagi orang lain dan
komunitas pekebun yang terlibat dalam kegiatan pendampingan.

Pengelolaan K3 berguna untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan
di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan
lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi
kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien
dan produktif. Pengelolaan K3 wajib diterapkan di lingkungan kerja pendampingan.

Pendamping perlu menguasai kompetensi prosedur K3  dalam bekerja untuk
keselamatan dan kesehatan individu pendamping, kesehatan lingkungan kerja,
penanganan situasi darurat, serta menjaga standar penampilan diri dalam bekerja dan
produktifitas kerja pendampingan.
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2.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:
Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menerapkan prosedur
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

Mengindentifikasi alat pelindung diri dan perlengkapan kerja sesuai standar untuk
pekerjaan pendampingan.

Mengidentifikasi material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada
pelaksanaan pendampingan.

Merumuskan Standar Operating Prosedure/SOP K3 untuk pekerjaan pendampingan.
Menerapkan prosedur K3 untuk pekerjaan pendampingan.

Pokok Bahasan

Identifikasi alat pelindung diri

Identifikasi material berbahaya dan dampaknya
Penerapan prosedur K3

Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitatormenyapa pesertadengan salam pembukadan memastikan seluruh peserta
dalam keadaan sehat dan masing bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari
kedua.

Fasilitator melakukan kilas balik materi pelatihan hari pertama, secara singkat dan
jelas menyampaikan point-point penting pokok bahasan di hari pertama.
Fasilitator mengingatkan kembali bahwa tugas kelompok tentang bedah standar
ISPO pekebun untuk diserahkan kepada panitia pelatihan.

Fasilitator menyampaikan seluruh agenda pelatihan di hari kedua ini agar peserrta
dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan dengan baik.

Untuk memasuki sesi prosedur K3, fasilitator menyampaikan bahwa pekerjaan
pendampingan membutuhkan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja
agar dapat mendukung kinerja pencapaian tujuan pendampingan.

Fasilitator memperkenalkan pelatih kepada peserta dan menyerahkan waktu
pemaparan kepada pelatih.
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Langkah 2: Paparan materi

1.

Pelatih menjelaskan korelasi antara prosedur K3 dengan pekerjaan pendampingan
untuk menjadi perhatian penting.

Pelatih memaparkan bahan presentasi tentang apa itu K37 Apa potensi bahaya K37
Apa itu limbah B3? Pemaparan tersebut selama 20 menit.

Pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan
tanggapan tentang materi pokok yang telah disampaikan.

Apabila peserta sudah memahami materi tersebut, pelatih memberikan tugas
kelompok.

Langkah 3: Penugasan kelompok

1.

Pelatih menjelaskan bahwa tugas kelompok adalah melakukan simulasi dalam
melakukan identifikasi potensi bahaya dan penangannya sebagai bahan untuk
menyusun SOP K3.

Peserta petaihan dibagi menjadi 4 kelompok diskusi.

Pelatih menjelaskan materi Menyusun Prosedur K3 sebagai pengantar untuk
pengerjaan tugas kelompok selama 10 menit.

Pelatih memastikan bahwa seluruh peserta telah memahami instruksi pengerjaan
tugas kelompok. Apabila masih terdapat yang kurang jelas, pelatih kembali
menerangkan materi yang dimaksud.

Setelah itu, fasilitator dan pelatih membagi lembar kerja Menyusun Prosedur K3
kepada peserta pelatihan.

Waktu untuk mengerjakan tugas kelompok selama 30 menit.

Selama proses diskusi kelompok berlangsung, pelatih dan fasilitator memantau
setiap kelompok diskusi. Apabila ada yang kurang jelas, pelatih dan fasilitator dapat
memberikan penjelasan lebih lanjut.

Langkah 4: Pendalaman materi

1.

Setelah 30 menit waktu pengerjaan tugas kelompok, fasilitator meminta peserta
kembali masuk ke dalam kelas.

Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah ada kesulitan dalam mengerjakan
tugas kelompok.

Karena keterbatasan waktu, fasilitator memilih satu kelompok untuk menyampaikan
paparan hasil tugas kelompok. Pemilihan dilakukan secara transparan yaitu melalui
pengundian yang adil.
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4. Pada saat pemaparan hasil, apabila diperlukan pelatih dapat melakukan penajaman
point-point penting agar menjadi perhatian bagi peserta.

5. Setelah pemaparan hasil selesai, fasilitator menawarkan kepada peserta yang lain
untuk menanggapi hasil yang dipaparkan. Apabila diperlukan, pelatih dapat ikut
menjawab atau menanggapinya.

6. Di akhir sesi, pelatih kembali menyampaikan penekanan terkait pentingnya K3
dalam pekerjaan pendampingan.

Langkah 5: Rangkuman materi

1. Fasilitator menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah semangat
mengerjakan tugas dan mengikuti sesi pembelajaran ini.

2. Fasilitator menyampaikan ulasan singkat tentang pokok bahasan dalam sesi
pembelajaran ini.

3. Fasilitator menutup sesi pembelajaran.

5. Uraian Materi

Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan
keselamatan dan kesehatan kerja maka diharapkan pekerja dapat melakukan pekerjaan
dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat
kesehatan yang tinggi.

Dalam setiap melakukan pekerjaan dipastikan terdapat potensi bahaya keselamatan
dan kesehatan kerja bagi pekerja. K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja yang
meliputi berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan, misalnya orang yang
melakukan kegiatan pekerjaan, benda, alat dan barang yang dikerjakan, mesin yang
digunakan serta lingkungan hidup. Potensi Bahaya merupakan segala hal yang dapat
memungkinkan terjadinya suatu insiden/kejadian sehingga mengakibatkan pada
kerugian.

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diharapkan terjadi, namun dapat terjadi
yang berakibat pada kerugian moril dan material bagi yang mengalaminya. Kerugian
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akibat kecelakaan kerja antara lain: kerusakan barang, gangguan psikologi, cidera, cacat,

atau bahkan kematian.

Kecelakaan kerja biasanya terjadi karena dua faktor utama yaitu tindakan pekerja yang

ceroboh dan kondisi alat/tempat yang sudah rusak atau tidak aman.

a.

Tindakan pekerja yang ceroboh (Unsafe acts)

Kondisi kecelakaan yang terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri, faktor
tindakan kesalahan dari seorang pekerja antara lain: kurangnya pengetahuan dan
keterampilan, keletihan dan kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman
seperti tidak disiplin, bercanda dan berkelakar berlebihan).

Kondisi tidak aman (Unsafe conditions)

Yaitu kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh peralatan dan tempat kerja yang tidak
aman, antara lain: alat yang sudah rusak, lingkungan yang berbahaya, bahan, mesin
dan perlengkapan kerja, proses pekerjaan yang salah, dan sifat pekerjaan yang berat.

Potensi bahaya K3 didasarkan pada dampak korban dapat di bagi menjadi empat
bagaian yaitu :

a.

Potensi bahaya kerja kategori A, meliputi bahaya faktor kimia, bahaya biologi, bahaya

fisik, bahaya lingkungan, dan bahaya ergonomi.

* Bahaya bahan kimia berbahaya antara lain: debu, uap gas, zat kimia (antiseptik,
aerosol, insektisida), bahan radioaktif, limbah, dan lain-lain.

* Bahaya faktor biologi yaitu bahaya yang timbul dari mahluk hidup di tempat
kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti: bakteri, jamur,
virus, kuman, hewan berbahaya (serangga, nyamuk, ular, dan lain-lain).

* Bahaya faktor fisik yaitu bahaya yang berbentuk fisik di tempat kerja antara lain
kebisingan, suhu, getaran, dan lain sebagainya.

* Bahaya ergonomi yaitu bahaya yang disebabkan karena ketidak sesuaian desain
lingkungan kerja dan tempat kerja, Misalnya: duduk dengan bentuk kursi yang
tidak sesuai dengan tubuh dalam jangka waktu yang lama atau alat kerja tidak
sesuai dengan tubuh praktikan.

* Bahaya lingkungan hidup yaitu bahaya kecelakaan yang berhubungan dengan
kondisi alam.

Potensi bahaya kategori B, meliputi kebakaran, listrik, tempat kerja yang tidak

nyaman, bahaya mekanikal, dan bahaya yang timbul akibat perawatan mesin yang

buruk.
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c. Potensi bahaya kategori C, yaitu fasilitas kesehatan kerja sering diabaikan karena
tidak memiliki dampak langsung pada pekerja, fasilitas yang dibutuhkan antara lain
air minum, toilet dan fasilitas cuci tangan, tempat makan, dan sebagainya.

d. Potensi bahaya kategori D, vyaitu menyangkut risiko psikologis perkerja, dimana
pekerja harus merasa aman dan dihormati. Potensi bahaya yang mungkin terjadi
antara lain adanya intimidasi, pelecehan dan penganiayaan.

Kategori keadaan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Keadaan darurat kategori I, yaitu keadan darurat yang berpotensi mengancam
nyawa manusia dan hilangnya aset akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan pada
kategori ini merupakan kecelakaan skala kecil yang ditimbulkan oleh satu sumber
atau kerusakan korban dan benda hanya terbatas.

b. Keadaan darurat Kategori I, merupakan keadaan darurat yang di timbulkan karena
kecelakaan besar dimana semua personal tim dengan peralatan pencegahan tidak
mampu mengendalikan keadaan tersebut, sehingga mengakibatkan banyak korban
dan harus meminta bantuan dari luar.

c. Keadaan darurat Kategori lll, merupakan keadaan darurat yang ditimbulkan karena
suatu hal yang sangat besar seperti bencana yang dahsyat sehingga memerlukan
bantuan dan kordinasi pada tingkat nasional bahkan internasional.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/
atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan
hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang - Undang Rl
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
peraturan — peraturan lain di bawahnya.

Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-
sifat tertentu, di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala,
mengandung racun, bersifat korosifmenyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-
gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya.
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Jenis limbah B3 dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1.

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama,
melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak,
pencucian, pengemasan dan lain-lain.

Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri
(kegiatan utama).

Limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga,
misalnya prodak kedaluwarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang
tidak memenuhi spesifikasi.

Berdasarkan sifatnya, B3 dapat diklasifikasikan menjadi B3 yang mudah meledak,

pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi,

berbahaya bagi lingkungan dan karsinogenik.

Mudah meledak (explosive)

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat
meledak karenadapat menghasilkangasdengan suhudantekanantinggilewatreaksi
fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya,
pengangkutan, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar
tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak
misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah asam prikat.

Pengoksidasi (oxidizing)

Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena
teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah
ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada
ekosistem. Contoh limbah b3 dengan sifat pengoksidasi misalnya kaporit.

Mudah menyala (flammable)

Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat
terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam
suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut
benzena, pelarut toluena atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta,
pembersihan logam, dan laboratorium kimia.
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Beracun (moderately toxic)

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat
racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau
kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah b3
ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida.

Berbahaya (harmful)

Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang
dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui
kontak inhalasi ataupun oral.

Korosif (corrosive)

Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan
iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH > 2 (bila
bersifatasam) dan pH > 12,5 (bila bersifat basa). Contoh limbah B3 dengan ciri korosif
misalnya, sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari
baterai dan accuy, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam.

Bersifat iritasi (irritant)

Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi
pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan
mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan
dari industri karet.

Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)

Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan
pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah CFC atau Chlorofluorocarbon
yang dihasilkan dari mesin pendingin.

Karsinogenik (carcinogenic), Teratogenik (teratogenic), Mutagenik (mutagenic)

Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker,
teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan
limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI

73



74

Jenis — jenis Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 74Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan
ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam
tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan
dan B3 yang terbatas dipergunakan.

Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah
bahan — bahan kimia seperti amonia, Asam Asetat, Asam sulfat, Asam Klorida,
Asetilena, Formalin, Metanol, Natrium Hidroksida, termasuk juga gas Nitrogen.
Lebih lengkapnya daftar B3 yang boleh dipergunakan dapat dilihat pada Lampiran
1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001.

Sedangkan, B3 yang dilarang dipergunakan antara lain adalah Aldrin, Chlordane,
DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorobenzene dan PCBs.
Daftar tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun
2001.

Sedangkan, Lampiran 3 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 berisi daftar B3
yang dipergunakan secara terbatas, antara lain Merkuri, Senyawa Merkuri, Lindane,
Parathion, dan beberapa jenis CFC.

Suatu zat/senyawa yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, namun tidak
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 perlu
dilakukan uji karateristik untuk identifikasi. Uji karakteristiknya dapat berupa Uji
Karakteristik Mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan korosif dan
beracun sebagaimana lengkap dijelaskan pada Lampiran 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014. Pengujian karakteristik beracun misalnya dilakukan dengan
TCLP atau Uji Toksikologi LD50.

Limbah B3 yang dihasilkan oleh proses produksi perkebunan kelapa sawit terdiri
dari limbah cair (seperti: pelumas bekas) dan limbah padat (seperti: wadah
pestisida, karung bekas pupuk, lampu tubular, bekas, aki bekas, dan kain bekas yang
terkontaminasi oli dan minyak).
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Pengelolaan Limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup
penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan
limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun.

Penanganan limbah B3 dalam perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan melalui:

» Pencatatan penggunaan bahan kimia yang dipergunakan oleh pekebun agar
mudah dimonitor penanganan limbahnya.

»  Menyiapkan tempat penyimpanan limbah B3 di tempat khusus dan pencatatan
pengelolaan limbah.

» Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh petugas kelompok pekebun yang
ditunjuk khusus dan limbah diletakkan di tempat penyimpanan khusus.

» Kendaraan yang dipergunakan pengangkutan limbah B3 merupakan
kendaraaan khusus.

» Pemusnahan limbah B3 perlu dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup
setempat.

Prosedur K3

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya kecelakaan kerja diperlukan
antisipasi atau pencegahan agar tidak terjadi bahaya tersebut. Kecelakaan kerja
tidak terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan terjadi, namun ada faktor penyebabnya.
Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan mencari penyebabnya. Dengan mengetahui
potensi penyebab kecelakaan kerja maka dapat dilakukan pencegahan atau mengurangi
resiko akibat kecelakaan kerja.

Prosedur dalam keadaan darurat merupakan tata cara atau pedoman selama melakukan
kegiatan kerja dalam menanggulangi suatu keadaan berbahaya dengan maksud
mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar. Prosedur K3 merupakan
serangkain peraturan yang dibentuk oleh suatu organisasi untuk mengatur langkah-
langkah kerja pada proses kegiatan produksi atau aktifitas lainya guna menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
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Setiap instansi atau perusahaan dalam membuat prosedur keadaan darurat

memperhatikan beberapa aspek diantaranya :

a.

Mengidentifikasibahaya dan mengkategorikan jenis-jenis bahaya dari kemungkinan
terjadinya kecelakaan kerja.

Menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan keadaan darurat, misalnya: APD,
pemakaian alat, penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alarm kebakaran, alat
P3K, dan pembuatan jalur evakuasi.

Membuat tim tanggap darurat K3 dari seluruh aspek golongan dari karyawan.
Merencanakan dan membuat peraturan prosedur tanggap darurat serta
mensosialisasikan prosedur tersebut kepada seluruh karyawan.

Merencanakan dan mengadakan pelatihan keadaan darurat.

Prosedur K3 dalam kegiatan pendampingan dapat dicontohkan antara lain:

Memeriksa kendaraan transportasi sebelum melakukan perjalanan menuju lokasi
dampingan atau kebun sawit dengan memeriksa dari kemungkinan adanya
kerusakan.

Apabila menggunakan transportasi speedboad, perlu dipastikan pendamping
menggunakan pelampung serta alat pengenal diri yang aman dan dimudah
ditemukan.

Memeriksa peralatan yang akan dibawa untuk melindungi diri dari bahaya di
lingkungan pekerjaan. Misalnya: helm, sarung tangan, sepatu, kacamata, masker,
dan lain sebagainya. Yang disesuaikan dengan tujuan lokasi yang akan dikunjungi
oleh pendamping. Apabila tujuannya menghadiri pertemuan kelompok tentunya
berbeda peralatan perlindungan diri apabila pendamping bertujuan untuk
kunjungan ke lokasi pemanenan di kebun sawit.

Mematuhi rambu-rambu atau papan peringatan yang terpasang di lokasi
pendampingan.

Yang paling sederhana, pendamping selalu berbudaya untuk mengenakan Alat
Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. APD vyaitu suatu alat
atau komponen alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra pada
seseorang yang melakukan kegiatan dari risiko kecelakaan yang lebih besar. Pelindung
diri dalam keselamatan kerja wajib diterapkan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan

guna menjamin keamanan dari risiko kecelakaan yang mungkin terjadi.
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Penggunaan APD disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat bahaya serta risiko yang
ada saat melakukan kegiatan oleh pekerja dan orang yang ada di lingkungan kerja,
sehingga proses kerja dapat berlangsung dengan aman dan nyaman oleh semua orang
dan lingkunganya.

Menyusun SOP K3
Di dalam penyusunan SOP K3 setidaknya terdapat beberapa bagian penting yang perlu
diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

Tujuan
Tujuan SOP adalah mengatur mekanisme identifikasi dan penilaian resiko K3 dalam
kegiatan pendampingan kelompok pekebun kelapa sawit.

Ruang lingkup

1. Proses ini hanya berlaku pada kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 di
wilayah kerja pendampingan.

2. Proses ini mengatur mekanisme kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko
K3 yang terdiri atas 4 tahapan yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko, program
pengendalian risiko, dan evaluasi program pengendalian risiko K3.

Referensi

* UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

* PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3
* Permenakertrans No. 8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

Istilah dan definisi

1. Bahaya adalah sumber, situasi, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan cidera
atau penyakit kepada pekerja atau kombinasi dari semuanya.

2. Kemungkinan adalah frekuensi kejadian atau probabilitas atau potensi terjadinya
suatu risiko.

3. Dampak adalah akibat yang timbul karena adanya suatu bahaya
Risiko adalah potensi kerugian yang dialami oleh pekerja atau alat produksi yang
diakibatkan oleh terjadinya suatu bahaya.

5. Risiko residu adalah risiko yang timbul akibat adanya tindakan penanganan yang
diilakukan terhadap risiko K3 yang terjadi.
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6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya perlindungan agar
tenaga kerja agar selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja.

Aspek mutu

Kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian resiko K3 dibagi menjadi 4 bagian yaitu
identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, program pengendalian, dan evaluasi
efektivitas program pengendalian risiko K3 dalam pekerjaan pendampingan.

A. ldentifikasi bahaya:

* |dentifikasi bahaya dilakukan pada setiap aktivitas atau kegiatan pendampingan
sertifikasi ISPO bagi kelompok pekebun yang berpotensial menimbulkan
bahaya dan risiko K3.

* |dentifikasi bahaya K3 dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada pekerja,
pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani, kemudian dapat juga
dilakukan dengan cara mengamati/observasi aktivitas kegiatan pengelolaan
hutan rakyat dan industri pengolahan kayu, serta melakukan review peraturan
dan dokumen terkait.

B. Penilaian resiko K3:
* Penilaian risiko K3 didasarkan pada setiap potensi bahaya K3 yang telah
teridentifikasi.
* Penilaian risiko K3 dilakukan dengan rumus : R = K x D, dimana R = Risiko; K=
Kemungkinan; D= Dampak
* Bobot penilaian risiko K3 adalah sebagai berikut:

Aspek Nilai Sebutan
Kemungkinan 1 Sangat Jarang
2 Jarang
3 Sedang
4 Sering
5 Sangat Sering
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Aspek Nilai Sebutan

Dampak 1 Sangat Ringan
2 Ringan
3 Sedang
4 Berat
5 Sangat Berat
Risiko 1-4 Sangat Rendah
5-8 Rendah
9-14 Sedang
15-19 Tinggi
20-25 Sangat Tinggi

Tabel penilaian resiko sebagai berikut:

FREKUENSI

C. Program Pengendalian Resiko K3:

Program pengendalian risiko K3 sekurang-kurangnya disusun sekali dalam

setahun yang didasarkan pada potensi bahaya dan tingkat risiko yang telah

dinilai.
Program pengendalian risiko K3 meliputi:

»

»

»

»

»

Rencana tindakan pengendalian risiko

Sasaran/target pengendalian risiko

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengendalian risiko
PIC yang bertanggung jawab atas program pengendalian risiko
Waktu pelaksanaan pelaksanaan program pengendalian risiko

Program pengendalian risiko diantaranya dapat berupa:
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No Jenis Program Diskripsi Program Contoh Program

1.

Eliminasi Menghilangkan - Memindahkan peralatan/mesin yang
sumber bahaya dapat menimbulkan bahaya dan risiko
dan risiko - Membuang bahan kimia atau bahan

beracun yang tidak diperlukan.
- Menghilangkan proses-proses
yang berbahaya dan berisiko

Subtitusi Mengurangi potensi - Mengganti bahan baku atau bahan pendukung
bahaya dan risiko - Mengganti peralatan atau mesin produksi
- Mengganti proses produksi
Rekayasa Teknis Melakukan rekayasa fisik - Pemasangan alat pelindung mesin
pada operasional - Pemasangan alat sensor otomastis

- Penggunaan Teknologi Informasi (IT) atau
Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Rekayasa Administrasi | Melakukan rekayasa - Pemisahan lokasi
perilaku pekerja - Pergantian shift kerja
- Pelatihan karyawan
Pemakaian APD Menggunakan Alat - Menggunakan helm, kacamata
Pelindung Diri - Mengunakan sepatu, sarung tangan

- Menggunakan sabuk pengaman
- Menggunakan pelindung telinga, dll.
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Evaluasi Program Pengendalian Resiko K3:

Evaluasi program pengendalian risiko sekurang-kurangnya dilakukan sekali
dalam enam bulan atau setiap semester (setahun 2 kali).

Tujuan evaluasi program pengendalian risiko adalah untuk mengetahui
sejauhmana efektivitas pelaksanaan program pengendalian risiko yang telah
dilakukan dan merumuskan tindakan perbaikannya.

Penilaian efektivitas program pengendalian risiko meliputi:

»  Tidak efektif (1)

»  Kurang efektif (2)

»  Efektif (3)

Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui (mendeteksi) sedini mungkin
adanya risiko residu atau risiko sisa yang masih terjadi.

Setiap hasil penilaian diikuti dengan rekomendasi tindakan lanjutan untuk
mencegabh risiko terjadi.
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Sistem Manajemen K3

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per05/MEN/1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Sistem Manajemen K3) merupakan bagian dari sistem manajemen
secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,
pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan
kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem Manajemen K3
wajib diterapkan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak
100 orang atau lebih; perusahaan yang mempunyai potensi bahaya yang ditimbulkan
oleh karakteristik proses atau bahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti
peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah untuk menciptakan suatu sistem
keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah
dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien dan produktif.

Terdapat 5 (lima) ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu:

a. menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen
terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.

b. merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan
dan kesehatan kerja.

c. menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan
mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk
mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

d. mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

e. meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3
secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan
kesehatan kerja.
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Lembar Kerja

Menyusun Prosedur K3
Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko K3

Penilaian Risiko K3
Potensi

[} Kegiatan Bahaya

Kemungkinan Dampak Risiko Tingkat ~ Keterangan
(K) (o)) (R=K*D)  Rlsiko

Keterangan:
* Nilai Kemungkinan: (1) sangat jarang; (2) jarang; (3) sedang; (4) sering; (5) sangat
sering

* Nilai Dampak: (1) sangat ringan; (2) ringan; (3) sedang; (4) berat; (5) sangat berat
* Tingkat Risiko: (1 —4) sangat rendah; (5 — 8) rendah; (9 — 14) sedang; (15 - 19) tinggi;
(20 - 25) sangat tinggi

Program Pengendalian Risiko K3

Program Pengendalian Risiko K3

Potensi Tingkat

No. Kegiatan Keterangan

Bahaya Risiko Tindakan Sasaran/

Pengendalian  Target Sarpras PIC Waktu
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Evaluasi Program Pengendalian Risiko K3

Evaluasi Program Pengendalian Risiko Rekomendasi

Potensi  Tingkat

No.  Kegiatan CELEVE) Risiko

Tindakan Efektivitas Risiko Tind.akan
Pengendalian Tindakan Residu Lanjutan

Keterangan:
* FEfektivitas tindakan: (1) Tidak Efektif; (2) Kurang Efektif; (3) Efektif

Sesi 7. Sistem ISPO dan standar ISPO pekebun

Judul sesi Sistem ISPO dan standar ISPO untuk pekebun

Unit kompetensi Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan

Material Laptop, powerpoint, ATK
Waktu 90 menit
Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Unit kompetensi mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi
kelapa sawit berkelanjutan diterjemahkan dalam 2 elemen kompetensi yatiu (1)
mempersiapkan pengumpulan bukti kinerja penerapan sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan; dan (2) melakukan pengumpulan bukti kinerja penerapan sistem
sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pada sesi 7 ini peserta
akan diberikan penguasaan terhadap pengetahuan kebijakan ISPO dan standar ISPO
untuk pekebun sebagai dasar kerangka pikir peserta untuk mempersiapkan kegiatan
pengumpulan bukti kinerja penerapan ISPO di kelompok pekebun yang akan
didampingi.
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Didalam kebijakan ISPO memuat kelembagaan sistem ISPO, kredibilitas dan akuntabilitas
sistem, tata cara pengajuan penilaian, tata cara melakukan penilaian, tata cara melakukan
banding, dan standar ISPO. Jadi membicarakan sistem ISPO tidak terbatas pada standar
prinsip dan kriteria penilaian, ini yang perlu dipahamkan kepada peserta.

Di dalam ruang lingkup pendampingan, peserta membutuhkan pengetahuan sistem
ISPO dan pemahaman bagaimana agar ketentuan-ketentuan di dalam sistem ISPO
dapat dipenuhi oleh kelompok pekebun yang didampinginya. Dengan demikian,
peserta dapat melakukan pengumpulan bukti kinerja penerapan sistem sertifikasi
kelapa sawit berkelanjutan.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

*  Memahami kelembagaan ISPO.

¢ Memahami sistem kendali internal

*  Memahami prosedur pengajuan audit ISPO untuk pekebun
*  Menguasai prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun.

3. Pokok Bahasan

* Kelembagaan ISPO

* Prinsip dan kriteria (P&C) ISPO untuk pekebun
* Sistem kendali internal

* Pengajuan audit ISPO untuk pekebun

4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1. Fasilitator mengawali sesi pembelajaran ini dengan menyapa peserta dan
memastikan peserta dalam keadaan sehat.
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2.

Fasilitator memastikan seluruh kelompok diskusi telah mengumpulkan hasil tugas
bedah standar. Apabila ada yang belum mengumpulkan maka fasilitator meminta
mereka untuk mengumpulkannya.

Dengan hasil tugas bedah standar tersebut, fasilitator menanyakan kepada peserta
apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Fasilitator
memberi kesempatan 2-3 peserta untuk menyampaikan beberapa kendala tersebut
dan menurut mereka apa yang harus dilakukan untuk itu.

Setelah selesai, fasilitator menjelaskan bahwa pada sesi 7, sesi 8, dan sesi 9 ke depan
akan memperkuat pengetahuan peserta dalam pendalaman sistem dan standar
ISPO untuk pekebun.

Fasilitator memperkenalkan pelatih  dan mempersilakan untuk memulai
pembelajaran.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih mengenalkan diri secara singkat dan memulai menayangkan bahan
presentasi.

Pelatih menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan dalam sesi
pembelajaran ini.

Pelatih menyampaikan bahwa selama pemaparan materi, peserta diperbolehkan
untuk menyampaikan pertanyaan dengan memberi tanda mengangkat tangan.
Pemaparan dilakukan maksimal selama 60 menit. Ini dikarenakan pokok bahasan
yang disampaikan memerlukan banyak waktu.

Dari pokok bahasan yang disebutkan di atas, pelatih lebih menekankan pada pokok
bahasan prinsip dan kriteria ISPO pekebun. Hal ini karena pada sesi 8 dan sesi 9 akan
membedah standar ISPO pekebun lebih lanjut.

Langkah 3: Pendalaman materi

1.
2.

Setelah pemaparan selesai, fasilitator membuka sesi tanya jawab selama 20 menit.
Fasilitator mempersilakan peserta untuk menanyakan atau memberikan tanggapan
tentang pokok bahasan dalam sesi pembelajaran ini.

Fasilitator mencatat pertanyaan atau tanggapan dari peserta. Kemudian,
mempersilakan pelatih untuk menjelaskannya.
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Langkah 4: Rangkuman materi

1. Fasilitator menekankan bahwa pengetahuan tentang sistem ISPO secara umum
akan menjadidasar kerangka berpikir pendamping dalam pekerjaan pendampingan
kelompok pekebun dalam sertifikasi ISPO.

2. Fasilitator menyampaikan kembali point-point penting selama proses pembelajaran
sesi 7 ini dan merangkum pengetahuan apa yang sudah didapatkan bersama.

3. Fasilitator menutup sesi 7 ini dengan memberikan apresiasi kepada peserta dan
pelatih.

5. Uraian Materi

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil/
ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial
budaya,danramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem ISPO merupakan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sebelumnya, sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelnjutan
Indonesia.

Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa
produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan
kriteria ISPO. Sertifikasi ISPO tersebut dilatarbelakangi bahwa perkebunan kelapa sawit
Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi
negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif,
efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Selain itu, untuk lebih memastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara
sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tujuan sistem sertifikasi ISPO adalah untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan
serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
di pasar nasional dan internasional; dan meningkatkan upaya percepatan penurunan
emisi gas rumah kaca.
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Selanjutnya, teknis penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO tersebut diatur melalui
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sertifikasi ISPO ini bersifat mandatory
untuk perkebunan sawit di Indonesia, termasuk di dalamnya wajib bagi perkebunan
sawit rakyat.

Di dalam sistem ISPO mengatur beberapa komponen yang untuk terselenggaranya
sebuah sistem pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Kelembagaan Sistem ISPO
Di dalam melaksanakan sistem ISPO terdapat pihak-pihak yang mendukung dan
melaksanakan tata kelola sistem, yaitu:

DEWAN PENGARAH KEMENKO
ISPO KEMEMNTAN

Kelembagaan ISPO

(Perpres 44/2020)
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Kelembagaan Sistem ISPO

No Nama Peran dalam Sistem

1 | Dewan Pengarah ISPO | Dewan yang membangun dan menetapkan kebijakan umum dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO. Dewan terdiri dari menteri yang
menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian (ketua dewan)
Menteri pertanian (Ketua Harian), dengan anggota dewan yang terdiri dari:
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang agraria dan tata ruang.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- Kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang standardisasi nasional.

2 | Komite ISPO Kumpulan parapihak yang diketuai oleh Menteri Pertanian. Komite ISPO
terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi Pelaku Usaha, akademisi, dan pemantau
independen. Komite bertugas membangun dan mengembangkan sistem
informasi Sertifikasi ISPO serta menerapkan sistem penggunaan data secara
bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik untuk memberikan
kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat ISPO.

3 | Komite Akreditasi Lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di
Nasional (KAN) bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. KAN berwenang
melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi sehingga layak
menjadi Lembaga sertifikasi (atau disebut juga Lembaga audit).

4 | Lembaga sertifikasi Lembaga penilaian kesesuaian independen yang telah mendapatkan akreditasi
oleh KAN yang bertugas melakukan audit ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
Secara rinci, lembaga Sertifikasi ISPO memiliki tugas dan wewenang untuk:
- Melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan
prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha;
- Menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO;
- Melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO;
- Menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

5 | Auditor Orang yang melakukan penilaian kesesuaian (audit) standar ISPO terhadap unit
usaha perkebunan sawit. Auditor merupakan orang yang bekerja atas nama
Lembaga Sertifikasi dengan kompetensi khusus dan sertifikat profesi.

6 | Pelaku usaha Perusahaan atau pekebun yang menjadi obyek penilaian kesesuaian
standar ISPO. Pelaku usaha atau disebut auditee di dalam sertifikasi ISPO
untuk pekebun dapat berupa: perorangan pekebun, kelompok pekebun,
gapoktan, asosiasi pekebun, dan lain sebagainya yang memiliki legalitas.
Pekebun atau kelompok pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO
harus mengajukan permohonan audit kepada lembaga sertifikasi ISPO.

7 | Lembaga pelatihan Organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan
dalam peningkatan kapasitas sistem ISPO. Lembaga pelatihan
ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
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No Nama Peran dalam Sistem

8 | Pemantau Perorangan atau organisasi indenpenden yang melakukan kegiatan pemantauan
independen terhadap proses audit, hasil audit, dan pelaksanaan kegiatan perkebunan.
9 | Publik Perorangan sebagai warga negara Indonesia atau organisasi atau

kelompok masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

10 | Konsultan/Lembaga Perorangan atau organisasi profesional yang melakukan fungsi pendampingan
Pendamping untuk pemenuhan standar ISPO kepada pelaku usaha perkebunan.

Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi

Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO  dan meningkatkan
keberterimaan serta daya saing pasar secara nasional maupun internasional, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya diseminasi, advokasi, diplomasi
internasional, dan pengakuan keberterimaan terhadap produk dan sistem penilaian
kesesuaian.

Sedangkan, untuk membuka partisipasi, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku
kepentingan dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengelolaan dan
penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.

Partisipasi parapihak dapat dilakukan dengan:

a. Mengusulkan dan memberikan masukan mengenai pengelolaan dan
penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;

b. Meminta dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan
Sertifikasi ISPO:;

C. Melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas pengelolaan dan
penyelenggaraan Sertifikasi ISPO kepada pemerintah, Komite ISPO, KAN, dan/atau
Lembaga Sertifikasi ISPO; dan/atau

d. Bersama pemerintah meningkatkan keberterimaan dan daya saing ISPO, serta Hasil
Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan turunannya di pasar nasional maupun
internasional.

Selain itu, untuk menjamin kredibilitas, sertifikasi ISPO ini bersifat wajib bagi pelaku
usaha perkebunan sawit. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi
ISPO dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud di dalam Permentan Nomer 38 Tahun 2020 dapat berupa: teguran tertulis,
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denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan
sertifikat ISPO dan/atau pencabutan sertifikat ISPO.

Khusus untuk pekebun, sertifikasilSPO wajib dilakukanyaitu 5 tahun sejak diberlakukanya
Perpres 44 Tahun 2020. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun dan setiap tahunnya
dilakukan penilikan (surveilance) oleh lembaga sertifikasi.

Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Pekebun

Unsur-unsur di dalam standar terdapat prinsip, kriteria, indikator, dan verifier. Prinsip
adalah Pernyataan mendasar untuk pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
Kriteria adalah Prasyarat untuk menilai apakah prinsip telah dipenuhi. Indikator adalah
Variabel untuk mengukur kinerja kriteria. Verifier adalah dokumen atau bukti fisik yang
membuktikan bahwa indikator telah terpenuhi.

Prinsip dan kriteria untuk standar ISPO pekebun diatur pada lampiran Il Permentan
Nomor 38 Tahun 2020. Prinsip dan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan.

1.1 Legalitas dan Pengelolaan Pekebun

1.2 Lokasi Pekebun

1.3 Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya

1.4 Legalitas Usaha Perkebun

1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan

Prinsip 2: Penerapan praktek perkebunan yang baik

2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun:
Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi sebagai wadah
bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.

2.2 Pengelolaan Pekebun

2.3 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit

2.3.1. Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan
harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.

2.3.3. Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya dalam melakukan penanaman
harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.

2. Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit di kebun swadaya
dilahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan

gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.
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Prinsip 2: Penerapan praktek perkebunan yang baik

2.3.1. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.

2.3.2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian
OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai dengan
ketentuan teknis dengan memperhati kan aspek lingkungan.

2.3.3. Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen
dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.

2.34. Pengangkutan Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera
diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.

Prinsip 3: Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

3.1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.

3.2 Pelestarian Keanekaragaman Hayati (biodiversity). Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan
keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4: Penerapan transparansi

4.1 Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan
harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.

4.2 Penyediaan Data & Informasi Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku
kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan.

Prinsip 5: Peningkatan usaha secara berkelanjutan

5.1 Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana
aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Pembiayaan Sertifikasi

Biaya sertifikasi ISPO ditanggung oleh unit usaha yang mengajukan sertifikasi kepada
lembaga sertifikasi. Biaya sertifikasi yang diajukan oleh perusahaan perkebunan
dibebankan kepada masing-masing perusahaan perkebunan.

Khusus untuk pekebun, selain dapat dibiayai secara mandiri juga dapat diajukan
bantuan biaya sertifikasi. Bantuan sertifikasi oleh pekebun secara berkelompok dapat
bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendanaan dapat berupa pelatihan, pendampingan,
dan pembiayaan sertifikasi ISPO 1 kali di awal sertifikasi. Biaya penilikan dan sertifikasi
ulang (re-sertifikasi) dibebankan kepada pekebun atau kelompok pekebun.
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Untuk biaya penilikan dan biaya re-sertifikasi, kelompok pekebun perlu menerapkan
mekanisme internal kelompok untuk pembiayaannya. Persiapan pembiayaan penilikan
dan re-sertifikasi perlu diputuskan secara internal kelompok pada awal pengajuan
sertfikasi untuk membangun partisipasi dan transparansi terhadap anggota kelompok.

Sistem Kendali Internal

Khusus untuk pekebun, Permentan Nomor 38 Tahun 2020 mengatur bahwa kelompok
pekebun yang mengajukan sertifikasi ISPO harus memiliki tim ICS yang bertanggung
jawab dalam penerapan ISPO. Internal Control System (ICS) merupakan sistem standar
yangdibuatolehkelompokpekebununtukdijadikanrujukandalam mengelola organisasi
kelompok tani, mengelola perkebunan sawit secara kolektif, dan pengembangan
usaha secara berkelanjutan sebagai syarat memperoleh sertifikat ISPO dengan sistem
berkelompok.

Sistem Kendali Internal atau Internal Control System (ICS) merupakan bagian dari sistem
jaminan mutu yang terdokumentasikan dalam Standard Operating Procedure (SOP).
Pengendalian sistem tersebut dilakukan oleh tim ICS, yang merupakan unit kerja
sertifikasi yang dibentuk oleh kelompok pekebun.

Tim ICS bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan mengatur SOP bagi
kelompok pekebun. Tim ICS memastikan terlaksananya SOP dan melaksanakan fasilitasi
untuk penerapan SOP bagi anggota-anggota kelompok.

Struktur tim ICS dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan kelompok pekebun yang
bertujuan agar sistem dan SOP-SOP dapat terkontrol dan diterapkan dengan tepat.
Struktur tim ICS dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dari kelompok pekebun.

Pengajuan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun

Pengajuan sertifikasi dapat dilakukan oleh kelompok pekebun kepada lembaga
sertifikasi untuk dilakukan penilaian (audit). Pengajuan tersebut dapat dilakukan
setelah kelompok pekebun memenuhi semua prinsip dan kriteria dalam standar ISPO
untuk pekebun. Pemenuhan standar tersebut dapat diyakini terpenuhi setelah tim ICS
melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap kesiapan kelompok.
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Proses pengajuan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui beberapa tahapan, secara

singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kelompok pekebun mengajukan permohonan penilaian sertifikasi ISPO kepada
lembaga sertifikasi.

Lembaga sertifikasi menerima dokumen permohonan penilaian tersebut dan
melakukan telaah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah disetujui dan ditandatangani kontrak kerjasama untuk sertifikasi, lembaga
sertifikasi menugaskan auditor untuk melakukan audit | untuk menilai keabsahan
dokumen legalitas dan penentuan sampel untuk audit Il. Setelah audit | dinyatakan
memenuhi, maka lembaga sertifikasi melanjutkan ke audit Il untuk melakukan
verifikasi terdapat seluruh dokumen.

Setelah dinyatakan memenuhi standar, lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat
ISPO kepada kelompok pekebun.

Penilaian atau disebut juga “audit sertifikasi” ISPO berpedoman pada Peratuan Presiden
Nomor 44 Tahun 2020 dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020. Atas dasar regulasi
tersebut, beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh pendamping dan kelompok

adalah sebagai berikut:

Perihal tata cara pengajuan sertifikasi

a.

Permohonan disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO dengan
melampirkan: izin usaha perkebunan/STDB, bukti kepemilikan hak atas tanah, izin
pengelolaan/SPPL, penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, LS ISPO membuat surat
perjanjian untuk dibahas sehingga terjadi kesepakatan antara LS dan kelompok tani.
Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut memuat: hak dan kewajiban, rencana sertifikasi (meliputi:
audit tahap 1, audit tahap 2, pengambilan keputusan sertifikasi, dan sumberdaya
yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi), penilakan, jangka waktu perjanjian,
perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi, perselisihan, dan
keadaan darurat.

d. Jangka waktu perjanjian paling sedikit selama 1 siklus sertifikasi.
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Perihal tata cara audit

Audit dilakukan 2 tahap yaitu audit tahap 1 dan audit tahap 2.

. Audit tahap 1 dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian

sertifikasi ISPO antara auditee (pihak yang diaudit/kelompok) dan lembaga sertifikasi.

Audit tahap 1 meliputi penilaian terhadap:

- Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas,

- Sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2,

- Titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan
lindung,

- Tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3),

- Kebun dengan kemiringan tertentu,

- Para pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

. Apabila hasil audit tahap 1 telah memenuhi ketentuan penilaian maka dapat

dilanjutkan pada audit tahap 2. Jika tidak memenuhi, maka auditee diberikan

kesempatan memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak dilakukan

penilaian.

Apabila auditee tidak dapat melakukan perbaikan maka proses audit tahap 1

dihentikan dan permohonan dikembalikan disertai alasan penghentian.

Audit tahap 2 meliputi penilaian terhadap:

- Seluruh dokumen yang digunakan oleh kelompok (auditee);

- Penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;

- Kompetensi dari petugas yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

- Konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada parapihak/pemangku
kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Audit tapan 2 menggunakan metode sampling:

- Ukuran sampling untuk sertifikasi awal ditetapkan dengan formula (0,8+y) x (2)

- yadalah jumlah estimasi kebun yang akan dinilai dalam satu grup

- zadalah perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko

- Resikorendah = pengali 1, adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria
tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam, cagar
alam, dan atau kawasan rawan bencana alam), tidak bergambut, mempunyai
topografi datar, dan tidak ada peremajaan.

- Resiko menengah = pengali 2, adalah untuk areal perkebunan yang memiliki
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kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topograf
berbukit, dan atau adanya peremajaan.

- Resiko tinggi = pengali 3, adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria
sebagia atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup
kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan
suaka alam, cagar alam, dan atau kawasan rawan bencana alam).

Perihal Tindakan Perbaikan

a.

Apabila hasil audit tahap 2 telah memenuhi ketentuan penilaian maka dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan sertifikasi ISPO.

Apabila hasil audit tahap 2 tidak memenuhi ketentuan penilaian, maka auditee
diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling
lama 6 bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan auditee tidak dapat melakukan
perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada
auditee disertai alasan penghentian.

Perihal Pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat

a.

Berdasarkan hasil audit mulai dari permohonan sampai dengan laporan hasil
audit tahap 1 dan tahap 2, Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO melakukan pengambilan
keputusan paling lama 1 bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.
LS ISPO dalam melakukan pengambilan keputusan didasarkan pada mekanisme
yang jelas dan transparan dan sumberdaya manusia yang tidak memiliki konflik
kepentingan.

Pengambilan keputusan berupa pemberian sertifikat ISPO atau penolakan
pemberian sertifikat ISPO.

Keputusan pemberian sertifikat dipublikasikan pada lama web LS ISPO paling lama
30 hari setelah keputusan sertifikat ISPO.

Jika LS ISPO menolak pemberian sertifikat ISPO, permohonan dikembalikan kepada
auditee disertai alasan penolakan.

LS wajib meloprkan sertifikat yang diterbitkan kepada menteri.

Perihal Sertifikat ISPO
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a.
b.

Sertifikat berlaku 5 tahun dan setiap tahun dilakukan penilikan.

Sertifikat ISPO menginformasikan tentang: nama dan alamat pelaku usaha/
kelompok, lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun, produkstifitas dan total produksi
unit tersertifikasi, nomor register sertifikat, nama dan alamat LS ISPO, tanggal
penerbitan dan berakhirya sertifikat ISPO, logo KAN dan nomor akreditasi LS ISPO,
model rantai pasok, dan logo ISPO.

Auditee (kelompok) yang telah memperoleh sertifikat ISPO wajib mempertahankan
dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsiten.

Perihal Re-sertifikasi ISPO

a.

Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib
diperpanjang kembali.

Perpanjangan kembali dilakukan pelaku usaha/kelompok dengan mengajukan
permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya masa
berlaku sertifikat ISPO.

Pelaksanaan sertifikat ulang dilakukan melalui audit tahap 1 dan tahap 2 sesuai
dengan proses sertifikasi ulang.

Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi prinsip dan kriteria
ISPO maka LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2.
Perubahan signifikan yang dimaksud adalah berupa perubahan dokumen perizinan,
luas kebun, dan atau kapasitas unit pengolahan.

Waktu audit untuk re-sertifikasi adalah 0,8 HOK sertifikasi awal.

Keputusan re-sertifikasi ditetapkan sebelum masa berlaku sertifikat ISPO dan paling
lama 4 bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2.
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Sesi 8. Prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip
penerapan praktek perkebunan yang baik.

Judul sesi Prinsip legalitas dan prinsip praktek perkebunan yang baik

Unit kompetensi 1. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

2. Membangun jejaring kerja.

3. Merencanakan pendampingan.

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 180 menit
Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripsi Singkat

Melanjutkan penguatan unit kompetensi mengumpulkan bahan dan data keterangan
kinerja sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan pada sesi 7 Sistem ISPO dan standar
ISPO pekebun, pada sesi 8 ini akan mempertajam prinsip, kriteria, dan indikator untuk
prinsip 1. kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, serta prinsip 2. Penerapan
praktek perkebunan yang baik.

Pendalaman prinsip 1 dan prinsip 2 dibutuhkan agar peserta pelatihan dapat
mempersiapkan kegiatan pengumpulan bukti kinerja penerapan sistem sertifikasi
kelapa sawit berkelanjutan sebagai elemen kompetensi. Selanjutnya, peserta dapat
melakukan pengumpulaan bukti kinerja peneapan sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan sebagai elemen kompetensi.

Sesi 8 ini akan lebih memperdalam tingkat kriteria dan tingkat indikator, serta
pembuktian untuk mengukur indikator pada prinsip 1 dan prinsip 2 standar ISPO
pekebun. Dengan demikian pendamping dapat merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pendampingan terhadap kelompok pekebun dalam memenuhi kedua prinsip
tersebut.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.
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Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

4.

Memahami kriteria dan indikator prinsip 1 dan prinsip 2 standar ISPO pekebun.
Mengidentifikasi bahan dan data yang dibutuhkan untuk penerapan prinsip 1 dan
prinsip 2 standar ISPO pekebun.

Merumuskan mekanisme pengumpulan bahan dan data bukti pemenuhan prinsip
1 dan prinsip 2 standar ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

Legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat
Legalitas usaha perkebunan kelapa sawit rakyat
Legalitas kelembagaan kelompok

Good Agriculture Practices (GAP)

Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitator membuka sesi pembelajaran dengan salam pembuka dan memastikan
peserta dalam keadaan sehat dan nyaman.

Fasilitator menyinggung perihal tugas bedah standar yang sudah dikerjakan
dalam tugas kelompok. Khususnya pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan
dan perundangan, di situ terdapat pembahasan parapihak yang berwenang
menerbitkan dokumen verifier. Untuk prinsip penerapan perkebunan yang baik,
peserta juga telah sekilas mendalaminya. Peserta juga telah membahas srtategi
dalam melakukan fasilitasi untuk memperoleh atau menghasilkan dokumen
tersebut.

Fasilitator menyakinkan peserta, bahwa sebenarnya seluruh peserta telah
memperoleh gambaran umum tentang prinsip satu dan prinsip dua dari pengerjaan
tugas kelompok tersebut. Untuk memperdalam tentang dokumen verifier, pada sesi
ini akan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam.

Fasilitator memperkenalkan pelatih dan menyerahkan waktu untuk pemaparan
materi.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokokk bahasan pada sesi
pembelajaran ini.
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2.
3.

Pelatih menyampaikan paparan materi selama 30 menit.
Untuk pendalaman materi, pelatih memberikan tugas kelompok.

Langkah 3. Penugasan kelompok

1.

Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas

kelompok selama 30 menit.

Fasilitator memberikan penjelasan tugas kelompok dengan pembagian sebagai

berikut:

* Kelompok 1 mengerjakan tugas untuk prinsip satu.

*  Kelompok 2 mengerjakan tugas untuk prinsip dua pada kriteria 2.1; 2.2; dan 2.3
meliputi sub kriteria 2.3.1 s/d 2.3.3

* Kelompok 3 mengerjakan tugas untuk prinsip dua pada kriteria 2.3 meliputi sub
kriteria 2.3.4 s/d 2.3.7

Tugas kelompok dikerjakan dalam bentuk file MS word.

Pelatih menjelaskan tugas kelompok dengan menampilkan lembar kerja Langkah

Fasilitasi Pemenuhan Prinsip 1 & 2.

Pelatih memastikan bahwa seluruh peserta memahami instruksi tugas yang

diberikan. Apabila ada peserta yang belum jelas, pelatih kembali menerangkan

instruksi tugas tersebut.

Langkah 4: Pendalaman materi

1.

Fasilitator meminta seluruh peserta kembali memasuki kelas, setelah waktu
pengerjaan tugas selama 30 menit.

Fasilitator meminta hasil tugas kelompok dikumpulkan kepadanya. Hasil tugas
terebut dibagikan kepada seluruh peserta, dapat dibagi melalui google drive atau
sarana lainnya. Fasilitator perlu memastikan seluruh peserta dapat mengakses
seluruh hasil tugas kelompok tersebut.

Fasilitator memberikan waktu kepada pelatih untuk memperdalam pokok bahasan
sesuai dengan temuan kesulitan yang dialami oleh peserta selama mengerjakan
tugas.

Pelatih menjawab dan menjelaskan kesulitan dan apa yang belum dipahami oleh
peserta tersebut.

Di akhir sesi pendalaman materi, pelatih menyampaikan pentingnya pemahaman
dokumen dan bagaimana cara memperolehnya agar kegiatan pendampingan
kepada kelompok pekebun dapat dilakukan dengan baik.
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Langkah 5: Rangkuman materi

1.

Fasilitator menyampaikan rangkuman pokok bahasan pada prinsip satu dan prinsip
dua.

Pada sesi pembelajaran selanjutnya dengan metode yang sama, peserta akan
mendalami prinsip tiga, empat, dan lima.

Fasilitator menutup sesi ini dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang
tinggi untuk seluruh peserta dan juga pelatih.

Uraian Materi

Legalitas lahan
Kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun memiliki indikator bahwa pekebun wajib
memiliki akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.

Dokumen inilah yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas tanah atau lahan.
Pendamping perlu mengetahui perihal hak atas tanah agar kegiatan pendampingan
dalam pemenuhan dokumen sertifikasi dapat dilakukan dengan tepat.

Di dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal 5 jenis sertifikasi tanah yang sah,
yaitu:

a.

SertifikatHak Milik (SHM). SHM ialah dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan
yang sah dan valid atas sebidang tanah. Jenis surat tanah yang satu ini merupakan
sertifikat tertinggi dan paling kuat di mata hukum. Pemilik sertifikat hak milik tanah
dan bangunan ini memiliki hak penuh untuk mengelola, serta memanfaatkan tanah
sesuai yang diinginkan.

Sertifikat Tanah Berbentuk Girik. Girik adalah bukti surat pembayaran pajak atas
lahan, yang menjadi bahwa seseorang telah menguasai sebidang lahan. Lahan
dengan status girik adalah lahan bekas hak milik adat, yang belum didaftarkan di
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dibanding jenis surat kepemilikan tanah lainnya,
status hukum girik tergolong cukup rendah atau tidak kuat.

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU). Jenis sertifikat ini dapat dipastikan status tanah
tersebut adalah milik negara. Jenis sertifikat tanah ini diberikan oleh pemerintah
bagi individu ataupun badan usaha untuk mengelola sebidang tanah dengan
tujuan tertentu. Luas tanah yang dapat dijadikan sebagai HGU minimal 5 hektar dan
maksimal 25 hektare. Untuk jangka waktu penggunaan HGU maksimal 35 tahun
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dan dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun.

d. Sertifikat Hak Pakai. Jenis sertifikat ini menunjukkan hak atas penggunaan atau
mengambil hasil lahan milik negara. Selain milik negara, bisa juga milik pihak lain
kepada pihak kedua lewat sebuah perjanjian. Hak pakai diberikan selama jangka
waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur
pemerasan.

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Pemegang SHGB biasanya memanfaatkan
lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lainnya. Pemberian hak
tersebut juga dibatasi jangka waktu tertentu, biasanya sertifikat hak guna bangunan
akan habis selama 30 tahun. Jika jangka waktu pemberian haknya habis, maka dapat
diperpanjang kembali untuk waktu 20 tahun ke depan.

Regulasi yang terkait dengan pengurusan hak atas tanah adalah: UU No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PP No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Untuk menjamin kepastian hukum , diperlukan pendaftaran tanah
di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran
perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan
hak tersebut, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak. Sertifikat atau surat tanah
dikeluarkan oleh BPN.

Kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan

Luas kebun sawit dalam kawasan hutan negara mencapai 3,4 juta hektare atau 20
persen dari keseluruhan tutupan sawit di Indonesia yang mencapai 16,8 juta hektare.
Dari 34 juta hektare tersebut terdapat 1,2 juta hektare kebun sawit rakyat berada di
dalam kawasan hutan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan:

* Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan.

* Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang program reformasi agraria.

* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P17 Tahun 2018
tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan
untuk sumber tanah obyek agraria (TORA) sebagai peraturan pelaksana reforma
agraria.
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Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai
dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset adalah
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam
rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan,
penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan
lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang
berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

TORA sebagai program reforma agraria memungkinkan untuk perubahan peruntukan
kawasan hutan menjadi penggunaan lain. Pemerintah akan melakukan pola
penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang
tanah itu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Langkah penyelesaian di dalam TORA adalah:
pelepasan kawasan, tukar menukar kawasan hutan, program perhutanan sosial, dan
program pemukiman kembali.

Legalitas usaha

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perkebunan, bahwa perkebunan adalah
segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media
tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang
dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.

Jenis usaha perkebunan terdiri dari:

a. Usaha budidaya tanaman perkebunan, yaitu merupakan serangkaian kegiatan
pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanen, dan sortasi.

b. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu kegiatan pengolahan yang
bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

c. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan
hasil perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan
pendaftaran oleh bupati/walikota. Usaha yang terdaftar diberikan Surat Tanda Daftar
Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB).
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Peorangan yang memiliki lahan perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar disebut
dengan pekebun. Dengan demikian pekebun diwajibkan untuk memiliki STDB.

STDB merupakan tanda daftar usaha yang setidaknya berisi keterangan pemilik dan
data kebun, domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah,
luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk,
pengolahan, jenis tanah, dan tahun tanam. STDB berlaku selama usaha budidaya
tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/P1.400/2/2018
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya,
STDB ini tidak termasuk kegiatan perizinan usaha. Penerbitan STDB oleh pemerintah
kabupaten/kota adalah untuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya
dengan tujuan untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, dan
data teknis kebun.

Dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja, perizinan berusaha diatur dalam Sistem
Online Single Submission (OSS). Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan
oleh Lembaga OSS untuk penyelengaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada regulasi tersebut, pekebun kelapa sawit wajib memiliki Perizinan
Berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha. NIB adalah bukti registrasi pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan risiko usaha, pekebun termasuk skala usaha berisiko kecil dan tingkat risiko
rendah dengan lahan kurang dari 25 hektar. Masa berlaku NIB adalah selama pelaku
usaha menjalan kegiatan usaha.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI

103



104

Selain mengurus NIB, pelaku usaha juga perlu mengurus legalitas dokumen lingkungan
hidup. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, dipersyaratkan dokumen lingkungan
hidup yang berupa SPPL yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.

SPPL berisi pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak
lingkungan hidup dari kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dimaksud adalah segala
bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup
serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk
Berusaha. Untuk penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL dilakukan
terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah. Penetapannya
dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui
keputusan gubernur atau bupati/wali kota.

Legalitas kelembagaan

Organisasi kelembagaan pekebun dapat dalam bentuk kelompok pekebun, kelompok
tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau pun bentuk organisasi petani lainnya.
Legalitaskelembagaan tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen pembentukan
kelompok tani atau organisasi yang disertai dengan susunan pengurus.

Secara formal, organisasi juga perlu memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh notaris. Untuk koperasi, dokumen kelembagaan
berupa akte pendirian koperasi dan dokumen badan hukum koperasi.

Praktek perkebunan yang baik

Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)
harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat diwujudkan peningkatan kualitas
dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun yang maksimal.
Salah satu elemen yang penting dalam bagian GAP adalah organisasi pekebun yang
mapan dan efektif untuk melakukan praktek-praktek perkebunanan secara tepat dan
efisien.

MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Penerapan teknis budidaya merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok guna

memperbaiki dan meningkatkan produktifitas TBS dengan tetap mempertahankan
kualitas lingkungan. Pengelolaan kebun yang ramah terhadap geofisik dan biodiversiti
diharapkan dapat menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai tulang
pungggung sumber penghidupan bagi pekebun-pekebun secara bersama di dalam
kelompok.

Ruang lingkup penerapan GAP meliputi:

a.

Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi tanah dan air

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang Undang
Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain menyatakan: Setiap Pelaku Usaha
Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar,
dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran
lahan dan kebun.

Pembukaan lahan dilakukan dengan berpegang pada prinsip ramah lingkungan.
Tidak diperbolehkan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (PLTB/
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar) karena dapat berakibat pada potensi kebakaran
dan rusahnya ekosistem tanah.

Perbenihan untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun

Benih harus berasal dari benih unggul yang telah mendapatkan sertifikasi benih.
Kegiatan perbenihan terdiri dari sub kegiatan meliputi: persiapan pembibitan,
pembibitan, persiapan pemindahan bibit ke lapangan, pemeliharaan bibit, dan
pemangkasan pelepah pertama.

Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya

Penanaman harus mempertimbangkan kualitas lahan dan biofisik areal agar tidak
menimbulkan kebakaran, erosi, dan banjir, serta tidak berdampak buruk pada
ekosistem tanah dan air. Kegiatan penanaman terdiri dari sub kegiatan meliputi:
pola tanam, kerapatan tanaman, pembuatan lubang tanam, pemupukan awal,
pengangkutan bibit, dan penanaman bibit.
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d. Penanaman pada Lahan Gambut

Penanaman pada lahan gambut harus mempertimbangkan biofisik areal agar tidak
menimbulkan kebakaran dan tetap menjaga kelembaban lahan gambut. Kegiatan
penanaman terdiri dari sub kegiatan meliputi: pola tanam, kerapatan tanaman,
pembuatan lubang tanam, pemupukan awal, pengangkutan bibit, dan penanaman
bibit.

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman terdiri dari pemeliharaan sebelum tanaman menghasilkan
buah dan pemeliharaan tanaman yang telah menghasilkan buah. Pemeliharaan
sebelum tanaman menghasilkan buah disebut dengan Pemeliharaan Tanaman
Belum Menghasilkan (TBM). Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) terdiri
dari pekerjaan teknis meliputi: sensus pohon, perawatan piringan-jalan pikul-jalan
control, perawatan gawangan, perawatan jalan-parit-jembatan, pengendalian hama
dan penyakit (OPT), penunasan dan penyusunan pelepah, dan pemupukan.

Pengendalian OPT

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah hewan atau tumbuhan yang
mengganggu, menghambat, atau mematikan tanaman yang dibudidayakan.
Kategori OPT yakni Kelompok Hama dan Kelompok Penyakit.

Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan,
peramalan, pemeriksanan, pengendalian, analisis dan evaluasi  hasil,
bimbingan pengendalian, pemantauan daerah sebar OPT, serta visualisasi dan
informasi. Beberapa teknik pengendalian OPT yang dapat dilakukan antara
lain: Pengendalian secara kultur teknik, pemangkasan dan penjarangan,
pemupukan, pengendalian secara hayati, pengendalian secara mekanik
dan fisik, perangkap, perlakuan panas, penggunaan lampu perangkap, dan
pengendalian secara kimiawi.

Secara teknis untuk melakukan pendampingan budidaya kelapa sawit, Yayasan Kehati
bekerjasama dengan Instiper telah meluncurkan aplikasi sawitkita. Aplikasi tersebut
merupakan platform digital yang dapat diunduh melalui playstore dan appstore.
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Sawitkita yang merupakan akronim dari Smallholder Assisted with Information Technology
KEHATI-INSTIPER Yogyakarta.  Sawitkita menyediakan media belajar multimedia
mengenai praktek budidaya kelapa sawit yang baik (good agriculture practices) dan
praktek budidaya kelapa sawit terbaik (best management practices) dalam bentuk
Learning Management System (LMS).

SawitKita adalah sebuah platform terintegrasi yang terdiri dari 3 pilar utama.

a. Pilar pertama, menyediakan system pakar yang dapat mendampingi pekebun
dalam mengambil keputusan operasional kebun. System pakar yang tersedia saat
ini meliputi system pakar persiapan lahan (LahanKita), system pakar pembibitan
(BibitKita), system pakar pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPTKita),
system pakar pemupukan (FertiKita), system pakar administrasi keuangan (DanaKita),
dan system pakar pengelolaan panen (PanenKita).

b. Pilar kedua dari SawitKita adalah Learning Management System (LMS) yaitu SawitKita
Learning. SawitKita Learning terdiri dari 21 kursus budidaya sesuai kebutuhan
penerapan GAP dan BMP di perkebunan kelapa sawit.

c. Pilar ketiga adalah fitur diskusi HelloPlanters. Pada fitur ini pengguna dapat
berinteraksi langsung dengan pakar untuk memecahkan permasalahan yang
dihadapi terkait budidaya kelapa sawit.

Foalures of SAWITEITA

Digital Extension - = o T B ‘4
Plnﬂﬂﬂﬂ fﬂr ﬂil . F i MBITkita PANEMKITa
Palm Smallholders

in Indonesia . ey - oo

LAHA&M TS L LMS SAWTTIOTA

* ot @ than 2000 Smallholders rom oll over indonesk
have used SAWITKITA =
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Lembar Kerja Langkah Fasilitasi Pemenuhan Prinsip 1 & 2
Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Kriteria

1.1 | Legalitas dan
Pengelolaan
Pekebun

Standar ISPO

Indikator

Mempunyai sertifikat
tanah, akta jual beli
tanah, girik, dan bukti
kepemilikan tanah
lainnya yang sah.

Verifier

1.

w

wi

Hak atas tanah (HGU, SHM)
harus dapat ditunjukkan,
seperti: Sertifikat tanah, akta
jual beli tanah, girik, dan
bukti kepemilikan lainnya.

. Hak atas tanah yang dalam

proses pengurusan harus
dapat menunjukkan surat/
dokumen pengurusan.

. Nama pemegang Hak Atas

Tanah (SHGU, SHM) sesuai
dengan nama unit sertifikasi.

. Luas Hak Atas Tanah (SHGU, SHM,

tidak dapat lebih besar dari STDB

. Luasan operasional telah sesuai

dengan Hak Atas Tanah (SHGU,
SHM) yang ada Hak Atas Tanah.

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenuhioleh
kelompok pekebun

1.2 | Lokasi Pekebun

Lahan pekebun
mengacu kepada

penetapan tata ruang.

. Tanah dalam Izin Lokasi

sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW).

Lokasi pekebun tidak tumpang
susun dengan perizinan lain
yang sudah lebih dahulu

ada alas hak tanahnya.

1.3 | Sengketa Lahan
dan Kompensasi
serta Sengketa
Lainnya

Bila telah terjadi
sengketa lahan dan
sengketa lainnya:

1. Mempunyai
dokumen progres
musyawarah untuk
penyelesaian
sengketa dan
tersedia peta lokasi
sengketa lahan.

2. Mempunyai salinan
perjanjian yang
telah disepakati

w

4

. Tersedia hasil identifikasi areal

sengketa pada seluruh area
operasionalnya yang berada
di dalam lokasi kebun.

. Tersedia peta lahan/ sketsa

yang menjadi sengketa.

. Tersedia laporan proses

penyelesaian sengketa telah
dilaporkan ke Instansi terkait
dan tanda terimanya.

. Tersedia dokumen kesepakatan

terkait laporan penyelesaian
sengketa termasuk infomasi
tentang batas-batas kebun
yang disengketakan.
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Kriteria

Standar ISPO

Indikator

Verifier

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenuhioleh
kelompok pekebun

14 | Legalitas Usaha Surat Tanda Daftar 1. Untuk lahan <25 ha tersedia
Perkebun Usaha Perkebunan dokumen STD sesuai

Untuk Budidaya dengan lokasi kebun.

(STD-B). 2. STDB dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang, sesuai
peraturan perundangan
yang berlaku.

1.5 | Kewajiban terkait | 1. Memiliki izin 1. Tersedia dokumen SPPL yang

Izin Lingkungan

lingkungan
sesuai SPPL.

2. Memiliki catatan
pelaksanaan

penerapan SPPL.

diterbitkan oleh intansi terkait.
2. SPPL diterbitkan oleh
Instansi yang berwenang.
3. Tersedia catatan pelaksanaan
penerapan SPPL.
4. Membuat dan menyampaikan
laporan pelaksanaan SPPL
kepada instansi terkait.
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Prinsip 2. Penerapan praktek perkebunan yang baik

Kriteria

Indikator

Standar ISPO

Verifier

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun

2.1 | Organisasi 1. Pekebun memiliki | 1. Memiliki tanda bukti
Kelembagaan kelembagaan pekebun masuk kelompok
Pekebun: dalam bentuk tani dan/atau koperasi.

Pekebun dapat kelompok tani 2. Tersedia rekaman pembentukan
bergabung atau koperasi. kelompok tani dan atau koperasi
dalam 2. Mempunyai beserta susunan pengurus
kelompok tani dokumen yang dilengkapi uraian tugas
atau koperasi pembentukan untuk setiap pengurus guna
sebagai wadah kelompok tani mendukung kelancaran kegiatan.
bersama untuk dan/atau koperasi | 3. Tersedia dokumen tentang
memenuhi yang diketahui organisasi kelembagaan Pekebun
aspirasi dan oleh pejabat atau koperasi lengkap dengan
kebutuhan berwenang. akte pendirian dan Anggran Dasar
anggotanya. (AD)/Anggaran Rumah Tangga
(ART) di pekebun, kelompok
tani,dan/atau koperasi.

4. Tersedia dokumen badan
hukum koperasi sesuai
peraturan perundangan.

5. Tersedia dokumen daftar
anggota kelompok tani dan
koperasi dengan jumlah minimal
setiap kelompok antara 20 -

30 Pekebun atau disesuaikan
dengan kondisi lingkungan
masyarakat dan usaha taninya.

2.2 | Pengelolaan 1. Memiliki dokumen | 1. Tersedia dokumen rencana
Pekebun rencana kegiatan kegiatan operasional mencakup

operasional kebutuhan sarana produksi,
pekebun, perkiraan produksi, kegiatan
kelompok tani dan/ pemeliharaan tanaman,
atau koperasi. pengendalian OPT, panen,

2. Tersedia laporan pengangkutan TBS, pemeliharaan
kegiatan pekebun, terasering, drainase, jalan produksi
kelompok tani dan/ dan lain sebagainya serta rencana
atau koperasi. peremajaan bila sudah diperlukan.

2. Tersedia dokumen laporan
yang cukup lengkap kegiatan
kelompok tani dan atau koperasi.
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Kriteria

Standar ISPO

Indikator

Verifier

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun

2.3 | Penerapan
Teknis
Budidaya Dan
Pengangkutan
Kelapa Sawit:

2.3.1 | Pembukaan Memiliki dan Tersedia SOP pembukaan lahan,
lahan yang melaksanakan SOP mengacu pada Pedoman Teknis
memenuhi dan instruksi kerja Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dari
kaidah-kaidah cara pembukaan Ditjenbun Kementerian Pertanian
konservasi lahan tanpa bakar. dan pedoman dari instansi lainnya.
tanah dan air. a) Tersedia dokumentasi/

rekaman kegiatan pembukaan
lahan tanpa membakar.

b) Tersedia rekaman penanaman pada
lahan miring yang dapat ditanami
dengan melakukan terasering.

¢) Tersedia rekaman penanaman pada
lahan yang memerlukan konservasi
dilakukan dengan pembuatan
sistem drainase dan terasering.

2.3.2 | Perbenihan 1. Menggunakan 1. Tersedia rekaman menggunakan
Untuk benih tanaman benih sesuai dengan standar yang
mendukung berasal dari sudah dilepas oleh Pemerintah.
produktivitas produsen benih 2. Tersedia rekaman sosialisasi
tanaman dari yang telah dan informasi terkait benih
Pekebun, benih mendapat sertifikat bersertifikat melalui gapoktan
yang digunakan dari instansi dan kelompok tani.

harus berasal
dari sumber
benih yang
telah mendapat
rekomendasi

dari pemerintah.

yang berwenang
dan diakui oleh
Kementerian
Pertanian.

2. Mempunyai
catatan asal benih.

3. Tersedia penggunaan benih
dari perusahaan sumber
benih/ penangkar yang
ditetapkan pemerintah.

4. Tersedia rekaman asal benih
yang dapat disediakan oleh
perusahaan yang bermitra
dengan petani swadaya.

5. Tersedia surat keterangan
penggunaan benih dari Dinas
yang membidangi Perkebunan/
Balai Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.

6. Tersedia dokumen/catatan
perbenihan di pekebun,
kelompok tani dan koperasi
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Kriteria

Standar ISPO

Indikator

Verifier

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun

2.3.3 | Penanaman 1. Memiliki dan 1. Tersedia SOP penanaman
pada Lahan melaksanakan dengan acuan GAP.
Mineral Pekebun SOP penanaman 2. Tersedia SOP pedoman teknis
swadaya dalam yang sesuai penanaman harus mencakup:
melakukan Good Agriculture a) realisasi luas areal penanaman,
penanaman Practise (GAP). b) pengaturan jumlah tanaman
harus sesuai 2. Memiliki catatan dan jarak tanam sesuai dengan
baku teknis pelaksanaan kondisi lapangan dan praktek
dalam penanaman. budidaya perkebunan yang baik,
mendukung €) pembuatan terasering
produktivitas untuk lahan miring.
tanaman. 3. Tersedia data tahun tanam,
sumber bibit, luas lahan, jumlah
tanaman per hektar, penggunaan
pupuk, penanggulangan hama
dan penyakit, jenis herbisida,
insektisida, pestisida, fungisida.
2.34 | Penanaman Memiliki catatan 1. Tersedia rekaman penanaman
pada Lahan untuk penanaman dilakukan pada lahan gambut,
Gambut pada lahan gambut sesuai dengan peraturan yang
Penanaman yang mengacu berlaku (rujukan Permentan,

kelapa sawit di
kebun swadaya
dilahan gambut
dapat dilakukan
dengan
memperhatikan
karakteristik
lahan gambut
sehingga tidak
menimbulkan
kerusakan fungsi
lingkungan.

kepada peraturan
dan ketentuan
yang berlaku.

PP 71/2014 jo PP NO. 57/2018,
Permen LHK 10/2019)

2. Lapisan tanah mineral di bawah
gambut bukan pasir kuarsa atau
tanah sulfat masam dan pada
lahan gambut dengan tingkat
kematangan matang (saprik).
Areal disisakan minimal 30%
tidak ditanami untuk konservasi
(berlaku untuk kebun yang dibuka
setelah peraturan berlaku).

3. Tersedia rekaman pengaturan
jumlah tanaman dan jarak
tanam sesuai dengan kondisi
lapangan dan praktek budidaya
perkebunan terbaik

4. Tersedia rekaman adanya
tanaman penutup tanah.

5. Tersedia rekaman pengaturan
tinggi air tanah antara 60 — 80
cm dengan pembuatan tata
air kebun (saluran cacing)
untuk menghambat emisi
CO2 dari lahan gambut.
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Kriteria

Standar ISPO

Indikator

Verifier

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun

2.3.5 | Pemeliharaan 1. Memiliki SOP dan 1. Tersedia data populasi tanaman
Tanaman dalam Instruksi Kerja sesuai standar yang ditetapkan
mendukung pemeliharaan dengan melakukan sisipan.
produktivitas tanaman. 2. Tersedia rekaman
tanaman. 2. Memiliki catatan pemeliharaan piringan

mengenai 3. Tersedia rekaman
pemupukan pemeliharaan tanaman
tanaman dan penutup tanah (cover crop)
pelaksanaan a) sanitasi kebun dan
pemeliharaan penyian gan gulma,
tanaman b) rekomendasi dan
realisasi pemupukan,
¢) laporan kegiatan
pemeliharaan tanaman
4. Tersedia data jenis dan jumlah
pupuk, pestisida yang digunakan.
2.3.6 | Pengendalian 1. Memiliki dan 1. Tersedia SOP Pedoman

Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
(OPT).

melaksanakan
Petunjuk Teknis
Pengamatan dan
Pengendalian
Hama Terpadu
(PHT)/ Integrated
Pest Management
(IPM).

2. Mempunyai sarana
pengendalian OPT
sesuai petunjuk
teknis serta tenaga
(regu) pengendali
yang sudah terlatih

pengendalian OPT yang menjamin
bahwa Pengendalian OPT
dilakukan dengan Pengendalian
Hama Terpadu/PHT, yaitu melalui
teknik budidaya, kebersihan
kebun, penggunaan musuh

alami (parasitoid, predator dan
agens hayati), secara mekanis

dan penggunaan pestisida

secara terbatas dan bijaksana.

2. Tersedia dokumen pestisida yang
digunakan telah terdaftar di Komisi
Pestisida Kementerian Pertanian

3. Tersedia ruang penyimpan
an alat dan bahan kimia
pengendalian OPT

4. Tersedia SOP penanganan limbah
pestisida dilakukan sesuai petunjuk
teknis untuk meminimalisir dampak
negatif terhadap lingkungan.
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237

Kriteria

Pemanenan
Pekebun,
kelompok

tani, koperasi
memastikan
bahwa panen
dilakukan tepat

Standar ISPO

Indikator

. Memiliki acuan
teknis untuk buah
yang dipanen
adalah buah
matang panen dan
dilakukan pada
waktu yang tepat.

—

Verifier

1. Tersedia rekaman penyiapan
tenaga kerja, peralatan dan
sarana penunjangnya.

2. Tersedia SOP penetapan kriteria
matang panen dan putaran
panen sesuai petunjuk teknis.

3. Tersedia SOP Kriteria Penetapan

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun

waktu dan 2. Memiliki Matang Panen adalah:

dengan cara rekaman/ catatan a) Kurang matang (12,5% — 25%

yang benar. pelaksanaan buah luar membrondol) buah
pemanenan. berwarna kemerahan.

b) Matang 1 (26% — 60% buah
luar membrondol) buah
berwarna merah mengkilat.

) Matang 2 (61% - 75% buah
luar membrondol) buah
berwarna orange.

4. Tersedia rekaman rencana
pemanenan, catatan pemanenan,
hasil pemanenan.

2.3.8 | Pengangkutan Memiliki dan 1. Tersedia SOP alat transportasi
Buah Pekebun melaksanakan serta sarana pendukungnya.
memastikan petunjuk teknis 2. Tersedia SOP dan rekaman buah
bahwa TBS yang | pengangkutan TBS. harus terjaga dari kerusakan,

dipanen harus
segera diangkut
ke tempat
pembeli untuk
menghindari
kerusakan buah.

kontaminasi, kehilangan dan
ketepatan waktu sampai
di tempat pengolahan.

3. Tersedia rekaman kualitas TBS
tetap baik walaupun ada jarak
kebun ke pabrik pengolahan.
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Sesi 9. Prinsip pengelolaan lingkungan, prinsip transparansi, dan
prinsip usaha berkelanjutan

Judul sesi Prinsip pengelolaan lingkungan, prinsip transparansi, dan prinsip usaha berkelanjutan

Unit kompetensi 1. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

2. Membangun jejaring kerja.

3. Merencanakan pendampingan.

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 90 menit
Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripsi Singkat

Sesi 9 ini adalah melanjutkan penguatan unit kompetensi mengumpulkan bahan
dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan pada sesi 8
pembelajaran tentang pendalaman prinsip satu dan dua. Sesi ini akan mempertajam
prinsip, kriteria, dan indikator untuk prinsip 3. Pengelolaan lingkungan, prinsip 4.
Penerapan transparansi, dan prinsip 5. Usaha yang berkelanjutan.

Pendalaman prinsip 3, prinsip 4, dan prinsip 5 dibutuhkan agar peserta pelatihan dapat
mempersiapkan kegiatan pengumpulan bukti kinerja penerapan sistem sertifikasi
kelapa sawit berkelanjutan sebagai elemen kompetensi. Selanjutnya, peserta dapat
melakukan pengumpulaan bukti kinerja peneapan sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan sebagai elemen kompetensi.

Sesi 9 ini akan lebih memperdalam tingkat kriteria dan tingkat indikator, serta
pembuktian untuk mengukur indikator pada prinsip 3, prinsip 4, dan prinsip 5 standar
ISPO pekebun. Dengan demikian pendamping dapat merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pendampingan terhadap kelompok pekebun dalam memenuhi prinsip-
prinsip tersebut.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.
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Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

4,

Memahami kriteria dan indikator prinsip 3, prinsip 4, dan prinsip 5 standar ISPO
pekebun.

Mengidentifikasi bahan dan data yang dibutuhkan untuk penerapan prinsip 3,
prinsip 4, dan prinsip 5 standar ISPO pekebun.

Merumuskan mekanisme pengumpulan bahan dan data bukti pemenuhan prinsip
3, prinsip 4, dan prinsip 5 standar ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

Pencegahan kebakaran

Identifikasi kawasan nilai konservasi tinggi.
Transparansi harga tandan buah segar
Penyediaan data dan informasi
Peningkatan usaha yang berkelanjutan

Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitator membuka sesi pembelajaran ini dengan salam pembuka, kemudian
menyampaikan bahwa sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi 8.

Fasilitator memberikan penekanan bahwa sesi 9 ini akan menekankan pada
pendalaman prinsip 3, 4, dan 5 standar ISPO pekebun.

Dengan berbekal pembelajaran peserta dalam mengerjakan tugas kelompok bedah
standar dan tugas kelompok sesi 8, fasilitator menyakinkan kepada peserta bahwa
mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran ini dengan baik.

Fasilitator memberikan waktu kepada pelatih untuk menjelaskan materi sesi 9 ini.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih melanjutkan pembahasan pada sesi 9 dengan penjelasan tentang pokok-
pokok bahasan selama 30 menit.

Selama proses pemaparan materi, pelatih dapat sesekali memastikan peserta dapat
memahami pokok bahasan dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan
dapat langsung ditanggapi.

Setelah seluruh peserta dipastikan dapat memahami pokok bahasan, pelatih
memberikan tugas kelompok.
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Langkah 3. Penugasan kelompok

1.

Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas
kelompok selama 30 menit.

Masing-masing kelompok diskusi mengerjakan Lembar Kerja Langkah Fasilitasi
Pemenuhan Prinsip 3, 4 & 5 (lihat di bagian uraian materi). Tugas dikerjakan dalam
file bentuk MS word.

Pelatih menjelaskan tugas kelompok dengan menampilkan lembar kerja tersebut.
Pelatih memastikan bahwa seluruh peserta memahami instruksi tugas yang
diberikan. Apabila ada peserta yang belum jelas, pelatih kembali menerangkan
instruksi tugas tersebut.

Fasilitator meminta hasil tugas kelompok untuk dikumpulkan kepada fasilitator atau
panitia pelatihan.

Langkah 4. Pendalaman materi

1.

Setelah 30 menit pengerjaan tugas kelompok, fasilitator meminta seluruh peserta
untuk kembali ke ruang kelas.

Pelatih membuka diskusi bersama dengan menanyakan kendala dan tantangan apa
yang dihadapi dalam mengerjakan tugas kelompok.

Antar-kelompok diskusi dapat saling menanggapinya.

Pelatih menjelaskan kembali pokok-pokok bahasan sesi 9 ini dengan lebih
menekankan materi yang menjadi kendala oleh peserta pada hasil diskusi bersama.
Setelah selesai, pelatih mengembalikan waktu kepada fasilitator.

Langkah 5. Rangkuman materi

1.

Fasilitator menjelaskan bahwa rangkaian sesi 7, 8, dan 9 adalah dasar kompetensi
yang akan digunakan untuk melakukan analisis kesenjangan pada hari ketiga besok
hari.

Fasiliator menutup sesi pembelajaran ini dengan memberikan apresiasi dan terima
kasih kepada peserta dan pelatih sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar.
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5. Uraian Materi

Pencegahan kebakaran

Pelakuperkebunankelapasawitwajibmemperhatikanpencegahandanpenanggulangan

kebakaran hutan dan lahan di arel kerjanya. Pemerintah telah mengatur pencegahan

dan pengendalian kebakaran melalui:

* Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

* Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

* Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

* Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembukaan dan/atau pengelolaan lahan
perkebunan tanpa membakar.

Pemicu kebakaran dapat berasal dari faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam
dipengaruhi oleh musim, curah hujan, dan kekeringan. Pekebun perlu mengenal
kharakteristik lahan perkebunana agar dapat mengantisipasi tidak terjadi pemicu
kebakaran. Terlebih di areal gambut, yang mudah mengalami kebakaran di musim
kemarau. Sedangkan, faktor manusia juga dapat menjadi pemicu kebakaran akibat
kegiatan manusia di areal kerja perkebunan. Misalnya: menyalakan api, membakar
semak belukar secara sengaja, dan sebagainya.

Kelompok pekebun perlu mengetahui potensi terjadinya kebakaran dan melakukan
pencegahan kebakaran, serta prosedur apabila terjadi kebakaran di areal kebun.
Pembentukan satuan tugas penanggulanan kebakaran perlu dibentuk oleh kelompok
pekebun.

Identifikasi kawasan nilai konservasi tinggi.

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi
dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem,
keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Upaya pelestarian
keanekaragaman hayati adalah upaya-upaya untuk menjaga kelestarian dan
keseimbangan flora, fauna, tanah, air, dan ekosistem lainnya.
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Didalam standar ISPO pekebun diwajibkan melakukan identifikasi satwa dan tumbuhan
langka, serta membangun mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan langka. Hal
ini erat dengan kaidah Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV).

Nilai Konservasi Tinggi (NKT) adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat
lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan
budaya.

Identifikasi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi atau assessment NKT bertujuan
untuk mengetahui kawasan-kawasan dalam perkebunan kelapa sawit yang memiliki
satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.

Identifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi ini meliputi: pembentukan tim
assessment, pengambilan data, serta melakukan konsultasi dengan stakeholder.
Selanjutnya, kelompok pekebun setidaknya memiliki peta NKT di dalam lingkup
areal kerja kebun secara kolektif (kumpulan lahan-lahan kebun anggota) yang dapat
dijadikan acuan untuk konservasi satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Kawasandengan NKTyangtelah diidentifikasi kemudian dikeloladan dipeliharasehingga
nilai-nilai konservasiyang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali
seperti semula sesuai identifikasi awal dan rencana pengelolaan.

Nilai Konservasi Tinggi:
* NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting.
» NKT 1.1. Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung
Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan / Konservasi.
»  NKT 1.2. Spesies Hampir Punah.
»  NKT 1.3.Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam,
Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup.
» NKT 14. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan
Spesies yang Digunakan Secara Temporer.
* NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami.
»  NKT 2.1. Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga
Proses dan Dinamika Ekologi.
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»  NKT 2.2. Kawasan Lansekap yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis
Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan).
»  NKT 2.3. Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami.
* NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah.
* NKT 4. Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami.
» NKT 4.1. Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan
Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir.
»  NKT 4.2. Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi.
» NKT 4.3. Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah
Meluasnya Kebakaran Hutan atau Lahan.
* NKT 5. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Masyarakat Lokal.
* NKT 6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional
Masyarakat Lokal.

Peraturan dan perundangan yang mengatur tentang konservasi satwa dan tumbuhan
adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain dari daftar satwa dilindungi yang ada
di dalam dan di lampiran perundangan tersebut, daftar satwa-satwa yang dilindungi di
seluruh dunia tercantum dalam list CITES dan IUCN.

* (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES).

»  Appendix |, yang termasuk didalamnya adalah species yang paling terancam
kepunahandidaftarsatwadan tumbuhan CITES. Dilarang untukdiperdagangkan,
kecuali pengiriman specimen adalah dalam rangka non-komersil dan sesuai
ketentuan yang berlaku, contohnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan
pengirimannya disertai surat izin eksport atau sertifikat re-export.

»  Appendix Il, adalah daftar species yang terancam kepunahan yang jika terjadi
kesepakatan perdagangan maka harus dikontrol secara ketat, juga disertai surat
izin eksport atau sertifikat re-export.

»  Appendix Ill, yang termasuk didalamnya adalah species dengan permintaan
suatu pihak dan memerlukan kerjasama Negara lain untuk mencegah
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ketidakberlanjutan (unsustainable) atau eksploitasi illegal, harus disertai izin atau
sertifikat tertentu.
* International Union for Conservation of Nature (IUCN), yang termasuk didalamnya
adalah daftar species berdasarkan status konservasinya.

Oleh IUCN Red List species diklasifikasikan ke dalam 9 kelompok, dasar kriteria adalah
tingkat penurunan (jumlah), ukuran populasi, area distribusi geografis, dan derajat
fragmentasi populasi dan distribusi. Sembilan kelompok tersebut adalah:

*  Extinct (EX), punah

*  Extinctin the Wild (EW), punah di alam liar

*  (ritically Endangered (CR), kritis

* Endangered (EN), genting

e Vulnerable (VU), rentan

* Near Threatened (NT), hampir terancam

e [east Concern (LC), beresiko rendah

* Data Deficient (DD), informasi kurang

e Not Evaluated (NE), tidak dievaluasi

Transparansi informasi

Prinsip transparansi penjualan TBS diterapkan dalam pengelolaan perkebunan sawit
rakyat secara berkelompok. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya penyampaian harga
TBS secara transparan kepada anggota tercipta kepercayaan dan kelancaran proses
penjualan TBS dari anggota melalui kelompok.

Penyediaan data dan informasi oleh kelompok adalah bentuk kesungguhan kelompok
dalam mengelola perkembangan harga TBS dan perihal perkembangan informasi
lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan nilai harga TBS. Data dan
informasi yang telah dikelola oleh kelompok dibuka seluas-luasnya untuk diakses oleh
anggota kelompok dan parapihak yang membutuhkannya sehingga transparansi harga
dapat diwujudkan.

Dasar hukum penetapan harga TBS kelapa sawit diatur melalui Permentan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun yang mengatur
harga pembelian TBS produksi pekebun oleh perusahaan perkebunan atau oleh pabrik
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kelapa sawit. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan
harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan
tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Permentan Nomor 1 Tahun 2018 ini mengatur tentang rumus harga pembelian TBS
kelapa sawit, pembinaan dan sanksi. Harga penetapan TBS ditujukan kepada pekebun
yang telah menjadi bagian dalam kelembagaan pekebun dan melakukan kerjasama
dengan perusahaan/PKS, dimana perjanjian tersebut diketahui oleh Bupati atau Walikota
melalui Kepala Dinas Perkebunan.

Informasi harga TBD dalam kontrak kerjasama tersebut perlu dibuka secara transparan
oleh kelompok kepada anggota kelompok pekebun. Ini sebagai wujud dari penerapan
good governance dalam kelompok pekebun.

Peningkatan kinerja usaha yang berkelanjutan

Prinsip ini diwujudkan dengan adanya perencanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan
kegiatan dalam upaya peningkatan usaha. Peningkatan usaha merupakan upaya
kelompok meningkatkan kinerja usaha kelompok pekebun dalam konteks manajemen
kelompok dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit secara berkelompok.
Kinerja adalah tingkat keberhasilan kelompok pekebun dalam mencapai misi dan tujuan
dibentuknya kelompok pekebun yaitu menyejahterakan anggota dan usaha kebun
yang berkelanjutan. Tujuan peningkatan usaha adalah untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi sehingga produktifitas dan manfaat produksi kelapa sawit dapat diperoleh
secara berkelanjutan.

Peningkatan kinerja dapat diukur melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang
didasarkan pada rencana kegiatan peningkatan usaha. Untuk merumuskan rencana
kegiatan usaha tentunya dimulai dengan melakukan identifikasi potensi yang ada
dalam kelompok pekebun, baik sumberdaya manusia, sumberdaya kebun, dan kekuatan
keuangan yang dimiliki.
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Lembar Kerja Langkah Fasilitasi Pemenuhan Prinsip 3,4 &5

Prinsip 3.Pengelolaanlingkunganhidup, sumberdayaalam,dan keanekaragaman

hayati

Standar ISPO

Kriteria

3.1 Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Pekebun swadaya
harus melakukan
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran
kebunnya di
lingkungann ya
masing-masing.

Indikator

Melaksanakan
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran secara
bersama-sama
dengan penduduk
sekitar dan instansi
terkait terdekat sesuai
Pedoman Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran.

Verifier

1.

Dokumen mekanisme
/pedoman/ SOP
pencegahan
Penanggulangan
kebakaran.

. Dokumen yg berisi

tentang informasi areal
yang rawan kebakaran.

. Ketersediaan peralatan

untuk mencegah
terjadinya kebakaran.
Dilakuan simulasi tanggap
darurat kebakaran

secara periodik.

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang
dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenuhi oleh
kelompok pekebun

32 Pelestarian
Keanekaragaman
Hayati
(biodiversity).
Pekebun swadaya
harus menjaga
dan melestarikan
keaneka ragaman
hayati pada areal
yang dikelola sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.

1. Mengetahui
keberadaan satwa
dan tumbuhan di
area tersebut dan di
sekitar kebun dan
sesudah dimulainya
usaha perkebunan.

2. Memiliki catatan
keberadaan satwa dan
tumbuhan di kebun
dan sekitar kebun.

. Terdapat rencana dan

realisasi identifikasi
satwa dan tumbuhan
langka di lokasi kebun

. Terdapat mekanisme

perlindungan satwa
dan tumbuhan langka
yang teridentifikasi
ada di lokasi kebun

. Tidak terdapat satwa

langka yang ditangkap oleh
pekebun/pekerja pekebun,
atau tidak ada pekebun
yang memelihara sata liar
sesuai dengan peraturan
pemerintah yang berlaku.

. Daftar satwa dan tumbuhan

langka yang ditemukan
dalam areal lokasi kebun
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Prinsip 4. Penerapan transparansi

4.1

Kriteria

Penjualan dan
Kesepakatan Harga
TBS TBS dijual
kepada perusahaan
perkebunan
dengan harga yang
mengacu pada
penetapan harga
TBS kelapa sawit
produksi pekebun.

Standar ISPO

Indikator

—

. Memiliki informasi

harga TBS berdasarkan
penetapan harga
yang ditetapkan oleh
Tim Penetapan Harga
TBS untuk setiap
tujuan penjualan.

. Tersedia catatan harga

TBS dan realisasi
pembelian oleh
perusahaan/pabrik

dan tersedia sumber
informasi harga untuk
penetapan harga
pembelian TBS yang
dipantau oleh pekebun,
kelompok tani dan/atau
koperasi secara rutin.

Verifier

1. Tersedia infomasi harga TBS

yang dijadikan acuan oleh
pekebun dari Pemerintah.

2. Tersedia catatan harga TBS
dan realisasi pembelian
oleh pembeli, perusahaan
dan pabrik dan tersedia
sumber informasi harga
untuk penetapan harga
pembelian TBS yang
dipantau oleh pekebun,
kelompok tani dan/atau
koperasi secara rutin.

3. Tersedia dokumen
realisasi penjualan.

4. Tersedia dokumen
perjanjian kerja sama
kemitraan yang
ditandatangani kedua
pihak dan Kepala Daerah
Kabupaten/ Provinsi Cq.
Kepala Dinas Perkebunan.

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenuhi oleh
kelompok pekebun

4.2

Penyediaan Data

& Informasi.
Penyediaan data dan
informasi kepada
instansi terkait

serta pemangku
kepentingan lainnya
selain informasi
yang dikecualikan
sesuai peraturan
perundangan.

. SOP pelayanan

informasi.

. Mempunyai dokumen

pemberian informasi
kepada pemangku
kepentingan sesuai
peraturan yang berlaku.

. Mempunyai

dokumen tanggapan
atau pelayanan
informasi terhadap
permintaan informasi
dari pemangku
kepentingan.

1. SOP dokumen pelayanan
informasi yang terdiri
dari penerimaan
permintaan informasi
dan tindak lanjut terdapat
permintaan informasi.

2. Rekaman pemberian
informasi kepada
pemangku kepentingan
dan tindak lanjut terdapat
permintaan informasi.

3. Rekaman terhadap
tanggapan atau pelayanan
informasi terhadap
permintaan informasi dari
pemangku kepentingan.
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Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

5.1

Kriteria

Meningkatkan

kinerja dengan
mengembangkan dan
mengimplementasikan
rencana aksi yang
mendukung
peningkatan

produksi kelapa sawit
berkelanjutan.

Standar ISPO

Indikator

Memiliki dokumen
hasil penerapan
perbaikan/
peningkatan usaha

yang berkelanjutan.

Verifier

1. Dokumen identifikasi
potensi dilakukannya
tindakan perbaikan.

2. Tersedia rekaman terkait
kegiatan perbaikan/
peningkatan usaha
perkebunan yang
berkelanjutan.

Hasil Diskusi
Kelompok

Langkah-langkah
fasilitasi yang

dilakukan oleh
pendamping agar
indikator dapat
dipenubhi oleh
kelompok pekebun
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Pelaksanaan Pelatihan Hari Ketiga

Materi Pelatihan Hari Ketiga
Sesi Pelatihan JPL

Sesi 10: Analisis kesenjangan standar ISPO pekebun. 4

Sesi 11: Menyusun rekomendasi dan merencanakan kegiatan pendampingan 1

Sesi 12: Menyusun evaluasi hasil pendampingan. 1

Sesi 13: Menyusun perencanaan praktek lapangan. 2

Sesi 10. Analisis kesenjangan standar ISPO Pekebun

Judul sesi Analisis kesenjangan standar ISPO pekebun

Unit Kompetensi 1. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan
2. Merencanakan pendampingan

Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 180 menit
Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Unit kompetensi merencanakan pendampingan terdiri dari elemen kompetensi
melakukan persiapan penyusunan rencana kegiatan pendampingan dan menyusun
rencana kegiatan pendampingan. Agar dapat menjalankannya, peserta perlu menguasai
kapasitas untuk melakukan analisis kesenjangan standar ISPO pekebun.

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah membandingkan prinsip dan indikator
standar ISPO pekebun dengan situasi kelembagaan dan situasi pengelolaan kebun
yang ada pada saat ini. Kesenjangan atas keduanya itulah yang akan menjadi bahan
dasar untuk menyusun rencana pendampingan kelompok.

Berdasarkan pada situasi awal kapasitas pekebun dan faktor-faktor kritis pendampingan
pekebun, kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi dan diakselerasikan dengan
parapihak yang berkepentingan dalam sertifikasi ISPO Pekebun. Dengan demikian
pendamping dapat merencanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan
dan sumberdaya yang dimilikinya.
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2.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan dan kompetensi merencanakan pendampingan kelompok pekebun
kelapa sawit.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

4.

Melakukan identifikasi kelompok dan anggota pekebun sesuai dengan standar ISPO
pekebun

Melakukan identifikasi bahan dan informasi awal mengenai sistem pengelolaan dan
sistem produksi kelapa sawi sesuai dengan standar ISPO pekebun.

Menguasai analisis kesenjangan standar ISPO pekebun.

Merumuskan mekanisme pengumpulan bahan dan data bukti pemenuhan standar
ISPO pekebun.

Pokok Bahasan
Metode analisis kesenjangan

Standar ISPO pekebun

Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1.

Fasilitator membuka sesi pembelajaran pada hari ketiga dengan mengucapkan
salam dan memastikan semua peserta pelatinan dalam keadaan sehat.

Fasilitator melakukan review materi pembelajaran pada hari kedua dengan
memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta. Teknik review dapat dilakukan
dengan menggunakan metaplan dan meminta peserta menuliskan pembelajaran
pada sesi hari kedua. Kemudian, fasilitator membacakan satu persatu metaplan
yang sudah ditulis oelh peserta. Atau fasilitator dapat menggunakan inovasi yang
lain untuk memantik respon dari peserta.

Fasilitator menyampaikan agenda pada pelatihan pada hari ketiga.

Fasilitator menjelaskan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh pada
hari kedua akan sangat berguna untuk mengikuti sesi pembelajaran hari ketiga.
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5.

Terutama adalah hasil tugas kelompok dalam bedah standar dan tugas kelompok
langkah fasilitasi.
Fasilitator memperkenalkan pelatih dan mempersilakan memulai sesi 10 ini.

Langkah 2: Pemaparan materi

1.

Pelatih memperkenalkan diri kemudian memaparkan tujuan pembelajaran dan
pokok bahasan sesi 10 ini.

Sesi pemaparan dilakukan selama 30 menit.

Pelatih  menayangkan bahan presentasi dan menjelaskan tentang analisis
kesenjangan.

Pelatih memastikan seluruh peserta memahamiapa yang dimaksud dan bagaimana
melakukan analisis kesenjangan. Selama proses penjelasan, pelatih memberikan
kesempatan bertanya atau memberikan tanggapan kepada peserta.

Langkah 3: Pendalaman materi

1.

Pelatih dan peserta melakukan pendalaman standar ISPO pekebun dengan
berdiskusi bersama.

Pelatih menayangkan lembar kerja analisis kesenjangan yang menjadi bahan praktek
lapangan pada hari keempat.

Pelatih menjelaskan cara menggunakan lembar kerja tersebut.

Setelah seluruh peserta paham, pelatih membahas per dokumen verifier pada
setiap prinsip standar ISPO pekebun.

Peserta dipersilakan membuka hasil tugas bedah standar dan hasil tugas langkah-
langkah fasilitasi.

Pelatih  membuka diskusi bersama dengan menanyakan perihal dokumen
verifier tersebut. Msialnya: seperti apa bentuk dokumen, siapa yang menerbitkan,
bagaimana cara memperoleh, dan lain sebagainya.

Pelatih memastikan seluruh peserta dapat memahami metode analisis kesenjangan
dan standar ISPO secara detail.

Setelah pendalaman selesai, pelatih mengembalikan waktu kepada fasilitator.

Langkah 4: Rangkuman materi

1.

Fasilitator mempertegas bahwa analisis kesenjangan ini digunakan sebagai dasar
untuk menyusun kegiatan pendampingan. Dengan unit kompetensi yang telah
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dikuasai sebelumnya, pada hari pertama sampai dengan hari ketiga ini, peserta
dipastikan dapat melakukan perencanaan pendampingan kelompok pekebun.

2. Fasilitator menutup sesi 10 dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan
apresiasi kepada peserta dan pelatih atas proses pembelajaran yagng berjalan
lancar.

5. Uraian Materi

Pendamping merupakan orang yang berkepentingan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota kelompok pekebun agar melakukan
sertifikasi ISPO pekebun. Untuk dapat melakukan pendampingan, seorang pendamping
harus mengidentifikasi kapasitas kelompok pekebun dan sejauh mana pengelolaan
kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun dan kelompok pekebun pada saat ini.

Dasar untuk melakukan identifikasi tersebut adalah situasi yang ideal yang disyaratkan
dalam prinsip dan kriteria standar ISPO pekebun. Metode yang digunakan adalah Gap
Analysis atau analisis kesenjangan.

Dalam konteks sertifikasi ISPO pekebun, gap analysis merupakan metode yang
dipergunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sistem yang sedang berlangsung
di suatu kelompok pekebun pada saat ini telah memenuhi standar ISPO pekebun.

Proses gap analysis dilakukan untuk melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan
ke depan, agar kegiatan pendampingan dapat dilakukan menuju target kinerja standar
ISPO pekebun. Analisis kesenjangan menjadi alat evaluasi yang dipergunakan oleh
pendamping yang bersumber pada sumberdaya yang dimiliki oleh kelomok pekebun.

Dengan menggunakan analisis kesenjangan berarti pendamping akan memahami
bagaimana usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh kelompok pekebun
akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan rencana yang harus dilakukan pada masa
mendatang. Analisis ini dapat menunjukkan bagaimana perkembangan kelompok
pekebun ke depan.

Manfaat dari analisis kesenjangan adalah utuk mengetahui kekurangan yang perlu
diperbaiki, untuk meningkatkan efisiensi pendampingan, dan untuk meningkatkan
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efektifitas proses pendampingan. Di dalam kegiatan pendampingan dibatasi oleh

sumberdaya manusia, waktu pendampingan, logistik pendampingan, kapasitas
kelompok pekebun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendampingan harus tepat
sasaran yang berorientasi pada pencapaian target pendampingan yang realistis.

Cara melakukan analisis kesenjangan adalah sebagai berikut:

a.

Penguasaan sistem dan standar ISPO pekebun

Pendamping perlu menguasai sistem ISPO secara umum dan secara khusus
menguasai prinsip dan kriteria standar ISPO pekebun. Ini yang akan menjadi dasar
bagi pendamping untuk memproyeksikan situasi ideal yang akan dicapai oleh
kelompok pekebun.

Identifikasi situasi saat ini

Pendamping yang memahami situasi pada saat ini akan lebih mudah menyusun
rencana kegiatan pendampingan dan melaksanakannya dengan tepat. Pendamping
mudah memulai melakukan pemenuhan indikator standar ISPO pekebun bersama-
sama dengan kelompok pekebun.

Identifikasi solusi tindakan pendampingan

Dengan mengetahui gap/kesenjangan antara situasi saat ini dengan situasi yang
disyaratkan dalam standar ISPO pekebun, kemudian pendamping dapat melakukan
identifikasi kegiatan-kegiatan apa saja dan bagaimana kegiatan tersebut akan
dilakukan. Hal yang penting dalam melakukan identifikasi tindakan pendampingan
adalah melakukan konsultasi dengan kelompok pekebun yang akan didampingi. Ini
karena pendampingan harus dapat berjalan efektif dan efisien dengan ketersediaan
waktu dan sumberdaya yang dimiliki.
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Apa perbedaan antara Gap Analysis dengan Audit Internal?

Gap Analysis Audit Internal

1. Kegiatan in dimulai pada titik waktu sebelum 1. Kegiatan dilakukan pada titik waktu sudah dilakukan
dilakukan kegiatan pendampingan. pendampingan terhadap kelompok pekebun
2. Kegiatan in ditujukan untuk menyusun tindakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan
pendampingan agar kegiatan pendampingan sesuai sistem ISPO dan standar ISPO pekebun.
dengan kebutuhan dan kemampuan pada saat ini. 2. Audit internal ditujukan untuk mengukur
3. Meskipun secara umum metode yang kesiapan kelompok pekebun dalam
digunakan sama, namun pada gap analysis menghadapi audit eksternal.
belum menerapkan prosedur penilaian sesuai 3. Biasanya audit internal dilakukan apabila
dengan tata cara yang diatur dalam sistem ISPO. pendamping dan pengurus kelompok
Metode yang dimaksud adalah menganalisa pekebun menyakini bahwa seluruh
gap/kesenjangan antara situasi kelembagaan persyaratan sertifikasi ISPO sudah dimiliki.
dan pengelolaan kebun pada saat ini dengan 4. Metode yang dipergunakan sudah sesuai dengan
situasi yang dipersyaratkan dalam sistem ISPO. tata cara penilaian kinerja dalam sistem ISPO.
Pembedanya dengan audit eksternal, pada
audit internal melakukan penilaian seluruh
populasi anggota dan kebun kelapa sawit.

Lembar Kerja
Analisis Kesenjangan Standar ISPO Pekebun

Pendahuluan

Analisis kesenjangan (Gap Analysis) standar ISPO  pekebun adalah penilaian yang
didasarkan pada perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial sesuai dengan
standar ISPO pekebun. Kinerja aktual adalah situasi kelembagaan dan pengelolaan
kebun kelapa sawit pada saat penilaian ini dilakukan. Kinerja potensial yang diharapkan
adalah kondisi dimana kelompok telah memenuhi semua persyaratan dalam standar
ISPO.

Hasil analisis kesenjangan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah
pendampingan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan
dalam kinerja potensial. Didalamnya juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya
yang dibutuhkan oleh kelompok untuk mencapai pemenuhan standar ISPO.

Standar ISPO yang digunakan adalah Lampiran Il Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.
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Petunjuk Teknis

1.

Kolom “Standar ISPO” adalah kriteria & indikator (K&I) dan verifier berdasarkan pada

Permentan No. 38/2020.

Kolom “Aktual Kondisi Sekarang” adalah kondisi yang sedang terjadi pada saat

dilakukan analisis kesenjangan di unit kelompok pekebun.

Kolom“Pertanyaan”merupakan panduan pertanyaan untuk menjawab K&l yang ada

pada standar. Pendamping dapat mengembangkan pertanyaan lebih lanjut.

Kolom “Temuan” merupakan kolom yang diisi dengan hasil yang menggambarkan

kondisi pada saat ini.

Kolom “Identifikasi Akar Masalah” merupakan kolom yang diisi dengan argumentasi

yang menggambarkan penyebab dasar mengapa K& belum dapat dipenuhi oleh

kelompok pekebun.

Metode yang dipergunakan oleh asesor untuk mengumpulkan informasi dan data

yang diisikan dalam kolom “Temuan” dan kolom “Identifikasi Akar Masalah” adalah

studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung.

- Studi dokumen adalah mengumpulkan dan mengkaji seluruh dokumen
kelompok pekebun yang tersedia.

- Untuk mengkonfirmasi lebih jauh dilakukan wawancara mendalam kepada
pengurus dan anggota kelompok pekebun.

- Sedangkan, observasi lapangan adalah untuk mengkonfirmasi  apakah
dokumen-dokumen yang tersedia sesuai dengan aktual kelompok pekebun
atau seberapa efektif dikerjakan oleh kelompok.

—a w

PELATIHA PENDAMPTNGAN -
SERTFTRASE 1590 PEE BN
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Hasil Analisis Kesenjangan

Informasi kelembagaan
Nama Kelompok
Badan Hukum

Alamat Sekretariat

Nama Ketua

Nomor Kontak (HP/email)
Jumlah Anggota

Informasi Pengelolaan Kebun
Total luas kebun

Rata-rata produktifitas TBS
Rata-rata penjualan TBS

Nama desa wilayah kebun
Sketsa areal kerja kebun (Lampirkan)
Rantai pasok (lampirkan)

Informasi ICS

Nama Manajer

Nomor Kontak (HP/email)
No. SK Pembentukan ICS
Struktur tim ICS

Tugas dan wewenang ICS

Informasi Pelaksanaan

Nama Kelompok Praktek
Tanggal Pelaksanaan
Nama Ketua Kelompok
Nama Anggota Kelompok
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Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Standar ISPO

Kriteria Indikator

Verifier

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan

1.1 | Legalitas dan | Mempunyai . Hak atas tanah 1. Apakah kelompok telah
Pengelolaan | sertifikat tanah, (HGU, SHM) harus memiliki catatan legalitas
Pekebun akta jual beli dapat ditunjukkan, dan pengelolaan pekebun

tanah, girik, seperti: Sertifikat yang memuat nama
dan bukti tanah, akta jual beli anggota, lokasi kebun
kepemilikan tanah, girik, dan & luas, bentuk hak atas
tanah lainnya bukti kepemilikan tanah & nama kepemilikan,
yang sah. lainnya. nomor hak atas tanah,
. Hak atas tanah penerbit tanda bukti
yang dalam proses hak atas tanah kebun?
pengurusan harus 2. Apakah kelompok telah
dapat menunjukkan menyimpan salinan atau
surat/dokumen tanda bukti hak atas
pengurusan. tanah dari anggota?
. Nama pemegang 3. Apakah asesor telah
Hak Atas Tanah memeriksa dan/atau
(SHGU, SHM) sesuai memperoleh salinan
dengan nama catatan/dokumen
unit sertifikasi. tersebut di atas?
. Luas Hak Atas
Tanah (SHGU, SHM,
tidak dapat lebih
besar dari STDB
. Luasan operasional
telah sesuai dengan
Hak Atas Tanah
(SHGU, SHM) yang
ada Hak Atas Tanah.
1.2 | Lokasi Lahan pekebun | 1. Tanah dalam Izin 1. Apakah kelompok telah
Pekebun mengacu Lokasi sesuai memiliki peta kelola yang
kepada dengan Rencana memuat lokasi kebun dan
penetapan Tata Ruang nama anggota kelompok?
tata ruang. Wilayah (RTRW). 2. Apakah kelompok telah
. Lokasi pekebun memiliki peta RTRW
tidak tumpang kabupaten/kota?
susun dengan 3. Apakah tersedia peta overlay
perizinan lain peta kebun kelompok
yang sudah lebih dengan peta RTRW?
dahulu ada alas 4. Apakah seluruh lokasi
hak tanahnya. kebun anggota kelompok
telah sesuai dengan
peruntukan budidaya
mengacu pada peta RTRW?
5. Apakah asesor telah
memeriksa dan/atau
memperoleh dokumen/
peta tersebut di atas?
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Kriteria

Sengketa
Lahan dan
Kompensasi
serta
Sengketa
Lainnya

Standar ISPO

Indikator

Bila telah terjadi
sengketa
lahan dan
sengketa
lainnya:

. Mempunyai
dokumen
progres
musyawarah
untuk
penyelesaian
sengketa
dan tersedia
peta lokasi
sengketa
lahan.

2. Mempunyai
salinan
perjanjian
yang telah
disepakati

Verifier

1. Tersedia hasil
identifikasi areal
sengketa pada
seluruh area
operasionalnya
yang berada di
dalam lokasi kebun.

2. Tersedia peta
lahan/ sketsa yang
menjadi sengketa.

3. Tersedia laporan
proses penyelesaian
sengketa telah
dilaporkan ke
Instansi terkait dan
tanda terimanya.

4. Tersedia dokumen
kesepakatan
terkait laporan
penyelesaian
sengketa termasuk
infomasi tentang
batas-batas kebun

yang disengketakan.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah terdapat
tanah sengketa pada
kebun anggota?

2. Jika lya, apakah kelompok

memiliki catatan sengketa
lahan yang memuat

nama anggota, lokasi
kebun yang sedang

dalam sengketa tersebut,
keterangan perkembangan
penyelesaian sengketa
yang terjadi sampai
dengan saat ini?

3. Jika di dalam kelompok

masih terdapat tanah
sengketa, apakah kelompok
memiliki laporan proses
penyelesaian tanah
sengketa terebut?

4. Jika di dalam kelompok

masih terdapat tanah
sengketa, apakah kelompok
memiliki salinan dokumen
kesepakatan penyelesaian
sengketa yang berasal

dari anggota kelompok
yang bersengketa?

5. Bagaimana prosedur

penyelesaian sengketa
lahan? Apakah kelompok
telah memiliki dokumen
SOP penyelesaian sengketa?

6. Apakah asesor telah

memeriksa dan/atau
memperoleh salinan
catatan/dokumen
tersebut di atas?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Kriteria

14 | Legalitas
Usaha
Perkebun

Standar ISPO

Indikator

Surat Tanda
Daftar Usaha
Perkebunan
Untuk Budidaya
(STD-B).

Verifier

1. Untuk lahan <25 ha
tersedia dokumen
STD sesuai dengan
lokasi kebun.

2. STDB dikeluarkan
olehinstansi
yang berwenang,
sesuai peraturan
perundangan
yang berlaku.

1.

2.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

Apakah kelompok telah
memiliki catatan legalitas
usaha pekebun yang
memuat nama anggota,
lokasi & luas kebun, dan
nomor STDB-nya?
Apakah kelompok telah
memiliki seluruh salinan
STDB dari anggota?

. Bagaimana prosedur

fasilitasi oleh kelompok
kepada anggota dalam
proses pengajuan
STDB kepada instansi
yang berwenang?
Apakah kelompok telah
memiliki dokumen SOP
fasiltasi tersebut?

. Apakah asesor telah

memeriksa dan/atau
memperoleh catatan
kelompok dan salinan
STDB tersebut di atas?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan

1.5 | Kewajiban

1. Memiliki izin

1. Tersedia dokumen

. Apakah kelompok telah

terkait 1zin lingkungan SPPL yang memiliki catatan izin
Lingkungan sesuai SPPL. diterbitkan oleh lingkungan yang memuat
2. Memiliki intansi terkait. nama anggota, lokasi &
catatan 2. SPPL diterbitkan luas kebun, nomor SPPL?
pelaksanaan oleh Instansi yang 2. Apakah kelompok telah
penerapan berwenang. memiliki salinan SPPL
SPPL. 3. Tersedia catatan dari seluruh anggota?
pelaksanaan 3. Apakah kelompok telah
penerapan SPPL. memiliki catatan tentang
4. Membuat dan pelaksanaan SPPL dan
menyampaikan diperbaharui setiap tahun?
laporan pelaksanaan | 4. Apakah kelompok telah
SPPL kepada memiliki salinan laporan
instansi terkait. pelaksanaan SPPL yang
dilaporkan kepada instansi
terkait oleh anggota
setiap tahunnya?

5. Bagaimana prosedur
fasilitasi kelompok kepada
anggota untuk proses
pengajuan SPPL kepada
instansi yang berwenang?

6. Apakah asesor telah
memeriksa dan/atau
memperoleh catatan
kelompok dan salinan
SPPL tersebut di atas?
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Prinsip 2. Penerapan praktek perkebunan yang baik

2.1

Kriteria

Organisasi
Kelembagaan
Pekebun:
Pekebun dapat
bergabung
dalam kelompok
tani atau koperasi
sebagai wadah
bersama untuk
memenuhi
aspirasi dan
kebutuhan
anggotanya.

Standar ISPO

Indikator

1. Pekebun
memiliki
kelembagaan
dalam bentuk
kelompok tani
atau koperasi.

2. Mempunyai

dokumen
pembentukan
kelompok
tani dan/atau
koperasi yang
diketahui
oleh pejabat
berwenang.

Verifier

1. Memiliki tanda bukti

pekebun masuk
kelompok tani dan/
atau koperasi.

. Tersedia rekaman

pembentukan
kelompok tani

dan atau koperasi
beserta susunan
pengurus yang
dilengkapi uraian
tugas untuk setiap
pengurus guna
mendukung
kelancaran kegiatan.

. Tersedia dokumen

tentang organisasi
kelembagaan
Pekebun atau
koperasi lengkap
dengan akte
pendirian dan
Anggran Dasar
(AD)/Anggaran
Rumah Tangga
(ART) di pekebun,
kelompok tani,dan/
atau koperasi.

. Tersedia dokumen

badan hukum
koperasi sesuai
peraturan
perundangan.

. Tersedia dokumen

daftar anggota
kelompok tani dan
koperasi dengan
jumlah minimal
setiap kelompok
antara 20 - 30
pekebun atau
disesuaikan dengan
kondisi lingkungan
masyarakat dan
usaha taninya.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

. Apakah kelompok telah
memiliki catatan/berita
acara pembentukan
kelompok tani/koperasi?

2. Apakah kelompok telah
memiliki dokumen
pengesahan sebagai
badan hukum?

3. Apakah kelompok
telah memiliki struktur
kepengurusan dan
deskripsi tugasnya?

4. Apakah kelompok telah
memiliki dokumen AD
ART yang telah disahkan?

5. Apakah kelompok telah
memiliki catatan/daftar
anggota kelompok yang
setidaknya memuat:
nama, alamat, tanggal
masuk, dan nomor
keanggotaan?

6. Bagaimana prosedur
untuk menjadi anggota
kelompok? Apakah
kelompok telah memiliki
dokumen SOP tentang
keanggotaan kelompok?

*) kelompok dapat berupa:

kelompok tani, koperasi,

gapoktan, asosiasi, atau
lain-lain yang diakui oleh
kebijakan pemerintah.

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Kriteria

2.2 | Pengelolaan
Pekebun

Standar ISPO

Indikator

. Memiliki
dokumen
rencana
kegiatan
operasional
pekebun,
kelompok
tani dan/atau
koperasi.

2. Tersedia

laporan

kegiatan
pekebun,
kelompok
tani dan/atau
koperasi.

Verifier

1. Tersedia dokumen
rencana kegiatan
operasional
mencakup
kebutuhan sarana
produksi, perkiraan
produksi, kegiatan
pemeliharaan
tanaman,
pengendalian
OPT, panen,
pengangkutan
TBS, pemeliharaan
terasering, drainase,
jalan produksi dan
lain sebagainya
serta rencana
peremajaan bila
sudah diperlukan.

2. Tersedia dokumen
laporan yang cukup
lengkap kegiatan
kelompok tani dan
atau koperasi.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah kelompok telah
memiliki dokumen
rencana kegiatan
operasional?

2. Bagaimana prosedur
penyusunan rencana
kegiatan operasional?

3. Apakah kelompok
telah memiliki SOP
tentang penyusunan
rencana kegiatan
operasional tersebut?

4. Apakah kelompok
telah memiliki laporan
pelaksanaan kegiatan
operasional?

5. Bagaimana prosedur
penyunan laporan
pelaksanaan kegiatan
operasional kelompok?

6. Apakah kelompok
telah memiliki SOP
tentang penyusunan
laporan kegiatan
operasional tersebut?

7. Apakah asesor telah
memeriksa dokumen/
laporan tersebut dan
menyaksikan proses/
hasil kegiatan yang
dilaksanakan?

*) rencana kegiatan
operasional dan laporan
kegiatan operasional
merupakan dokumen
yang disusun tahunan.

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan

2.3 | Penerapan Teknis
Budidaya Dan
Pengangkutan
Kelapa Sawit:
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Standar ISPO Aktual Kondisi Sekarang
Identifikasi

Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Akar
Masalah

2.3.1 | Pembukaan Memiliki dan Tersedia SOP 1. Bagaimana prosedur
lahan yang melaksanakan pembukaan pembukaan lahan?
memenuhi SOP daninstruksi | lahan, mengacu 2. Apakah kelompok telah
kaidah-kaidah kerja cara pada Pedoman memiliki SOP tentang
konservasi pembukaan Teknis Pembukaan pembukaan lahan yang
tanah dan air. lahan tanpa Lahan Tanpa Bakar memperhatikan kaidah

bakar. dari Ditjenbun konservasi tanah dan air?

Kementerian Pertanian | 3. Apakah kelompok telah

dan pedoman dari memiliki pedoman

instansi lainnya. teknis pembukaan

a) Tersedia lahan tanpa bakar dari
dokumentasi/ Ditjenbun Kementerian
rekaman kegiatan Pertanian? Apakah telah
pembukaan lahan di-adopsi dalam SOP
tanpa membakar. kelompok tersebut?

b) Tersedia rekaman 4. Apakah kelompok telah
penanaman pada memiliki dokumentasi
lahan miring yang kegiatan pembukaan
dapat ditanami lahan tanpa bakar?
dengan melakukan | 5. Apakah kelompok telah
terasering. memiliki dokumentasi

) Tersedia rekaman penanaman pada
penanaman lahan miring dengan
pada lahan yang menggunakan terasiring?
memerlukan 6. Apakah kelompok telah

konservasi dilakukan memiliki dokumentasi

dengan pembuatan penanaman pada lahan

sistem drainase yang memerlukan

dan terasering. konservasi (sistem
drainase dan terasiring)?

7. Apakah kelompok
telah memiliki peta
sebaran pembukaan
lahan dan lahan-lahan
yang membutuhkan
konservasi?

8. Apakah asesor telah
memeriksa keabsahan
dokumen-dokumen
tersebut dan memastikan
kelompok melaksanakan
SOP pembukaan lahan
tersebut di atas?
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Kriteria

Perbenihan
Untuk
mendukung
produktivitas
tanaman dari
Pekebun, benih
yang digunakan
harus berasal
dari sumber
benih yang
telah mendapat
rekomendasi dari

Standar ISPO

Indikator

. Menggunakan
benih tanaman
berasal dari
produsen
benih
yang telah
mendapat
sertifikat dari
instansi yang
berwenang
dan diakui oleh
Kementerian

Verifier

1. Tersedia rekaman

menggunakan
benih sesuai
dengan standar
yang sudah dilepas
oleh Pemerintah.

2. Tersedia rekaman

sosialisasi dan
informasi terkait
benih bersertifikat
melalui gapoktan
dan kelompok tani.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah kelompok

telah menggunakan
benih tanaman yang
bersertifikat?

. Apakah kelompok

telah memiliki catatan
penggunaan benih
bersertifikat tersebut?
Catatan setidaknya
memuat: kapan
pembelian, asal benih,
jumlah benih, kapan

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan

pemerintah. Pertanian. 3. Tersedia pengangkutan, kapan
2. Mempunyai penggunaan benih dibibitkan, kapan
catatan asal dari perusahaan didistribusikan, siapa saja
benih. sumber benih/ anggota yang menerima,
penangkar dan kapan ditanam.
yang ditetapkan . Apakah kelompok
pemerintah. memiliki surat
4. Tersedia rekaman keterangan penggunaan
asal benih yang benih dari Dinas
dapat disediakan yang membidangi
oleh perusahaan Perkebunan/ Balai
yang bermitra Perbenihan dan
dengan petani Proteksi Tanaman?
swadaya. . Apakah kelompok
5. Tersedia surat telah melakukan
keterangan sosialisasi tentang benih
penggunaan bersertifikat tersebut
benih dari Dinas kepada seluruh anggota?
yang membidangi . Apakah kelompok
Perkebunan/ Balai memiliki catatan/
Perbenihan dan dokumen pelaksanaan
Proteksi Tanaman sosialisasi tersebut yang
Perkebunan/ setidaknya memuat:
UPTD Benih. bahan sosialisasi,
6. Tersedia dokumen/ narasumber,lokasi,
catatan perbenihan peserta, hasil sosialisasi?
di pekebun, . Bagaimana prosedur
kelompok tani perbenihan?
dan koperasi . Apakah kelompok
telah memiliki SOP
perbenihan?

. Apakah asesor telah
memeriksa keabsahan
dokumen/catatan
tersebut di atas?

. Apakah asesor telah
melakukan observasi
lapangan di lokasi
pembibitan?
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Kriteria

Penanaman pada
Lahan Mineral
Pekebun swadaya
dalam melakukan
penanaman
harus sesuai baku
teknis dalam
mendukung
produktivitas
tanaman.

Standar ISPO

Indikator

. Memiliki dan
melaksanakan
SOP
penanaman
yang sesuai
Good
Agriculture
Practise (GAP).

2. Memiliki

catatan
pelaksanaan
penanaman.

Verifier

1. Tersedia SOP
penanaman dengan
acuan GAP.

. Tersedia SOP
pedoman teknis
penanaman harus
mencakup:

a) realisasi luas areal
penanaman,

b) pengaturan
jumlah tanaman
dan jarak
tanam sesuai
dengan kondisi
lapangan dan
praktek budidaya
perkebunan
yang baik,

) pembuatan
terasering untuk
lahan miring.

. Tersedia data
tahun tanam,
sumber bibit, luas
lahan, jumlah
tanaman per hektar,
penggunaan pupuk,
penanggulangan
hama dan penyakit,
jenis herbisida,
insektisida,
pestisida, fungisida.

N

w

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah lahan kebun
anggota kelompok
ada yang berada pada
lahan mineral?

Jika lya, diteruskan ke
pertanyaan selanjutnya:

2. Bagaimana prosedur
penanaman pada
Lahan Mineral di
dalam kelompok?

3. Apakah kelompok
telah memiliki SOP
penanaman tersebut?

4. Apakah kelompok
telah memiliki catatan
/dokumen tentang
realisasi luas areal
penanaman?

5. Apakah kelompok
telah memiliki catatan/
dokumen yang memuat
tahun tanam, sumber
bibit, luas lahan, jumlah
tanaman per hektar,
penggunaan pupuk,
penanggulangan hama
dan penyakit, jenis
herbisida, insektisida,
pestisida, fungisida?

6. Apakah asesor
telah memeriksa
dokumen-dokumen
tersebut di atas?

7. Apakah asesor telah
melakukan observasi
lapangan pada lahan
mineral tersebut?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Kriteria

Standar ISPO

Indikator

Verifier

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan

2.34 | Penanaman pada | Memiliki 1. Tersedia rekaman 1. Apakah lahan kebun
Lahan Gambut catatan untuk penanaman anggota kelompok
Penanaman penanaman pada dilakukan pada ada yang berada pada
kelapa sawit di lahan gambut lahan gambut, lahan gambut?
kebun swadaya yang mengacu sesuai dengan Jika lya, diteruskan ke
dilahan gambut | kepada peraturan peraturan yang pertanyaan selanjutnya:
dapat dilakukan | dan ketentuan berlaku (rujukan 2. Bagaimana prosedur
dengan yang berlaku. Permentan, PP penanaman di
memperhatikan 71/2014 jo PP NO. lahan gambut?
karakteristik 57/2018, Permen 3. Apakah kelompok
lahan gambut LHK 10/2019) telah memiliki SOP
sehingga tidak 2. Lapisan tanah penanaman di lahan
menimbulkan mineral di bawah gambut dengan kaidah-
kerusakan fungsi gambut bukan kaidah konservasi dan
lingkungan. pasir kuarsa atau peraturan yang berlaku?

tanah sulfat masam | 4. Apakah kelompok
dan pada lahan telah memiliki catatan/
gambut dengan dokumen pengaturan
tingkat kematangan jumlah tanaman dan
matang (saprik). jarak tanam sesuai
Areal disisakan dengan kondisi lapangan
minimal 30% tidak dan praktek budidaya
ditanami untuk perkebunan terbaik
konservasi (berlaku | 5. Apakah kelompok
untuk kebun yang telah memiliki catatan/
dibuka setelah dokumen adanya
peraturan berlaku). tanaman penutup tanah?

3. Tersedia rekaman 6. Apakah kelompok
pengaturan jumlah telah memiliki catatan/
tanaman dan dokumen tentang
jarak tanam sesuai pengaturan tinggi air
dengan kondisi tanah antara 60 — 80
lapangan dan cm dengan pembuatan
praktek budidaya tata air kebun
perkebunan terbaik (saluran cacing) untuk

4. Tersedia rekaman menghambat emisi CO2
adanya tanaman dari lahan gambut.
penutup tanah. 7. Apakah asesor telah

5. Tersedia rekaman memeriksa keabsahan
pengaturan tinggi dokumen-dokumen
air tanah antara tersebut di atas?
60 — 80 cm dengan | 8. Apakah asesor telah
pembuatan tata melakukan observasi
air kebun (saluran lapangan pada lahan
cacing) untuk gambut tersebut?
menghambat
emisi CO2 dari
lahan gambut.
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Kriteria

Pemeliharaan
Tanaman dalam
mendukung
produktivitas
tanaman.

Standar ISPO

Indikator

1. Memiliki
SOP dan
Instruksi Kerja
pemeliharaan
tanaman.

2. Memiliki

catatan
mengenai
pemupukan
tanaman dan
pelaksanaan
pemeliharaan
tanaman.

Verifier

. Tersedia data

populasi tanaman

sesuai standar yang
ditetapkan dengan
melakukan sisipan.

. Tersedia rekaman

pemeliharaan
piringan

. Tersedia rekaman

pemeliharaan

tanaman penutup

tanah (cover crop)

a) sanitasi kebun
dan penyiangan
gulma,

b) rekomendasi
dan realisasi
pemupukan,

¢) laporan kegiatan
pemeliharaan
tanaman

. Tersedia data

jenis dan jumlah
pupuk, pestisida
yang digunakan.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah kelompok

telah memiliki catatan/
dokumen yang memuat
data populasi tanaman
sesuai standar yang
ditetepkan dengan
melakukan sisipan?

. Apakah kelompok

telah memiliki
catatan/dokumen
yang memuat data
pemeliharaan piringan?

. Apakah kelompok

telah memiliki catatan/
dokumen yang memuat
data pemeliharaan
tanaman penutup

tanah (sanitasi kebun
dan penyiapan gulma,
rekomendasi dan realisasi
pemupukan, laporan
kegiatan pemeliharaan)?

. Apakah kelompok

telah memiliki catatan/
dokumen yang
memuat data jenis
pupuk & pestisida
yang digunakan?

. Bagaimana prosedur

pemeliharaan tanaman
oleh kelompok?

. Apakah kelompok

telah memiliki
SOP pemeliharaan
tanaman tersebut?

. Apakah asesor telah

memeriksa SOP tersebut?

. Apakah asesor telah

melakukan observasi
lapangan untuk melihat
apakah kelompok telah
mengimplementasikan
SOP tersebut?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Kriteria

2.3.6 | Pengendalian

Organisme

Pengganggu
Tumbuhan (OPT).

Standar ISPO

Indikator

. Memiliki dan
melaksanakan
Petunjuk Teknis
Pengamatan
dan
Pengendalian
Hama Terpadu
(PHT)/
Integrated Pest
Management
(IPM).

2. Mempunyai

sarana
pengendalian
OPT sesuai
petunjuk
teknis serta
tenaga (regu)
pengendali
yang sudah
terlatih

Verifier

. Tersedia SOP

Pedoman
pengendalian
OPTyang
menjamin bahwa
Pengendali an OPT
dilakukan dengan
pengendalian
hama terpadu/
PHT, yaitu melalui
teknik budidaya,
kebersihan kebun,
penggunaa n
musuh alami
(parasitoid, predator
dan agens hayati),
secara mekanis
dan penggunaan
pestisida secara
terbatas dan
bijaksana.

. Tersedia dokumen

pestisida yang
digunakan telah
terdaftar di
Komisi Pestisida
Kementerian
Pertanian

. Tersedia ruang

penyimpan an alat
dan bahan kimia
pengendalian OPT

. Tersedia SOP

penanganan
limbah pestisida
dilakukan sesuai
petunjuk teknis
untuk meminimali
sir dampak
negatif terhadap
lingkungan.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur
kelompok dalam
pengendalian OPT?

2. Apakah kelompok

telah memiliki
SOP pengendalian
OPT tersebut?

3. Apakah kelompok

telah memiliki catatan/
dokumen yang

memuat jenis pestisida
untuk memastikan
apakah jenis pestisida
tersebut terdaftar

di komisi pestisida
kementerian pertanian?

4. Apakah kelompok

telah memiliki ruang
penyimpanan alat
dan bahan kimia
pengendalian OPT?

5. Apakah kelompok

telah membentuk
tim pengendali OPT
yang terlatih?

6. Bagaimana prosedur

penanganan limbah

pestisida oleh kelompok?
7. Apakah kelompok

telah memiliki SOP

penanganan limbah

pestisida tersebut?

8. Apakah asesor telah

memeriksa SOP tersebut?

9. Apakah asesor telah

melakukan observasi
lapangan untuk
melihat implementasi
OPT tersebut?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Kriteria

Pemanenan
Pekebun,
kelompok

tani, koperasi
memastikan
bahwa panen
dilakukan tepat
waktu dan
dengan cara
yang benar.

Standar ISPO

Indikator

. Memiliki
acuan teknis
untuk buah
yang dipanen
adalah buah
matang panen
dan dilakukan
pada waktu
yang tepat.

2. Memiliki

rekaman/
catatan
pelaksanaan
pemanenan.

Verifier

. Tersedia rekaman
penyiapan tenaga
kerja, peralatan
dan sarana
penunjangnya.

2. Tersedia SOP
penetapan kriteria
matang panen
dan putaran
panen sesuai
petunjuk teknis.

3. Tersedia SOP Kriteria
Penetapan Matang
Panen adalah:

a) Kurang matang
(12,5% — 25% buah
luar membrondol)
buah berwarna
kemerahan.

b)Matang 1 (26%

- 60% buah luar
membrondol)
buah berwarna
merah mengkilat.

c) Matang 2 (61%

- 75% buah luar
membrondol) buah
berwarna orange.

4. Tersedia

rekaman rencana

pemanenan, catatan

pemanenan, hasil
pemanenan.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Apakah kelompok
telah memiliki catatan/
dokumen penyiapan
tenaga kerja, peralatan,
dan sarana penunjang
kegiatan pemanenan?

2. Apakah kelompok telah
memiliki SOP penetapan
kriteria matang panen
dan putaran panen?

3. Bagaimana prosedur
pemanenan oleh
kelompok?

4. Apakah kelompok
telah memiliki catatan/
dokumen rencana
pemanenan, pelaksanaan
pemanenan, dan
hasil pemanenan.

5. Apakah asesor telah
memeriksa seluruh
SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah
melakukan observasi
lapangan untuk melihat
implementasi seluruh
SOP tersebut?

Identifikasi
Akar
Masalah

Temuan
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Standar ISPO

Aktual Kondisi Sekarang

Identifikasi

Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Akar
Masalah
2.3.8 | Pengangkutan Memiliki dan 1. Tersedia SOP 1. Bagaimana prosedur
Buah Pekebun melaksanakan alat transportasi pengangkutan
memastikan petunjuk teknis serta sarana oleh kelompok?
bahwa TBS yang | pengangkutan pendukungnya. 2. Apakah kelompok
dipanen harus TBS. 2. Tersedia SOP dan telah memiliki SOP
segera diangkut rekaman buah pengangkutan (alat
ke tempat harus terjaga transportasi, sarana
pembeli untuk dari kerusakan, pendukung) tersebut?
menghindari kontaminasi, 3. Bagaimana prosedur
kerusakan buah. kehilangan dan pengangkutan TBS
ketepatan waktu agar terjaga dari
sampai di tempat kerusakan, kontaminasi,
pengolahan. kehilangan, dan
3. Tersedia rekaman ketepatan waktu sampai
kualitas TBS tetap tempat pngolahan?
baik walaupun 4. Apakah kelompok
ada jarak kebun ke memiliki catatan kualitas
pabrik pengolahan. TBS (sampai pabrik)?

5. Apakah asesor telah
memeriksa seluruh
SOP tersebut?

6. Apakah asesor telah
melakukan observasi
lapangan untuk melihat
implementasi seluruh
SOP tersebut?
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Prinsip 3.Pengelolaanlingkungan hidup, sumberdayaalam,dankeanekaragaman
hayati

3.1

Kriteria

Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Pekebun swadaya
harus melakukan
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran
kebunnya di
lingkungannya
masing-masing.

Standar ISPO
Indikator

Melaksanakan
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran secara
bersama-sama
dengan penduduk
sekitar dan instansi
terkait terdekat
sesuai Pedoman
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran.

Verifier

. Dokumen

mekanisme /
pedoman/ SOP
pencegahan
Penanggulangan
kebakaran.

. Dokumen yg

berisi tentang
informasi areal
yang rawan
kebakaran.

. Ketersediaan

peralatan untuk
mencegah
terjadinya
kebakaran.

. Dilakuan simulasi

tanggap darurat
kebakaran
secara periodik.

2.

4.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

. Bagaimana prosedur

pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran?
Apakah kelompok
telah memiliki
SOP tersebut?

. Apakah kelompok

telah memiliki
catatan/dokumen
yang memuat
informasi areal
rawan kebakaran?
Apakah kelompok
telah memiliki
peralatan untuk
mencegak
kebakaran?

. Apakah kelompok

telah melakukan
simulasi tanggap
darurat kebakaran
secara periodik?

. Apakah kelompok

memiliki rekaman
simulasi tersebut?

. Apakah asesor telah

memeriksa seluruh
SOP tersebut?

. Apakah asesor

telah melakukan
observasi lapangan
untuk melihat
implementasi
tersebut?

Identifikasi

Temuan

Akar

Masalah
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Standar ISPO

Aktual Kondisi Sekarang

Identifikasi
Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Temuan Akar
Masalah
3.2 | Pelestarian 1. Mengetahui 1. Terdapat rencana | 1. Bagaimana prosedur
Keanekaragaman keberadaan satwa dan realisasi identifikasi satwa
Hayati dan tumbuhan di identifikasi satwa dan tumbuhan
(biodiversity). area tersebut dan di dan tumbuhan langka di lokasi
Pekebun swadaya sekitar kebun dan langka di kebun?
harus menjaga sesudah dimulainya lokasi kebun . Apakah kelompok
dan melestarikan usaha perkebunan | 2. Terdapat telah memiliki
keaneka ragaman | 2. Memiliki catatan mekanisme SOP identifikasi
hayati pada areal keberadaan satwa perlindungan satwa dan
yang dikelola dan tumbuhan satwa dan tumbuhan langka
sesuai dengan di kebun dan tumbuhan di lokasi kebun?
ketentuan sekitar kebun. langka yang . Bagaimana prosedur
yang berlaku. teridentifikasi perlindungan satwa
ada di lokasi dan tumbuhan
kebun langka yang
3. Tidak terdapat teridentifikasi ada
satwa langka di lokasi kebun?
yang ditangkap . Apakah kelompok
oleh pekebun/ telah memiliki
pekerja pekebun, SOP prosedur
atau tidak ada perlindungan satwa
pekebun yang dan tumbuhan
memelihara langka?
sata liar sesuai . Apakah kelompok
dengan dapat membuktikan
peraturan bahwa tidak ada
pemerintah satwa langka yang
yang berlaku. ditangkap oleh
4. Daftar satwa pekebun/pekerja
dan tumbuhan pekebun, atau tidak
langka yang ada pekebun yang
ditemukan memelihara sata liar?
dalam areal Apakah kelompok
lokasi kebun dapat menunjukkan
surat keterangan
jaminan tersebut?
. Apakah asesor telah
memeriksa seluruh
SOP tersebut?
. Apakah asesor
telah melakukan
observasi lapangan
untuk melihat
implementasi
tersebut?
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Prinsip 4. Penerapan transparansi

Kriteria

Penjualan dan
Kesepakatan
Harga TBS TBS
dijual kepada
perusahaan
perkebunan
dengan harga
yang mengacu
pada penetapan
harga TBS kelapa
sawit produksi
pekebun.

Standar ISPO
Indikator

1. Memiliki
informasi harga
TBS berdasarkan
penetapan harga
yang ditetapkan
oleh Tim
Penetapan Harga
TBS untuk setiap
tujuan penjualan.

2. Tersedia catatan

harga TBS

dan realisasi
pembelian oleh
perusahaan/
pabrik dan
tersedia sumber
informasi

harga untuk
penetapan harga
pembelian TBS
yang dipantau
oleh pekebun,
kelompok tani
dan/atau koperasi
secara rutin.

1. Tersedia infomasi
harga TBS yang
dijadikan acuan
oleh pekebun
dari Pemerintah.

2. Tersedia catatan
harga TBS
dan realisasi
pembelian
oleh pembeli,
perusahaan
dan pabrik
dan tersedia
sumber informasi
harga untuk
penetapan harga
pembelian TBS
yang dipantau
oleh pekebun,
kelompok tani
dan/atau koperasi
secara rutin.

3. Tersedia
dokumen realisasi
penjualan

4. Tersedia
dokumen
perjanjian
kerjasama
kemitraan yang
ditandatangani
kedua pihak dan
Kepala Daerah
Kabupaten/
Provinsi Cq.
Kepala Dinas
Perkebunan

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

1. Bagaimana
prosedur
kelompok dalam
menyampaikan
informasi harga TBS
kepada anggota
secara periodik/
rutin dan terus
ter-update?

2. Apakah anggota

dapat mengakses
informasi harga TBS
dengan mudah?

3. Apakah kelompok

memiliki SOP
terkait hal di atas?

4. Apakah kelompok

telah memiliki
catatan harga TBS
secara periodik?

5. Apakah kelompok

telah memiliki
catatan yang
memuat realisasi
penjualan TBS?

6. Apakah kelompok

memiliki dokumen
perjanjian kerjasama
kemitraan yang
ditandatangani
kedua pihak dan
Kepala Daerah
Kabupaten/ Provinsi
Cq. Kepala Dinas
Perkebunan?

7. Apakah asesor telah
memeriksa seluruh
caatatan/dokumen
dan SOP tersebut?

8. Apakah asesor
telah melakukan
observasi lapangan
untuk melihat
implementasi
tersebut?

Identifikasi
Akar Masalah

Temuan
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Standar ISPO

Aktual Kondisi Sekarang

o . . Identifikasi
Kriteria Indikator Verifier Pertanyaan Akar Masalah
4.2 Penyediaan 1. SOP pelayanan 1. SOP dokumen 1. Bagaimana
Data & Informasi informasi. pelayanan prosedur kelompok
Penyediaan data | 2. Mempunyai informasi yang dalam pelayanan
dan informasi dokumen terdiri dari informasi?
kepada instansi pemberian penerimaan 2. Apakah kelompok
terkait serta informasi kepada permintaan telah memiliki
pemangku pemangku informasi dan SOP pelayanan
kepentingan kepentingan tindak lanjut informasi tersebut?
lainnya selain sesuai peraturan terdapat 3. Apakah kelompok
informasi yang yang berlaku permintaan telah memiliki
dikecualikan 3. Mempunyai informasi. catatan pemberian
sesuai peraturan dokumen 2. Rekaman informasi kepada
perundangan. tanggapan pemberian pemangku
atau pelayanan informasi kepada kepentingan
informasi pemangku dan tindak lanjut
terhadap kepentingan permintaan
permintaan dan tindak informasi?
informasi dari lanjut terdapat 4. Apakah kelompok
pemangku permintaan telah memiliki
kepentingan. informasi. catatan tanggapan
3. Rekaman atau pelayanan
terhadap informasi terhadap
tanggapan permintaan
atau pelayanan informasi dari
informasi pemangku
terhadap kepentingan?
permintaan 5. Apakah asesor telah
informasi dari memeriksa seluruh
pemangku caatatan/dokumen
kepentingan. dan SOP tersebut?
6. Apakah asesor
telah melakukan
observasi lapangan
untuk melihat
implementasi
tersebut?
150 MODUL PELATIHAN

PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

5.1

Kriteria

Meningkatkan
kinerja dengan
mengembangkan
dan mengim-
plementasikan
rencana aksi yang
mendukung
peningkatan pro-
duksi kelapa sawit
berkelanjutan.

Standar ISPO
Indikator

Memiliki
dokumen hasil
penerapan
perbaikan/
peningkatan
usaha yang
berkelanjutan.

Verifier

1. Dokumen
identifikasi
potensi
dilakukannya
tindakan
perbaikan.

2. Tersedia
rekaman
terkait kegiatan
perbaikan/
peningkatan
usaha
perkebunan
yang
berkelanjutan.

2.

Aktual Kondisi Sekarang

Pertanyaan

. Bagaimana

prosedur kelompok
dalam melakukan
identifikasi potensi?
Bagaimana prosedur
kelompok dalam
penyusunan rencana
aksi peningkatan
produktifitas

kelapa sawit?

. Apakah kelompok

telah memiliki SOP
terkait hal di atas?

. Apakah kelompok

telah memiliki
dokumen rencana
aksi peningkatan
produksi kelapa sawit?

. Apakah kelompok

telah memiliki catatan
realisasi kegiatan
perbaikan dan
peningkatan usaha?

. Apakah asesor telah

memeriksa seluruh
caatatan/dokumen
dan SOP tersebut?

. Apakah asesor telah

melakukan observasi
lapangan untuk melihat
implementasi tersebut?

Identifikasi
Akar Masalah

Temuan
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Sesi 11. Menyusun rekomendasi dan merencanakan kegiatan
pendampingan

Judul sesi Menyusun rekomendasi dan merencanakan kegiatan pendampingan
Unit kompetensi 1. Menyusun perencanaan pendampingan
2. Menyusun rekomendasi kinerja unit usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 45 menit
Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Unitkompetensimenyusunrekomendasihasil penilaiankinerjausaha perkebunankelapa
sawit berkelanjutan terdiri dari 2 elemen kompetensi yaitu: menyusun rekomendasi
hasil penilaian dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian. Di dalam sesi
pembelajaran ini, unit kompetensi tersebut diterjemahkan dengan melengkapi hasil
pembelajaran sesi sebelumnya, pada sesi 10 analisis kesenjangan, untuk menjadi dasar
dalam merumuskan rekomendasi kepada kelompok pekebun.

Di dalam memperdalam unit kompetensi tersebut, secara bersamaan peserta juga
menerapkan kompetensi dalam merencanakan kegiatan pendampingan. Ini dilakukan
karena memberikan rekomendasi kepada kelompok pekebun saja tidak cukup.
Pendamping secara internal juga perlu menyusun rencana kegiatan pendampingan
untuk meningkatkan kapasitas kelompok pekebun dan juga meningkatkan kinerja
pengelolaan kebun kelapa sawait yang dikelola secara kolektif.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam menyusun menyusun perencanaan pendampingan dan kompetensi dalam
menyusun rekomendasi kinerja unit usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

¢ Mengelompokkan hasil penilaian sesuai standar ISPO pekebun.

*  Merumuskan langkah pemenuhan obyek yang diverifikasi yang belum memenuhi
standar ISPO pekebun dalam bentuk kegiatan pendampingan.
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4.

Merumuskan hasil rekomendasi kepada kelompok pekebun untuk tindakan
pemenuhan sesuai standar ISPO pekebun.

Merumuskan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian dilaksanakan
sesuai dengan standar ISPO pekebun.

Pokok Bahasan
Rekomendasi peningkatan kinerja kelompok pekebun

Rencana kegiatan pendampingan

Langkah Pembelajaran

Langkah 1. Pengkondisian

1.
2.

Fasilitator membuka sesi 11 ini dengan menyampaikan salam.

Fasilitator menjelaskan bahwa sesi 11 ini adalah kelanjutan dari sesi 10, yaitu
merumuskan rekomendasi tindak lanjut dari hasil temuan analisis kesenjangan.
Peserta juga akan diberikan ketrampilan dalam merumuskan rencana kegiatan
pendampingan.

Fasilitator mengenalkan pelatih dan memberikan waktu untuk memulai pemaparan
materi dan pendalaman materi.

Langkah 2. Pemaparan dan pendalaman materi

1.
2.

Pelatih menjelaskan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan pembelajaran sesi ini.
Pelatih menayangkan bahan presentasi dan menjelaskan bagaimana menggunakan
lembar kerja rekomendasi dan rencana kegiatan pendampingan (lihat lembar
terlampir).

Selama proses pemaparan materi, pelatin dapat membuka kesempatan kepada
peserta untuk menanyakan atau menanggapi apa yang dijelaskannya. Dan pelatih
dapat langsung menjawabnya.

Pelatih memastikan bahwa seluruh peserta dapat memahami dan mampu
mengerjakan lembar kerja tersebut.

Pelatih menekankan bahwa lembar kerja tersebut akan dipergunakan untuk
mengolah lembar kerja analisis kesenjangan, yang akan dipergunakan pada praktek
lapangan.

Setelah dipastikan seluruh peserta telah memahami, pelatih mengembalikan waktu
kepada fasilitator.
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Langkah 3. Penutupan sesi

1. Fasilitator menekankan kembali bahwa kelompok praktek lapangan perlu
mempelajari  kembali lembar kerja analisis kesenjangan dan lembar kerja
rekomendasi peningkatan kinerja kelompok pekebun dengan baik karena akan
dipergunakan dalam praktek lapangan.

2. Fasilitator menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta atas

partisipasi dan semangat belajarnya.

nE

P RN FEE L T
TR L B PR

5. Uraian Materi

Rekomendasi merupakan saran yang disusun pendamping atas dasar hasil analisis
kesenjangan yang diperuntukan kepada kelompok pekebun untuk memperbaiki atau
meningkatkan kinerja pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan perkebunan kelapa
sawit. Sedangkan perencanaan pendampingan adalah rangkaian kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk untuk mendukung perbaikan atau peningkatan kinerja kelompok
pekebun dalam memenuhi ketentuan dalam sistem ISPO.

Untuk merumuskan rekomendasi dan perencanaan pendampingan, peserta
menggunakan lembar kerja analisis kesenjangan sebagai data dasar untuk
mengerjakannya. Untuk memudahkan perumusan rekomendasi dan perencanaan
kegiatan pendampingan, kelompok praktek lapangan dapat menggunakan tabel
berikut ini:
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Lembar Kerja

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Kelompok Pekebun

Penguatan Penguatan Kelembagaan
1.

2.

3.

dst

Pengelolaan Kebun Sawit

1.

2.

3.
dst

Pemenuhan Standar ISPO pekebun
1.

2.

3.

dst

Lembar Kerja
Rencana Kegiatan Pendampingan
Sertifikasi ISPO pekebun

Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Kegiatan Tujuan Hasil yang Sasaran Waktu
Diharapkan

Anggaran Pelaksana

Prinsip 2. Penerapan praktek perkebunan yang baik

Kegiatan Tujuan Hasil yang Sasaran Waktu Anggaran Pelaksana
Diharapkan

#2

#3
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Prinsip 3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumebrdaya alam, dan keanekaragaman hayati

Kegiatan Tujuan Hasil yang Sasaran Waktu Anggaran Pelaksana
Diharapkan

Prinsip 4. Penerapan transparansi

Kegiatan Tujuan Hasil yang Sasaran Waktu Anggaran Pelaksana

Diharapkan

Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Kegiatan Tujuan Hasil yang Sasaran Waktu Anggaran Pelaksana
Diharapkan

#2

#3

Sesi 12. Menyusun evaluasi hasil pendampingan.

Judul sesi Menyusun evaluasi hasil pendampingan.
Unit kompetensi Melakukan evaluasi hasil pendampingan
Material Laptop, powerpoint, ATK, lembar kerja
Waktu 45 menit

Metode Presentasi, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Unit kompetensi melakukan evaluasi hasil pendampingan terdiri dari 4 elemen
kompetensi yaitu: mengevaluasi efektifitas pendampingan, menerima umpan balik
pendampingan, membuat catatan mengenai penyempurnaan pendampingan, dan
mendokumentasikan hasil pendampingan. Unit kompetensi ini dalam pelatihan ini
diterjemahkan dalam evaluasi rekomendasi hasil penilaian kinerja dan evaluasi rencana
kegiatan pendampingan.

Evaluasi rekomendasi hasil penilaian kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan
terhadap kelompok pekebun dalam memenuhi persyaratan standar ISPO pekebun. Di
dalam istilah sertifikasi ini disebut dengan audit internal.

156 MODUL PELATIHAN
PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI



Evaluasi rencana kegiatan pendampingan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap
pendamping dan lembaga pendamping atas untuk mengukur kinerja pelaksanaan
pendampingan yang didasarkan pada rencana pendampingan.

Capaian kompetensi dalam evaluasi hasil pendampingan diwujudkan dalam bentuk
dokumen atau laporan evaluasi pendampingan. Dengan laporan tersebut, pendamping
menyampaikan hasil evaluasi kepada kelompok pekebun, sebagai kelompok yang
didampingi, dan mendapatkan umpan balik. Selain itu, laporan evaluasi secara
internal berguna untuk menjadi alat refleksi untuk merumuskan perbaikan strategi
pendampingan agar tujuan sertifikasi ISPO pekebun dapat dicapai secara efektif.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam melakukan evaluasi hasil pendampingan.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

* Mengevaluasi efektifitas pendampingan.

*  Menerima umpan balik pendampingan.

* Membuat catatan mengenai penyempurnaan pendampingan.
*  Mendokumentasikan hasil pendampingan.

3. Pokok Bahasan
e Auditinternal
* Evaluasi pendampingan

4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1. Pengkondisian

1. Fasilitator membuka sesi 12 ini dengan menyampaikan salam. Fasilitator
menjelaskan bahwa sesi ini merupakan kelanjutan dengan rangkaian sesi 10 dan
sesi 11 sebelumnya.

2. Fasilitator mengenalkan pelatih dan memberikan waktu untuk memulai pemaparan
materi dan pendalaman materi.
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Langkah 2. Pemaparan dan pendalaman materi

1.

Pelatih menjelaskan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan pembelajaran sesi 12
ini.

Pelatih menayangkan bahan presentasi dan menjelaskan bagaimana menggunakan
lembar kerja audit internal (menggunakan lembar kerja analisis kesenjangan)
sebagai alat evaluasi internal kelompok pekebun dan lembar kerja evaluasi
kegiatan pendampingan sebagai alat evaluasi internal pendamping dan lembaga
pendamping.

Selama proses pemaparan materi, pelatih dapat membuka kesempatan kepada
peserta untuk menanyakan atau menanggapi apa yang dijelaskannya. Dan pelatih
dapat langsung menjawabnya.

Pelatih memastikan bahwa seluruh peserta dapat memahami dan mampu
mengerjakan lembar kerja tersebut.

Setelah dipastikan seluruh peserta telah memahami, pelatih mengembalikan waktu
kepada fasilitator.

Langkah 3. Penutupan sesi

1.

Fasilitator menjelaskan bahwa lembar-lembar kerja pada sesi ini akan dipergunakan
untuk tindak lanjut pendampingan kelompok pekebun.

Fasilitator menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta atas
partisipasi dan semangat belajarnya.

Uraian Materi

Audit Internal ISPO
Auditinternal ini adalah pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh internal kelompok atau

internal lembaga pendamping untuk memeriksa kesesuaian terhadap standar ISPO.
Kegiatan ini dapat disebut sebagai langkah evaluasi untuk menilai kinerja kelompok
pekebun setelah dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan pendampingan
pemenuhan kesesuaian prinsip dan kriteria dilakukan oleh pendamping.

Audit internal digunakan untuk mempersiapkan pengurus, anggota, dan tim ICS dalam

menghadapi audit sertifikasi ISPO yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi.
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Beberapa manfaat dilaksanakannya audit internal adalah sebagai berikut:

a. Memastikan kinerja kelompok pekebun telah sesuai dengan target sertifikasi ISPO.
Memastikan berbagai kebijakan kelompok dan Sistem Kendali Internal (ICS) dapat
diimplementasikan dengan baik.

c. Memastikan pengelolaan data dan informasi melalui pengarsipan dokumen dapat
dilakukan oleh kelompok dengan baik. Artinya bukan sekedar disimpan, namun
juga dijalankan sistem pendokumentasiannya.

d. Memastikan bahwa unit-unit kerja dalam tim ICS dapat bekerja sesuai dengan tugas
dan wewenangnya.

e. Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja sebelum dilakukan dilakukannya audit
oleh lembaga sertifikasi.

Audit internal ini didesain seperti audit eksternal oleh lembaga sertifikasi. Meskipun
audit internal dilakukan oleh internal kelompok atau oleh lembaga pendamping, prinsip
dan metodologi yang digunakan sama dengan audit eksternal yanng mengacu pada
Permentan Nomor 38 Tahun 2020.

Perencanaan audit internal ini penting untuk dilakukan oleh kelompok agar seluruh
anggota kelompok harus paham apa itu audit internal dan apa tujuan dilaksanakannya
auditinternal.Ini penting agar tidak timbul mis-komunikasi yang justru hasil auditinternal
tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini untuk menjaga agar audit internal dapat
menilai secara obyektif tentang kondisi kelembagaan dan kondisi faktual di lapangan.
Hasil audit internal dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja kelompok.

Pelaksanaan audit internal dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik audit
yang mengacu pada Permentan Nomor 38 Tahun 2020. Kegiatan-kegiatan yang perlu
diketahui pada proses audit adalah sebagai berikut: Opening Meeting, proses audit, dan
Clossing Meeting.

Alat untuk melakukan audit internal dapat dilihat pada lembar kerja audit internal.
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Tindakan perbaikan

Laporan hasil audit internal merupakan materi untuk memperbaiki kinerja kelompok,
baik dalam kelembagaan maaupun pengelolaan kebun, dalam upaya mencapai
kesesuaian standar ISPO. Di dalam laporan tersebut yang perlu menjadi perhatian
utama adalah uraian ketidaksesuaian dan saran tindakan perbaikan.

Upaya-upaya pendampingan untuk menindaklanjuti rekomendasi dan saran tindakan
perbaikan yaitu: fasilitasi pertemuan penyusunan rencana aksi, penyampaian hasil
temuan audit, fasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan,
dan perencanaan tindakan perbaikan. Sesuai dengan rencana tindakan perbaikan,
secara bersama-sama dalam reguler pertemuan dilakukan monitoring dan evaluasi
untuk memastikan progres tindakan perbaikan dan melakukan review terhadap hasil
dokumen yang telah diperbaiki/disusun sebagai respon atas saran tindakan perbaikan.

Alat untuk menyusun dan melakukan evaluasi tindakan perbaikan dapat dilihat pada
lembar kerja rencana tindakan perbaikan dan lembar kerja realisasi tindakan perbaikan.

Evaluasi rencana kegiatan pendampingan

Secara internal, pendamping juga perlu melakukan evaluasi kinerja pendampingan.
Ini digunakan untuk memperbaiki kinerja dalam mencapai tujuan pendampingan
kelompok pekebun dalam sertifikasi ISPO pekebun.

Lembar Kerja Evaluasi Kegiatan Pendampingan

Kendala Pencapaian Strategi peningkatan
Hasil kinerja

Rencana Kegiatan*) Realisasi Kegiatan

Keterangan: *) Kolom ini diambil dari Lembar Kerja Rencana Kegiatan
Pendampingan Sertifikasi ISPO pekebun pada sesi 11.
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Lembar Kerja
Rencana Tindakan Perbaikan Kinerja Kelompok Pekebun

Uraian RencanaTindakan  Penanggung

b TS D ] Ketidaksesuaian*) Perbaikan Jawab

Target Waktu
Selesai

Keterangan: *) Diambil dari Tabel Catatan Temuan dan Tindakan Perbaikan
Kesesuaian ISPO yang berasal dari auditor internal.

Lembar Kerja
Laporan Realisasi Tindakan Perbaikan

Uraian Tindakan Bukti
Ketidaksesuaian®) Perbaikan Dokumen

No. Prinsip & Kriteria*)

Status

Keterangan: *) Diambil dari Tabel Catatan Temuan dan Tindakan Perbaikan
Kesesuaian ISPO yang berasal dari auditor internal.

Sesi 13. Menyusun perencanaan praktek lapangan

Judul sesi Menyusun perencanaan praktek lapangan

Unit kompetensi 1. Merencanakan pendampingan

2. Mengorganisir pekerjaan

3. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

4. Membangun jejaring kerja

5. Menerapkan prosedur K3

6. Melakukan komunikasi efektif

Material Laptop, powerpoint , ATK, lembar kerja
Waktu 90 menit
Metode Presentasi, diskusi, penugasan kelompok

1. Deskripsi Singkat

Unjuk kerja unit kompetensi oleh peserta pelatihan dilaksanakan dalam metode praktek
lapangan. Peserta akan dihadapkan pada situasi kelompok pekebun dan kebun sawit

di lapangan.
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Sebelum pelaksanaan praktek lapangan, peserta perlu membekali diri dengan sarana
prasarana dan strategi yang efektif agar selama kunjungan lapangan dapat memperoleh
seluruh data dan informasi yang dibutuhkan. Unjuk kerja tidak terbatas pada
melaksanakan praktek analisis kesenjangan dengan metode wawancara, observasi, dan
telaah dokumen saja. Namun, peserta juga diharuskan menyusun laporan hasil analisis
kesenjangan, rencana pendampingan, dan evaluasi pendampingan.

Rencana pendampingan bersumber dari hasil analisis kesenjangan. Sedangkan, laporan
evaluasi pendampingan disimulasikan dengan melakukan evaluasi terhadap rencana
praktek lapangan. Oleh karena itu, di dalam melakukan perencanaan praktek lapangan
perlu disusun sebaik-baiknya.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materiini, peserta mampu menguasai kompetensi inti
sebagai pendamping yaitu: Merencanakan pendampingan; Mengorganisir pekerjaan;
Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan; Membangun jejaring kerja; Menerapkan prosedur K3; dan Melakukan
komunikasi efektif.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

* Merancang rencana kegiatan analisis kesenjangan untuk kelompok pekebun.
* Menyusun strategi penggalian data dan informasi secara efisien.

*  Mempersiapkan alat dan bahan praktek lapangan.

3. Pokok Bahasan

*  Profil kelompok pekebun
* Profil pengelolaan kebun
* Analisis kesenjangan

* Rencana pendampingan
* Evaluasi pendampingan
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4. Langkah Pembelajaran

Langkah 1: Pengkondisian

1. Fasilitator membuka sesi 13 ini dengan menjelaskan maksud dari penyusunan
rencana praktek lapangan, yaitu agar praktek lapangan dapat dilakukan dengan
lancar, efisien, dan efektif. Perlu diingatkan bahwa terdapat keterbatasan waktu
selama praktek lapangan.

2. Fasiliator juga menjelaskan tugas setelah peserta melaksanakan praktek lapangaan,
yaitu kelompok praktek lapangan diberikan tugas untuk menyusun laporan hasil
analisis kesenjangan, laporan rencana pendampingan, dan laporan evaluasi
pendampingan.

3. Sebagai gambaran tentang kelompok pekebun yang akan dijadikan obyek praktek
lapangan, fasilitator menjelaskan bahwa telah menghadirkan pengurus kelompok
pekebun tersebut sebagai narasumber. Pengurus yang dihadirkan berasal dari 2
kelompok pekebun yang akan dikunjungi.

4. Sebaiknya, panitia telah mempersiapkan paparan materi untuk pengurus kelompok
tersebut. Setidaknya isi materi adalah profil kelompok dan profik kebun kelapa
sawit. Informasi selebihnya, peserta dapat menggalinya dalam diskusi kelompok
untuk merencanakan praktek lapangan.

5. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok bahasan pada sesi 13
ini.

6. Fasilitator memperkenalkan 2 narasumber tersebut dan mempersilakan untuk
melakukan pemaparan profil kelompok.

Langkah 2: Pemaparan profil kelompok

1. Narasumber menampilkan lokasi domisili kelompok dalam bentuk gambar spasial,
agar peserta dapat memperoleh gambaran seberapa jauh perjalanan menuju lokasi
praktek dari lokasi pelatihan.

2. Narasumbermenjelaskan gambaran kelompok pekebun dan gambaran pengelolaan
kebun sawit secara singkat.

3. Setelah pemaparan narasumber selesai, fasilitator memberikan waktu kepada
pelatih untuk menjelaskan pokok-pokok bahasan sesi 13 ini.

Langkah 3: Pemaparan materi
1. Pelatih menjelaskan lembar kerja yang akan dipergunakan sebagai bahan praktek
lapangan dan bahan pembuatan laporan.
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2. Pelatih menampilkan formal laporan praktek lapangan dan menjelaskan bagaimana

untuk mengerjakannya.

Pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan atau
memberikan tanggapan atas lembar kerja dan format laporan tersebut.

Setelah dipastikan seluruh peserta paham, pelatih mengembalikan waktu kepada
fasilitator untuk membagi peserta menjadi 2 kelompok praktek lapangan. Dan
selanjutnya mengerjakan perencanaan praktek lapangan.

Langkah 4: Diskusi kelompok

1.

Fasilitator membagi peserta dalam 2 kelompok praktek lapangan. Pembagian
kelompok perlu mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan, umur,
dan lain sebagainya.

Setelah itu, fasilitator menentukan kelompok praktek lapangan dan kelompok
pekebun yang akan dikunjungi.

Dalam diskusi kelompok, peserta dipersilakan mengajak narasumber (pengurus
kelompok) diatas untuk ikut dalam merancang perencanaan praktek lapangan.
Diskusi kelompok dilakukan selama 45 menit.

Langkah 5. Pemaparan hasil perencanaan praktek lapangan.

1.

Fasilitator mempersilakan perwakilan kelompok praktek lapangan untuk
memaparkan rencana pelaksanaan praktek lapangan. Ini dilakukan untuk
memastikan bahwa kelompok praktek telah melakukan perencanaan kegiatan
dengan efektif dan efisien.

Masing-masing kelompok praktek diberikan waktu 10-15 menit.

Fasilitator dan pelatih memberikan penajaman konten hal-hal yang telah
direncanakan tersebut. Ini untuk membantu kelompok praktek dapat melaksanakan
parktek lapangan dengan baik. Di antaranya tentang: metode penggalian data dan
informasi, pembagian tim kerja, dan sebagainya.

Langkah 6. Penutupan sesi

1.

Fasilitator menjelaskan rencanaoperasional yang dieprsiapkan oleh panitia pelatihan,
meliputi: kendaraan transportasi, peralatan K3, panitia yang akan mendampingi,
dan lain sebagainya.

Fasilitator menutup sesi, menyampaikan apresiasi kepada narasumber (pengurus
kelompok), pelatih, dan peserta atas kelancaran sesi 13 ini.
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5. Uraian Materi
Materi yang digunakan pada sesi 13 ini adalah:

1. | Lembar kerja analisis kesenjangan Materi sesi 10. Analisis kesenjangan
standar IPSO pekebun standar ISPO pekebun.

2. | Lembar kerja rekomendasi perbaikan Materi sesi 11. Menyusun rekomendasi
kinerja kelompok pekebun hasil penilaian kinerja dan perencanaan

3. | Lembar kerja rencana kegiatan kegiatan pendampingan

pendampingan sertifikasi ISPO pekebun

4. | Lembar kerja evaluasi kegiatan Materi sesi 12. Menyusun evaluasi
pendampingan hasil pendampingan

Pelaksanaan Pelatihan Hari Keempat
Materi Pelatihan Hari Empat

Sesi Pelatihan JPL
Sesi 14: Melaksanakan praktek lapangan 6
Sesi 15: Penyusunan laporan praktek lapangan 2

Sesi 14. Melaksanakan praktek Lapangan

Judul sesi Melaksanakan praktek lapangan

Unit kompetensi 1. Mengorganisir pekerjaan
2. Merencanakan pendampingan.
3. Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan
. Membangun jejaring kerja
. Menerapkan prosedur K3
. Melakukan komunikasi efektif
. Melakukan evaluasi hasil pendampingan
. Menyusun rekomendasi hasil penilaian kinerja unit usaha
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
9. Melaksanakan tindak pendampingan dalam melengkapi data dan informasi
10. Melaksanakan tindak pendampingan dalam memobilisasi parapihak
11. Melaksanakan tindak pendampingan dalam perencanaan bisnis
12. Melaksanakan tindak pendampingan dalam pelaksanaan
usaha kebun kelapa sawit rakyat swadaya

0 N Oy 1 N~

Material Lembar kerja, laptop, ATK, APD
Waktu 6 JPL @45 menit
Metode Simulasi pendampingan
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1. Deskripsi Singkat

Praktek lapangan merupakan bentuk penyelenggaraan pelatihan dengan melakukan
simulasi pengetahuan, kerampilan, dan sikap kerja peserta pelatihan yang didampingi
dengan supervisi dari pelatih dan fasilitator yang kompeten. Tujuan praktek lapangan
agar peserta dapat memperoleh pengalaman dan kecakapan penguasaan kompetensi
sdengan menghadapi situasi kelompok pekebun secara langsung.

Melalui praktek lapangan, peserta dapat memiliki kesiapan kerja pendampingan
kelompok pekebun dalam upaya sertifikasi ISPO pekebun. Praktek lapangan ini
merupakan pelaksanaan dari rangkaian 12 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh
peserta pelatihan.

Melalui praktek lapangan ini, peserta diharapkan dapat melakukan simulasi analisis
kesenjangan, menyusun rencana pendampingan, sampaui dengan melakukan evaluasi
kegiatan pendampingan.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Menerapkan unjuk kerja peserta dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dengan
menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapatkan selama pembelajaran
dalam pelatihan ini.

Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan 12 kompetensi
dalam melaksanakan kegiatan pendampingan.

Pokok Bahasan

* Mengorganisir pekerjaan.

*  Merencanakan pendampingan.

*  Mengumpulkan bahan dan data keterangan kinerja sistem sertifikasi kelapa sawit
berkelanjutan.

*  Membangun jejaring kerja.

* Menerapkan prosedur K3.

*  Melakukan komunikasi efektif.
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Melakukan evaluasi hasil pendampingan.

Menyusun rekomendasi hasil penilaian kinerja unit usaha perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan.

Melaksanakan pendampingan dalam melengkapi data dan informasi.
Melaksanakan pendampingan dalam memobilisasi parapihak.

Melaksanakan pendampingan dalam perencanaan bisnis.

Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan usaha kebun kelapa sawit rakyat

swadaya.
3. Langkah Fasilitasi
Briefing

Pengarahan terhadap peserta dilakukan untuk memberikan penjelasan beberapa hal
yang perlu disampaikan, yaitu:

Teknis perjalanan menuju lokasi praktek.
Pengecekan alat dan bahan yang akan dibawa.
Pengecekan APD peserta.

Memastikan seluruh peserta dalam keadaan sehat.

Di akhir pengarahan, fasilitator memimpin doa bersama agar praktek lapangan berjalan
dengan lancar.

Fasilitasi selama praktek lapangan

1.

Fasilitator menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota kelompok
pekebun atas berkenannya menerima peserta pelatihan untuk melakukan simulasi
pendampingan.

Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari praktek lapangan
ini.

Setelah pengurus kelompok pekebun penyampaikan tanggapan, fasilitator
mempersilakan peserta untuk melakukan praktek lapangan.

Metode dan strategi pelaksanaan praktek diserahkan sepenuhnya kepada kelompok
praktek lapangan.

Setelah simulasi analisis kesenjangan selesai dilakukan oleh peserta, fasilitator
menutup kegiatan praktek dengan menyampaikan terima kasih kembali kepada
pengurus dan anggota kelompok pekebun atas yang telah berkenan memberikan
data dan informasi kelembagaan dan pengelolaan kebun.
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Sesi 15. Menyusun laporan hasil praktek lapangan (Malam)

Judul sesi Menyusun laporan hasil praktek lapangan (Malam)

Unit kompetensi 1. Merencanakan pendampingan

2. Melakukan evaluasi hasil pendampingan

3. Menyusun rekomendasi hasil penilaian kinerja unit usaha
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

Material Hasil praktek lapangan, laptop , ATK
Waktu 90 menit
Metode Penugasan kelompok, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Setelah peserta melakukan praktek lapangan, kemudian peserta akan melakukan
simulasi menyusun perencanaan pendampingan, melakukan evaluasi pendampingan,
dan menyusun rekomendasi peningkatan kinerja untuk kelompok pekebun.

Hasil analisis kesenjangan terhadap kelompok pekebun menjadi basis informasi untuk
menyusun rencana pendampingan untuk menutup kesenjangan yang ada. Rencana
pendampingan bersifat internal untuk pendamping dan lembaga pendamping.

Evaluasi pendampingan yang dimaksud adalah evaluasi atas pelaksanaan praktek
lapangan yang didasarkan pada rencana praktek lapangan. Sedangkan, rekomendasi
peningkatan kinerja adalah masukan-masukan yang ditujukan terhadap kelompok
pekebun.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam menyusun menyusun perencanaan pendampingan dan kompetensi dalam
menyusun rekomendasi kinerja unit usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

*  Mengelompokkan hasil penilaian sesuai standar ISPO pekebun.

*  Merumuskan langkah pemenuhan obyek yang diverifikasi yang belum memenubhi
standar ISPO pekebun dalam bentuk kegiatan pendampingan.
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4.

Merumuskan hasil rekomendasi kepada kelompok pekebun untuk tindakan
pemenuhan sesuai standar ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

Rekomendasi peningkatan kinerja kelompok pekebun
Rencana kegiatan pendampingan

Evaluasi kegiatan pendampingan

Langkah Pembelajaran

Langkah 1. Pengkondisian

1.

Fasilitator memberikan penjelasan bahwa setelah peserta melakukan praktek
lapangan, tiba saatnya peserta kemudian menyusun laporan praktek lapangan.
Laporan praktek lapangan terdiri dari 3 bagian pokok yaitu rekomendasi perbaikan
kinerja kelompok pekebun, rencana pendampingan, dan evaluasi praktek lapangan.
Sebagai bahan untuk mengerjakannya adalah hasil analisis kesenjangan yang
dilakukan pada praktek lapangan.

Fasilitator menjelaskan bahwa waktu pengerjaan tugas kelompok ini dikerjakan saat
ini sampai dengan besok pagi di hari kelima pelaksanaan pelatihan. Peserta dapat
melihat kembali jadwal pelatihan.

Langkah 2: Kerja kelompok

1.
2.
3.

5.

Kelompok praktek melakukan tugas kelompok.

Fasilitator melakukan pendampingan selama proses diskusi kelompok.

Karena tugas kelompok ini dikerjakan pada malam hari, maksimal pukul 22.00
waktu setempat, peserta diminta untuk istirahat. Besok pagi tugas kelompok dapat
dilanjutkan kembali.

Uraian materi

Materi yang digunakan pada sesi 15 ini adalah:

1. | Isian lembar kerja analisis kesenjangan Materi sesi 10. Analisis kesenjangan
standar ISPO pekebun standar ISPO pekebun

2. | Lembar kerja rekomendasi perbaikan Materi sesi 11. Menyusun rekomendasi dan
kinerja kelompok pekebun merencanakan kegiatan pendampingan

3. | Lembar kerja rencana kegiatan pendampingan
sertifikasi ISPO pekebun

4. | Lembar kerja evaluasi kegiatan pendampingan Materi sesi 12. Menyusun evaluasi

hasil pendampingan
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Pelaksanaan Pelatihan Hari Kelima
Materi Pelatihan Hari Kelima

Sesi Pelatihan JPL

Sesi 15: Menyusun laporan hasil praktek lapangan 4

Sesi Evaluasi komprehensif dan penutupan

Sesi 15. Menyusun laporan hasil praktek lapangan (Lanjutan)

Judul sesi Menyusun laporan hasil praktek lapangan (Lanjutan)

Unit kompetensi 1. Merencanakan pendampingan

2. Melakukan evaluasi hasil pendampingan

3. Menyusun rekomendasi hasil penilaian kinerja unit usaha
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

Material Hasil praktek lapangan, laptop, ATK
Waktu 180 menit
Metode Penugasan kelompok, diskusi

1. Deskripsi Singkat

Setelah peserta melakukan praktek lapangan, kemudian peserta akan melakukan
simulasi menyusun perencanaan pendampingan, melakukan evaluasi pendampingan,
dan menyusun rekomendasi peningkatan kinerja untuk kelompok pekebun.

Hasil analisis kesenjangan terhadap kelompok pekebun menjadi basis informasi untuk
menyusun rencana pendampingan untuk menutup kesenjangan yang ada. Rencana
pendampingan bersifat internal untuk pendamping dan lembaga pendamping.

Evaluasi pendampingan yang dimaksud adalah evaluasi atas pelaksanaan praktek
lapangan yang didasarkan pada rencana praktek lapangan. Sedangkan, rekomendasi
peningkatan kinerja adalah masukan-masukan yang ditujukan terhadap kelompok
pekebun.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan umum:

Setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta mampu menguasai kompetensi
dalam menyusun menyusun perencanaan pendampingan dan kompetensi dalam
menyusun rekomendasi kinerja unit usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
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Tujuan khusus:

Setelah mengikuti sesi pembelajaran ini, peserta mampu:

4.

Mengelompokkan hasil penilaian sesuai standar ISPO pekebun.

Merumuskan langkah pemenuhan obyek yang diverifikasi yang belum memenubhi
standar ISPO pekebun dalam bentuk kegiatan pendampingan.

Merumuskan hasil rekomendasi kepada kelompok pekebun untuk tindakan
pemenuhan sesuai standar ISPO pekebun.

Pokok Bahasan

Rekomendasi peningkatan kinerja kelompok pekebun
Rencana kegiatan pendampingan

Evaluasi kegiatan pendampingan

Langkah Pembelajaran

Langkah 1. Pengkondisian

1.
2.
3.

Fasilitator membuka kembali sesi 15 lanjutan.

Fasilitator memastikan seluruh peserta dalam keadaan sehat.
Fasilitatormenanyakan apakah ada kendala selama proses mengerjakan laporan hasil
praktek lapangan. Apabila ada, diskusikan dan berikan solusi untuk menyelesaikan
kendala tersebut.

Fasilitator mempersilakan kelompok praktek untuk melanjutkan penyelesaian tugas
kelompok tersebut selama 90 menit ke depan.

Langkah 2: Kerja kelompok

1.
2.

Kelompok praktek melakukan tugas kelompok.
Fasilitator melakukan pendampingan selama proses diskusi kelompok.

Langkah 3. Pemaparan dan diskusi hasil

1.

Setelah 90 menit penyelesaian tugas kelompok, fasilitator meminta hasil laporan
tugas kelompok untuk dikumpulkan kepada panitia.

Fasilitator meminta perwakilan kelompok praktek untuk melakukan paparan hasil,
secara bergantian untuk kedua kelompok.

Setelah selesai paparan, fasilitator membuka sesi diskusi untuk pembahasan hasil
laporan praktek lapangan.
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4. Seluruh pelatih dan fasilitator dapat memberikan penjelasan apabila dibutuhkan
untuk menajamkan penguasaan kompetensi pendamping.

Langkah 4. Penutupan

1. Fasilitator memberikan apresiasi kepada peserta atas proses pembelajaran selama
ini yang berjalan dengan baik.

2. Fasilitator menutup sesi 15 ini dan memberikan sekilas agenda selanjutnya.

5. Uraian materi
Materi yang digunakan pada sesi 15 ini adalah:

1. Isian lembar kerja analisis kesenjangan Materi sesi 10. Analisis kesenjangan
standar IPSO pekebun standar ISPO pekebun
2. Lembar kerja rekomendasi perbaikan Materi sesi 11. Menyusun
kinerja kelompok pekebun rekomendasi dan merencanakan
3. Lembar kerja rencana kegiatan pendampingan kegiatan pendampingan
sertifikasi ISPO pekebun
4, Lembar kerja evaluasi kegiatan pendampingan Materi sesi 12. Menyusun evaluasi

hasil pendampingan

Sesi Evaluasi komprehensif dan penutupan

Evaluasi program pelatihan merupakan evaluasi yang bersifat komprehensif yang
dipergunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Evaluasi
dibutuhkan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas program pelatihan, serta untuk
mengambil keputusan tentang keberlanjutan suatu program pelatihan.

Data evaluasi dapat menginformasikan kekurangan yang ada pada program pelatihan
baik dari segi teknis pelaksanaan, maupun materi pelatihan yang disampaikan.
Sekaligus dapat menjadi koreksi terhadap unit kompetensi yang telah disusun, apakah
mendukung dalam pekerjaan pendampingan kelompok pekebun menuju sertifikasi
ISPO pekebun.
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Model Evaluasi Kirkpatrick (2006) memperkenalkan empat level dalam melakukan
evaluasi pelatihan yaitu:

* Level 1 - Reaksi:mengukurbagaimana peserta pelatihan bereaksi terhadap program
pelatihan. Untuk mengukurnya digunakan lembar evaluasi pada akhir pelatihan.
Para peserta pelatihan diminta untuk memberikan persepsinya mengenai materi,
pembicara, fasilitas pendukung, dan keterkaitan pelatihan dengan pekerjaan.

Lembar Evaluasi Reaksi

JUAUL S@Si..uuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienereeiteeenasaneons
No Pertanyaan Kurang  Cukup Baik Sangat baik

1 Materi yang diberikan berhubungan
dengan pekerjaan

Materi dibawakan dengan menarik

Narasumber berkomunikasi secara efektif

Narasumber mempersiapkan diri dengan baik

Fasilitas audiovisual berfungsi efektif

Hand-out membantu pemahaman

N[O~ w N

Materi pelatihan mudah diaplikasikan
ke dalam pekerjaan

(o]

Fasilitas yang disediakan sesuai

9 | Jadwal pelatihan sesuai

10 | Ada keseimbangan antara presentasi
dengan keterlibatan peserta pelatihan

11 | Pelatihan ini membantu peserta
untuk bekerja lebih baik

Keterangan: lembar ini dibuat per hari per sesi; lembar evaluasi tersebut diisi
oleh peserta pada akhir pelatinan pada sesi evaluasi komprehensif.

* level 2 - Pembelajaran: mengukur bagaimana peserta pelatihan menerima
kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah pengetahuan, ketrampilan,
dan perilakunya. Level ini diukur melalui ujian tertulis pada awal (pre-test) dan akhir
pelatihan (post-test).
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Lembar Evaluasi Pembelajaran

No Nama Peserta Nilai Pre-test Nilai Post-test

* Level3- Perilaku:mengukurbagaimana peserta pelatinan telah berubah perilakunya
akibat dari program pelatihan. Metode yang digunakan dalah observasi langsung
terhadap peserta pelatihan.

Apabila memungkinkan, sebaiknya panitia pelatihan melakukan monitoring
terhadap peserta pelatihan dalam melakukan pendampingan kelompok pekebun,
pasca-pelatihan. Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada sumberdaya
yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

* Level 4 — Hasil: mengukur apa hasil yang didapatkan oleh peserta pelatihan dalam
peningkatan kinerja pekerjaan pendampingan. Ini juga diperoleh dari melakukan
monitoring secara langsung pada kinerja pendamping, apakah kelompok pekebun
yang didampinginya dapat memperoleh sertifikat ISPO pekebun. Hal ini bergantung
juga pada sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

Fasilitasi post-test

Tujuan Mengukur kapasitas peserta setelah mengikuti pelaksanaan pembelajaran.
Topik Dua belas unit kompetensi

Material Blangko ujian post test

Waktu 15 menit

Metode Ujian tertulis

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan sesi post-test dan prosedur
pengerjaan soal. Waktu pengerjaan soal selama 15 menit.
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2. Fasilitator memastikan kembali kepada peserta, apakah peserta sudah memahami
prosedur pengerjaan soal.

3. Fasilitator memberikan tanda dimulainya ujian post-test.
Lima menit sebelum waktu pengerjaan selasai, fasilitator menyampaikan
ketersediaan waktu pengerjaan.

5. Setelah waktu pengerjaan habis, fasilitator memberikan tanda bahwa waktu habis
dan soal jawaban dikumpulkan.

Fasilitasi evaluasi komprehensif

Tujuan Memperoleh umpan balik penilaian kinerja pelaksanaan pelatihan dari peserta pelatihan.
Topik Evaluasi pelatih, evaluasi fasilitotor, evaluasi sarana
prasarana pelatihan, evaluasi materi pelatihan
Material Blangko evaluasi komprehensif
Waktu 15 menit
Metode Evaluasi tertulis

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan evaluasi komprehensif, serta
menjelaskan prosedur pengerjaan soalnya. Waktu yang diberikan selama 15 menit.

2. Fasilitator memastikan kembali kepada peserta, apakah peserta sudah memahami
prosedur pengerjaan soal.

3. Fasilitator memberikan tanda dimulainya waktu pengerjaan soal.
Lima menit sebelum waktu pengerjaan selasai, fasilitator menyampaikan
ketersediaan waktu pengerjaan soal.

5. Setelah waktu pengerjaan habis, fasilitator memberikan tanda bahwa waktu habis
dan soal jawaban dikumpulkan.

Fasilitasi penutupan pelatihan

Tujuan Menutup pelatihan secara resmi.

Topik Menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan, doa penutup
Material Laporan hasil pelaksanaan pelatihan

Waktu 30 menit

Metode Pleno kelas
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Langkah-langkah fasilitasi:

1.

Fasilitator membuka sesi penutupan dengan menyampikan bahwa seluruh proses
pembelajaran telah selesai dan tiba saatnya untuk sesi penutupan.

Fasilitator memperkenalkan dan mempersilakan ketua panitia dan pejabat yang
terkait untuk duduk di depan.

Fasilitator mempersilakan ketua panitia pelatihan untuk menyampaikan laporan
pelaksanana pelatihan.

Setelah selesai pelaporan, fasilitator mengucapkan terima kasih kepada ketua
panitia. Selanjutnya, fasilitator mempersilakan pejabat terkait untuk menyampaikan
pesan dan sekaligus menutup pelatihan ini.

Setelah selesai penutupan, untuk mengakhiri sesi penutupan, fasilitator
mempersilakan salah atu panitia untuk membacakan doa penutupan.

Usai pembacaan doa, fasilitator menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
semua pihak, khususnya peserta dan pelatih, sehingga pelatihan dapat dilaksanakan
dengan baik.

% SP 5 Howeasio ’
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H.Kegiatan Setelah
Pelatihan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelatihan

Laporan  kegiatan  pelatihan merupakan bukti tertulis sebagai  bentuk
pertanggungjawaban yang disusun oleh lembaga pelaksana pelatihan yang dapat
diakses oleh parapihak yang berkepentingan. Manfaat laporan kegiatan ini adalah:
sebagai informasi yang menggambarkan seberapa jauh efektifitas pembelajaran dan
proses kegiatan dan sebagai dasar penentuan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan
ke depan yang lebih baik.

Lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyusun laporan pelaksanaan berdasarkan
contoh format terlampir.

Penerbitan Sertifikat Peserta

Lembaga pelaksana pelatihan dapat menerbitkan sertifikat kepesertaan pelatihan
kepada seluruh peserta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga
pelaksana. Sertifikat tersebut terbatas pada informasi bahwa yang bersangkutan telah
mengikuti pelatihan, bukan sertifikat kompetensi pendamping.

Untuk sertifikat kompetensi pendamping hanya dapat diberikan oleh lembaga
sertifikasi profesi, yang telah terdaftar dan berwenang untuk melakukan uji kompetensi
pendamping sertifikasi pekebun.
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. Bahan Bacaan Pelatih

1. Modul | Pengetahuan Dasar untuk Pendamping Kelompok Pekebun Sawit Rakyat
dalam Sertifikasi ISPO Pekebun. 2022. SPOS Indonesia. Yayasan KEHATI.

2. Modul Il Bagian A. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Pekebun. 2022. SPOS
Indonesia. Yayasan KEHATI.

3. Modul II Bagian B. Pendampingan Audit Sertifikasi ISPO Pekebun. 2022. SPOS
Indonesia. Yayasan KEHATI.

4. Modul Il Bagian C. Kumpulan SOP untuk Pemenuhan Prinsip-Prinsip Standar ISPO
Pekebun. 2022. SPOS Indonesia. Yayasan KEHATI.
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Lampiran

Lampiran 1. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi

(BPPSDM, 2022)

No Unit Kompetensi

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

1 | Menerapkan Prosedur
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3).

1. Merencanakan Prosedur

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

1.

2.

3.

Alat pelindung diri diidentifikasi
sesuai kebutuhan.

Perlengkapan kerja dan material
dipilih sesuai standar.

Material berbahaya dan bahaya lain
yang berdampak pada pelaksana,
pekerja lain, tanaman dan hewan
di area kerja diidentifikasi.

. Menerapkan prosedur

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

2.

. Peralatan pelindung digunakan

sesuai spesifikasi dan standar.
Area kerja dibersihkan sesuai
SOP persiapan lahan.

. Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) diterapkan.

Komunikasi Efektif

komunikasi efektif.

2 | Mengorganisasikan 1. Mengidentifikasi 1. Tugas pokok dan fungsi diidentifikasi
Pekerjaan. pekerjaan. sesuai kebutuhan.
2. Tugas pokok dan fungsi ditetapkan.
2. Mengkoordinasikan 1. Tahapan pekerjaan dikomunikasikan
pekerjaan dengan pihak lain.
2. Tata hubungan kerja dengan pihak lain
dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
3 | Melakukan 1. Merencanakan 1. Unsur dan faktor-faktor komunikasi

diidentifikasi sesuai kebutuhan.

diidentifikasi sesuai 2. Unsur dan faktor-faktor komunikasi
kebutuhan. ditetapkan sesuai hasil identifikasi.
2. Melakukan 1. Komunikasi dilakukan menggunakan

komunikasi efektif

bahasa yang sesuai dengan komunikan.

. Pesan disampaikan tepat,

singkat, jelas, dan lugas.

. Komunikasi dilakukan dengan

metode yang tepat.

4 | Membangun Jejaring Kerja.

. Membangun jejaring

kerja dengan mitra.

. Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan.
. Tahapan pembentukan jejaring kerja

disusun sesuai kesepakatan.

. Jejaring kerja dikembangkan

sesuai kesepakatan.

2. Mengevaluasi

jejaring kerja

. Umpan balik jejaring kerja didokumentasikan.
. Dampak dari pelaksanaan jejaring kerja

dievaluasi untuk pengembangan ke depan.

. Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan.
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No Unit Kompetensi

Merencanakan
Pendampingan.

Elemen Kompetensi

1. Melakukan persiapan

penyusunan
rencana kegiatan
pendampingan.

Kriteria Unjuk Kerja

1. Draft kontrak kerja/ perjanjian/SK
pendampingan disusun sesuai prosedur.

2. Kelompok dan anggota kelompok pekebun
kelapa sawit ditetapkan sesuai prosedur.

3. Bahan dan informasi awal mengenai sistem
manajemen dan sistem produksi kelapa
sawit dinventarisasi sesuai kebutuhan.

2. Menyusun

rencana kegiatan
pendampingan.

. Pertemuan persiapan untuk menyamakan
persepsi diantara anggota kelompok
dilakukan sesuai prosedur.

2. Tingkat status awal kapasitas pekebun

kelapa sawit swadaya diidentifikasi.

3. Faktor kritis pendampingan pekebun kelapa

sawit swadaya berkelanjutan diidentifikasi.

4. Kebutuhan peningkatan kapasitas

manajemen dan sistem produksi
pekebun kelapa sawit swadaya
berkelanjutan diidentifikasi.

5. Strategi/prognosis pendampingan

ditetapkan sesuai kebutuhan.

6. Peran para pihak diidentifikasi.

7. Logistik pendampingan disusun

sesuai kebutuhan.

8. Rencana kegiatan pendampingan

disusun sesuai kebutuhan.

Melakukan Evaluasi
Hasil Pendampingan.

. Mengevaluasi efektifitas
pendampingan.

1. Efektivitas pendampingan dinilai sesuai
target perencanaan pendampingan.

2. Tingkat kemandirian pekebun setelah
pendampingan dinilai sesuai target
perencanaan pendampingan.

3. Menerima umpan

balik pendampingan.

. Hasil evaluasi pendampingan
disampaikan kepada pekebun.

2. Umpan balik dari pekebun

dirumuskan sesuai kebutuhan.

3. Membuat catatan

mengenai penyempur-
naan pendampingan.

. Kebutuhan penyempurnaan pendampingan
diidentifikasi sesuai umpan balik.

2. Penyempurnaan pendampingan

dirumuskan sesuai kebutuhan.

4. Mendokumentasikan

hasil pendampingan.

. Rencana, pelaksanaan, dan hasil

pendampingan disusun sesuai format.
2. Rencana, pelaksanaan, dan hasil
pendampingan didokumentasikan
sesuai prosedur.

Mengumpulkan Bahan dan

Data Keterangan Kinerja
Sistem Sertifikasi Kelapa
Sawit Berkelanjutan.

. Mempersiapkan
kegiatan pengumpulan
bukti kinerja penerapan
sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.

. Identitas pemantau kinerja sistem
sertifikasi disiapkan sesuai prosedur.
2. Target pemantauan pada lingkup
kinerja sistem sertifikasi ditetapkan
sesuai prosedur dan kebutuhan.
3. Rencana tindak pemantauan kinerja sistem
sertifikasi disiapkan sesuai kebutuhan.
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No Unit Kompetensi

Elemen Kompetensi

1. Melakukan
pengumpulan bukti
kinerja penerapan
sistem sertifikasi kelapa
sawit berkelanjutan.

Kriteria Unjuk Kerja

1.

2.

3.

Bukti kinerja penerapan sistem
sertifikasi diidentifikasi.

Sumber bukti kinerja penerapan sistem
sertifikasi dicatat sesuai prosedur.

Bukti pemantauan kinerja sistem
sertifikasi diverifikasi.

Bukti pemantauan kinerja sistem
sertifikasi dikelola sesuai prosedur.

Menyusun Rekomendasi
Hasil Penilaian Kinerja Unit
Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan.

. Menyusun rekomendasi
hasil penilaian.

. Hasil penilaian dikelompokkan sesuai standar.
. Catatan hasil penilaian terhadap objek yang

diverifikasi yang belum memenuhi standar
penilaian yang berlaku dibuat sesuai prosedur.

. Catatan hasil penilaian terhadap objek

yang diverifikasi yang belum memenuhi
standar penilaian yang berlaku disampaikan
kepada auditi sesuai prosedur.

Daftar periksa tindak lanjut rekomendasi
disusun sesuai catatan hasil penilaian.

2. Memonitor tindak
lanjut rekomendasi
hasil penilaian.

. Monitoring tindak lanjut rekomendasi

dilaksanakan sesuai prosedur.

. Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi

didokumentasikan sesuai prosedur.

. Keputusan penilaian kinerja disusun

sesuai hasil tindak lanjut rekomendasi.

Melaksanakan Tindak
Pendampingan dalam
Melengkapi Data

dan Informasi.

. Menyiapkan
pelaksanaan
pendampingan
dalam melengkapi
data dan informasi.

. Data dan informasi yang

dibutuhkan diidentifikasi.

. Kesenjangan terhadap data yang dibutuhkan

dan data yang dimiliki diidentifikasi.

2. Melaksanakan
pendampingan
dalam melengkapi
data dan informasi

. Pendampingan untuk melengkapi

data dan informasi dilaksanakan
sesuai rencana pendampingan.

. Hasil kegiatan pendampingan

didokumentasikan sesuai format.

10

Melaksanakan Tindak
Pendampingan dalam
Memobilisasi Para Pihak.

. Menyiapkan
pelaksanaan
pendampingan dalam
memobilisasi para pihak.

3.

. Para pihak yang berkepentingan diidentifikasi.
. Pengelompokan para pihak ditetapkan

sesuai hasil identifikasi.

Pemetaan dukungan para pihak
sesuai fungsinya dipersiapkan dan
didokumentasikan sesuai prosedur.

2. Melaksanakan
pendampingan dalam
memobilisasi para pihak.

. Pendampingan untuk penetapan

para pihak yang utama dilaksanakan
sesuai rencana pendampingan.

. Pendampingan untuk penetapan

para pihak pendukung dilaksanakan
sesuai rencana pendampingan.

. Mobilisasi para pihak dilaksanakan

sesuai prosedur.
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Unit Kompetensi

Melaksanakan Tindak
Pendampingan dalam
Perencanaan Bisnis.

Elemen Kompetensi

1. Menyiapkan
pelaksanaan
pendampingan dalam
perencanaan bisnis.

Kriteria Unjuk Kerja

1. Kebutuhan data dan informasi untuk
perencanaan bisnis diidentifikasi.

2. Rencana untuk melengkapi data
dan informasi untuk perencanaan
bisnis disusun sesuai kebutuhan.

3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan
informasi pasar dilaksanakan sesuai prosedur.

4. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
dan informasi sistem produksi Kelapa Sawit
rakyat swadaya dilaksanakan sesuai prosedur.

5. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
dan informasi manajemen dan kelembagaan
bisnis dilaksanakan sesuai prosedur.

2. Melakukan
pendampingan dalam
perencanaan bisnis.

. Pendampingan kegiatan pengumpulan data
dan informasi mengenai situasi regulasi dan
birokrasi dilaksanakan sesuai prosedur.

2. Pelatihan singkat penyusunan perencanaan

bisnis dilakukan sesuai prosedur.

3. Rencana kerja penyusunan rencana

bisnis dilakukan sesuai prosedur.

4. Dokumen perencanaan bisnis

disusun sesuai kebutuhan.

5. Dokumen perencanaan bisnis

dikonsultasikan kepada para pihak.

Melaksanakan Tindak
Pendampingan dalam
Pelaksanaan Usaha
Kebun Kelapa Sawit
Rakyat Swadaya.

1. Menyiapkan
pendampingan
pelaksanaan usaha
kebun kelapa sawit
rakyat swadaya.

. Data dan informasi terkait dengan
pendampingan pelaksanaan
usaha diidentifikasi.
2. Kesenjangan terhadap data dan informasi
pelaksanaan usaha yang dibutuhkan
dan yang dimiliki diidentifikasi.

2. Melakukan
pendampingan
pelaksanaan usaha
kebun kelapa sawit
rakyat swadaya.

. Pendampingan pengelolaan usaha
Kelapa Sawit rakyat swadaya dilaksanakan
sesuai prosedur dan kebutuhan.
2. Pendampingan pengembangan
kelembagaan bisnis dilaksanakan
sesuai prosedur dan kebutuhan.
3. Pendampingan pengembangan pemasaran
dilaksanakan sesuai prosedur dan kebutuhan.
4. Pendampingan transaksi bisnis dilakukan
sesuai prosedur dan kebutuhan.
5. Pendampingan penerapan manajemen mutu
dilaksanakan sesuai prosedur dan kebutuhan.
6. Pendampingan pemenuhan
kelengkapan persyaratan sertifikasi
kelapa sawit berkelanjutan dilakukan
sesuai dengan kebutuhan.

MODUL PELATIHAN

PENDAMPING SERTIFIKASI USAHA PEKEBUN KELAPA SAWIT BERBASIS KOMPETENSI

185



186

Lampiran 2. Jadwal Pelatihan

Hari, Tanggal Agenda PJ/Ph/Fas*) Metode
Sebelum Hari H/ tanggal
14.00 - Check In dan Registrasi peserta Panitia

Hari pertama/ tanggal

» Pembukaan

» Nama Narasumber

perkebunan yang baik.

08.00 — 08.45 » Perkenalan » Nama Panitia
» Agenda pelatihan
08.45 -09.00 Pre Test Nama Panitia
09.00 - 10.30 sesi 1: Perkebunan kelapa Nama Pelatih Presentasi, diskusi
sawit berkelanjutan
10.30-11.00 Rehat kopi
11.00— 1145 Sesi 2: Kebuakan perkebunan Nama Pelatih Presentasi, diskusi,
kelapa sawit tugas kelompok
11.45-12.30 Sesi 3: Tata niaga produk kelapa sawit | Nama Pelatih Presentasi, diskusi
1230-13.30 Istirahat siang
13301530 Sesi 4: Kgmur.1|.kas'| efektif Nama Pelatih Presentasi, tugas
dan teknik fasilitasi kelompok
15.30 - 16.00 Rehat kopi Nama Panitia
16.00 - 17.30 Sesi 5: Membangun jejaring kerja Nama Pelatih Presentasi, diskusi,
tugas kelompok
17.30 - Istirahat
Hari kedua/ tanggal
08.00 — 0930 Sesi 6: Prosedur kegelamatan Nama Pelatih Presentasi, diskusi,
dan kesehatan kerja tugas kelompok
09.30 - 10.00 Rehat kopi
Sesi 7: Sistem ISPO dan . - .
10.00 - 11.30 standar ISPO pekebun Nama Pelatih Presentasi, diskusi
Sesi 8: Standar ISPO pekebun Presentasi tUGAS
11.30-13.00 - Prinsip 1. Prinsip kepatuhan Nama Pelatih 19
kelompok
terhadap peaturan
13.00 - 14.00 Ishoma
Sesi 8: (lanjutan) Presentasi, tugas
14.00 - 15.30 - Prinsip 2. Penerapan praktek Nama Pelatih 19

kelompok
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Hari, Tanggal Agenda PJ/Ph/Fas*) Metode

15.30-16.00 Rehat kopi
Sesi 9: Standar ISPO pekebun
- Prinsip 3. Pengelolaan lingkungan

hidup, sumberdaya alam, dan Presentasi tUGAS
16.00 - 17.30 keanekaragaman hayati. Nama Pelatih 9
o ) kelompok
- Prinsip 4. Penerapan transparansi.
- Prinsip 5. Peningkatan usaha
secara berkelanjutan.

1730 - Istirahat

Hari ketiga/ tanggal
Sesi 10: Analisa kesenjangan Presentasi. tUGas

08.00 - 09.30 kelembagaan dan pemenuhan Nama Pelatih kelom okl 9
standar ISPO pekebun P

09.30-10.00 Rehat Kopi
Sesi 10: (Lanjutan)

1000 - 1230 Analisa kesenjangan Nama Pelatih Presentasi, tugas
kelembagaan dan pemenuhan kelompok
standar ISPO pekebun

12.30-13.30 Ishoma
Sesi 11: Menyusun rekomendasi Presentasi. tUGas

13.30 - 14.00 dan merencanakan kegiatan Nama Pelatih 19

) kelompok
pendampingan

14.00 — 14.45 SeS{ 12: Menyu;un evaluasi Nama Pelatih Presentasi, tugas
hasil pendampingan kelompok

14.45 -15.30 Sesi 13: Menyusun perencanaan
praktek lapangan

1530 - 16.00 Rehat kopi
Sesi 13- (Lanjutan) Presentasi, tugas

16.00 - 17.30 - Menyusun perencanaan Nama Pelatih 9

kelompok
praktek lapangan

17.30-19.30 Ishoma

Hari keempat/ tan

ggal

Sesi 14: Melaksanakan

- Kerja kelompok

08.00 - 16.00 oraktek lapangan Nama Pelatih Tugas kelompok
16.00 — 19.30 Ishoma

Sesi 15: Menyusun laporan
19.30 - 21.00 hasil praktek lapangan Nama Fasilitator Tugas kelompok
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Hari, Tanggal Agenda PJ/Ph/Fas*)

Hari kelima/ tanggal

Sesi 15: (Lanjutan)
08.00 - 09.30 Menyusun laporan hasil Nama Fasilitator Tugas kelompok
praktek lapangan
- Kerja kelompok
09.30 - 10.00 Rehat kopi
Sesi 15: (Lanjutan)
10.00-11.30 Menyusun laporan hasil Nama Fasilitator Presentasi kelompok
praktek lapangan
- Pemaparan hasil
11.30-13.30 Jumatan dan makan siang
) ) Semua pelatih )
13.30-14.00 Evaluasi komprehensif o Test tertulis
dan fasilitator
14.00 - 14.30 Penutupan

Keterangan: Kolom “PJ/Ph/Fas” diisi dengan nama penanggung jawab, pelatih, atau fasilitator.

Lampiran 3. Contoh: Format Kerangka Acuan Kegiatan

Term of Reference (ToR)
Pelatihan Pedamping Sertifikasi Usaha Pekebun
Kelapa Sawit Berbasis Kompetensi

A. Latar Belakang
- Dasar kebijakan diadakannya pelatihan
- Argumentasi dilaksanakannya pelatihan
- Urgensi dilaksanakannya pelatihan
B. Tujuan Pelatihan
- Apa yang diharapkan dari peningkatan kompetensi setelah peserta mengikuti
pelatihan?
C. Hasil Yang Diharapkan
- Rincian elemen kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta setelah
mengikuti pelatihan.
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. Bangun Kurikulum

- Gambar bangunan kurikulum pelatihan yaitu visualisasi dari semua unit
kompetensi.

Kelompok Sasaran Pelatihan

- Jumlah peserta

- Asal peserta

- Persyaratan menjadi peserta

Narasumber

- Nama seluruh nasarumber

. Tata Waktu

- Tanggal pelaksanaan
- Sesidan alokasi waktu pelatihan

No Sesi Pembelajaran Jumlah JPL

1 Sesi 1.
2 | Sesi2.
3 dst

. Agenda Pelatihan
- Jadwal pelatihan

Lampiran 4. Contoh: Format Laporan
Pelaksanaan Pelatihan

Laporan Pelaksanaan
Pelatihan Pedamping Sertifikasi Usaha Pekebun
Kelapa Sawit Berbasis Kompetensi

A. Latar Belakang

- Dasar kebijakan diadakannya pelatihan
- Argumentasi dilaksanakannya pelatihan
- Urgensi dilaksanakannya pelatihan

B. Tujuan Pelatihan

- Apa yang diharapkan dari peningkatan kompetensi setelah peserta mengikuti
pelatihan?
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Hasil Yang Diharapkan

- Rincian elemen kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta setelah
mengikuti pelatihan.

Bangun Kurikulum

- Gambar bangunan kurikulum pelatihan yaitu visualisasi dari semua unit
kompetensi.

Kepesertaan Pelatihan

- Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan

- Asal peserta

Narasumber

- Nama seluruh nasarumber

. Tata Waktu

- Tanggal pelaksanaan
- Sesi dan alokasi waktu pelatihan

No Sesi Pembelajaran Jumlah JPL

1 Sesi 1.
2 Sesi 2.
3 dst

Pelaksanaan Pelatihan

- Uraian kegiatan per hari per sesi: proses pembelajaran, keberhasilan, kendala/
tantangan, dst

- Foto-foto peserta dalam berkegiatan, Foto hasil tugas mandiri, foto hasil tugas
kelompok

Evaluasi Pelatihan

- Analisis dan hasil evaluasi komprehensif

- Uraian umum keberhasilan, kendala, dan rekomendasi ke depan

Lampiran-lampiran
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